
 
 

 

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 
NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk mendukung konsolidasi industri, integrasi 

ekonomi dan keuangan digital nasional secara end-to-end 

yang bersifat national driven, serta untuk mendukung 
tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, 

mudah, aman, dan andal, telah dikembangkan 
infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih 
efisien untuk memfasilitasi transfer dana secara real-time 

dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 
7 (tujuh) hari seminggu; 

  b.  bahwa penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment 
diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia baik 

di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem 
pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem 
ekonomi keuangan digital yang integrated, interoperable, 

dan interconnected; 
  c.  bahwa pengembangan Bank Indonesia-Fast Payment 

sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional 
diperlukan untuk mendorong   perkembangan  ekosistem  

keuangan  digital  dan inovasi yang dilakukan oleh industri 
sistem pembayaran di Indonesia; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang 
Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment;  

 
Mengingat  : 1.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 

tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6610); 
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2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang 

Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6693); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG 

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud 

dengan: 
1. Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya disebut 

BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel 

Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi 
pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika 

per transaksi dan dapat diakses setiap saat. 
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam 

kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan     
BI-FAST. 

3. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang 

selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur 
yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik 

yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara 
individual. 

4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah 

pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah 
memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk 

memperoleh layanan BI-FAST. 
5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah 

Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST 

dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen 
dana BI-FAST secara langsung.  

6. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL 
adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan 
BI-FAST secara langsung dan melakukan pengelolaan 

likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank 
sponsor. 

7. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk 

mengelola likuiditas PTL. 
8. Central Infrastructure Hub yang selanjutnya disebut          

BI-FAST Hub adalah infrastruktur BI-FAST di 
Penyelenggara yang digunakan untuk operasional 

transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST. 
9. Central Infrastructure Connector yang selanjutnya disebut 

BI-FAST Connector adalah aplikasi BI-FAST di Peserta yang 

terhubung dengan BI-FAST Hub dan digunakan oleh 
Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST. 
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10. BI-FAST Application Programming Interface yang 
selanjutnya disebut BI-FAST API adalah seperangkat 

protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi 
antara infrastruktur BI-FAST Peserta dengan infrastruktur 
BI-FAST di Penyelenggara. 

11. Central Infrastructure Portal yang selanjutnya disebut       
BI-FAST Portal adalah infrastruktur BI-FAST di 

Penyelenggara berbasis web yang digunakan untuk 
operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara dan 

Peserta. 
12. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer 

dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening 

setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana 
BI-FAST. 

13. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya 
disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan di 
BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk 

bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen 
Dana. 

14. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya 

disebut Sub-RSD adalah rekening PTL yang 
ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang 

digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan 
melakukan Setelmen Dana. 

15. Layanan Individual Credit Transfer yang selanjutnya 

disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang 
memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah 

pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima. 
16. Layanan Request for Payment yang selanjutnya disebut 

Layanan RFP adalah layanan dalam BI-FAST yang 
memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah 
pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima pembayaran 

yang didahului dengan informasi permintaan bayar dari 
nasabah penerima pembayaran ke nasabah pembayar. 

17. Layanan Bulk Credit Transfer yang selanjutnya disebut 

Layanan BCT adalah layanan dalam BI-FAST yang 
memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah 

pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau 
beberapa nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah 
penerima. 

18. Layanan Direct Debit Transfer yang selanjutnya disebut 
Layanan DDT adalah layanan dalam BI-FAST yang 

memproses penagihan dana dari 1 (satu) biller kepada         
1 (satu) nasabah tertagih. 

19. Credit Transfer Request yang selanjutnya disingkat CTR 
adalah perintah transfer dana dalam format elektronik 
yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana 

dalam Layanan ICT, Layanan RFP, dan Layanan BCT. 
20. Request For Payment Request yang selanjutnya disebut 

RFP Request adalah informasi permintaan bayar dalam 
format elektronik yang digunakan sebagai dasar 

pembuatan CTR dalam Layanan RFP. 
21. Direct Debit Request yang selanjutnya disingkat DDR 

adalah perintah penagihan dana dalam format elektronik 

yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana 
dalam Layanan DDT. 



4 

22. Standing Instruction adalah perintah penagihan dalam 
format elektronik yang dibuat berdasarkan kesepakatan 

biller dan nasabah tertagih, yang digunakan sebagai dasar 
pembuatan dan pelaksanaan DDR. 

23. Biller adalah pihak yang melakukan penagihan kepada 
nasabah tertagih melalui Layanan DDT. 

24. Account Enquiry Request yang selanjutnya disingkat AER 

adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan 
sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah 

penerima berbasis nomor rekening. 
25. Proxy Enquiry Request yang selanjutnya disingkat PER 

adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan 
sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah 
penerima berbasis proxy address. 

26. Proxy Address adalah data alias yang digunakan untuk 
menggantikan identitas nasabah penerima dalam 

transaksi menggunakan BI-FAST. 
27. Self-Regulatory Organization di bidang sistem pembayaran 

yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau 
institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili 
industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk 

mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran. 
28. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang 

terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan 

pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan 
komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung           

BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan 
BI-FAST. 

29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di 

luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang 
menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat 
diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, 

kerusuhan massa, sabotase, bencana alam, dan/atau 
sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau 

pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank 
Indonesia. 

30. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas BI-FAST Portal di 

lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL yang 
ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi Keadaan 

Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor 
Peserta. 

 

BAB II 
PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN JENIS LAYANAN BI-FAST 

 
Pasal 2 

Prinsip penyelenggaraan BI-FAST meliputi: 

a. Setelmen Dana untuk masing-masing layanan BI-FAST 
dilakukan oleh Penyelenggara secara seketika                       
per transaksi; dan 

b. Setelmen Dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. 
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Pasal 3 
Jenis layanan BI-FAST terdiri atas: 

a. Layanan ICT; 
b. Layanan RFP; 
c. Layanan BCT; 

d. Layanan DDT; dan 
e. layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

 
BAB III 

PENYELENGGARA 

 
Pasal 4 

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki tugas 

dan wewenang: 
a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan    

BI-FAST; 
b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan     

BI-FAST; 

c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST; 
d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, 

ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST; 

e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap 
ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST; 

f. menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan 
g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta. 

 

Pasal 5 
Sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit mencakup: 
a. perangkat keras dan aplikasi BI-FAST di Penyelenggara; 
b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan 

infrastruktur BI-FAST di Peserta dengan infrastruktur    
BI-FAST di Penyelenggara; 

c. aplikasi BI-FAST yang digunakan oleh Peserta dan 

perubahannya serta pedoman operasional BI-FAST;  
d. Fasilitas Kontingensi; dan 

e. sarana dan prasarana pendukung lainnya. 
 

Pasal 6 

Penyelenggara menjamin keandalan, ketersediaan, dan 
keamanan penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf d dengan melakukan kegiatan paling 
sedikit: 
a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian BI-FAST 

termasuk pemeliharaan data transaksi; 
b. melakukan audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan terhadap aplikasi BI-FAST secara berkala; 

c. menyediakan helpdesk untuk menangani masalah 
operasional penyelenggaraan BI-FAST dan/atau jaringan 

komunikasi data yang dihadapi Peserta; 
d. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan 

dalam penyelenggaraan BI-FAST; dan 

e. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan 
secara berkala kepada Peserta. 
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BAB IV 
KEPESERTAAN BI-FAST 

 
Pasal 7 

(1) Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu: 

a. Bank Indonesia; 
b. bank; 

c. lembaga selain bank; dan 
d. pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. bank umum konvensional; 
b. bank umum syariah;  

c. unit usaha syariah; dan 
d. kantor cabang bank asing di Indonesia. 

(3) Bagi Peserta berupa bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk 

unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-FAST untuk 
kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari 
kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. 
 

Pasal 8 
(1) Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi: 

a. PL; dan 

b. PTL. 
(2) Jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan ketentuan: 
a. Bank Indonesia sebagai PL;  

b. bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara dapat menjadi PL atau PTL; dan 

c. lembaga selain bank sebagai PTL. 

 
Pasal 9 

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dapat mengikuti sebagian atau seluruh layanan BI-FAST 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Bank, lembaga selain bank, dan pihak lain yang ditetapkan 
oleh Penyelenggara harus mengajukan permohonan 

tertulis untuk keikutsertaan dalam layanan BI-FAST. 
 

BAB V 

PERSYARATAN KEPESERTAAN BI-FAST 
 

Pasal 10 

(1) Calon Peserta harus memenuhi persyaratan: 
a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif; 

b. merupakan penyedia jasa pembayaran yang memiliki 
kategori izin satu sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, 

untuk calon Peserta berupa lembaga selain bank; 
c. memiliki rencana bisnis strategis (strategic business 

plan) pengembangan BI-FAST, untuk calon Peserta 
berupa lembaga selain bank;  
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d. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan; 
e. pimpinan calon Peserta memiliki kredibilitas yang 

baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan 
dengan: 
1. penunjukan dari lembaga terkait atau 

persetujuan dari lembaga pengawas yang 
berwenang, untuk calon Peserta berupa bank; 

dan 
2. tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan 

daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh 

lembaga yang berwenang, untuk calon Peserta 
berupa lembaga selain bank; 

f. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 
g. memiliki modal disetor paling sedikit 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk 
calon Peserta berupa lembaga selain bank; 

h. menyediakan infrastruktur atau model koneksi dalam 

penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan 

i. memiliki sistem informasi yang andal.  

(2) Ketentuan untuk menjadi nasabah Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 
mengenai layanan kebanksentralan. 

(3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h mengacu pada Spesifikasi Teknis Infrastruktur   
BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 

(4) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian spesifikasi 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
pertimbangan tertentu. 

(5) Penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui 
surat. 

 
Pasal 11 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, calon Peserta berupa bank yang ditetapkan sebagai 
PL oleh Penyelenggara harus memenuhi persyaratan khusus: 

a. merupakan peserta Sistem BI-RTGS; 
b. merupakan penyedia jasa pembayaran berupa bank yang 

memiliki klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran 

sistemik atau penyelenggara sistem pembayaran kritikal 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 
penyedia jasa pembayaran; 

c. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa: 
1. memiliki modal inti lebih dari 

Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan 
2. memiliki likuiditas yang memadai untuk memproses 

transaksi pada layanan BI-FAST;  

dan 
d. mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam 

penyelesaian transaksi pembayaran. 
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Pasal 12 
(1) Calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh 

Penyelenggara harus menunjuk 1 (satu) PL sebagai Bank 
Sponsor untuk mengelola likuiditas calon PTL, berupa: 
a. melakukan perintah pemindahan dana dari RSD PL 

yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD dan 
sebaliknya; dan 

b. monitoring Sub-RSD. 
(2) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian. 

(3) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan risiko 
konsentrasi sebagai Bank Sponsor. 

 
Pasal 13 

(1) Perjanjian dengan Bank Sponsor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2), paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban para pihak termasuk namun tidak 

terbatas pada: 
1. pendebitan dan/atau pengkreditan dana pada 

Sub-RSD; 

2. menjaga kelancaran dan keamanan dalam 
penggunaan BI-FAST; 

3. memastikan ketersediaan likuiditas untuk 
Setelmen Dana atas transaksi PTL; dan 

4. transparansi biaya dan/atau kompensasi para 

pihak; 
b. mekanisme pengelolaan likuiditas Sub-RSD; 

c. kerahasiaan informasi data PTL termasuk namun 
tidak terbatas pada data rekening dan hasil Setelmen 
Dana; 

d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan 
e. pembebanan seluruh kewajiban dan biaya yang 

timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST, termasuk 

pengenaan sanksi administratif. 
(2) Dalam hal calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL 

merupakan unit usaha syariah dan menunjuk bank 
umum konvensional pemilik unit usaha syariah dimaksud 
sebagai Bank Sponsor, substansi perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk 
kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum 

konvensional pemilik unit usaha syariah. 
 

Pasal 14 

(1) Calon Peserta harus mengajukan permohonan tertulis 
untuk menjadi Peserta yang dilengkapi dengan dokumen 
pendukung kepada Penyelenggara. 

(2) Calon Peserta yang mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta 

konsultasi awal terlebih dahulu kepada Penyelenggara. 
(3) Tata cara pengajuan permohonan kepesertaan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan tata cara konsultasi awal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 
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Pasal 15 
(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan kepesertaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) kepada calon Peserta. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. persetujuan prinsip; dan 

b. persetujuan operasional. 
(3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan persyaratan 
dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan 
benar oleh Penyelenggara. 

(4) Calon Peserta melakukan kegiatan persiapan operasional 
BI-FAST paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b disampaikan kepada calon Peserta paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah calon Peserta 
menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST. 

(6) Tata cara memperoleh persetujuan prinsip dan 
persetujuan operasional sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 
 

BAB VI 

BANK SPONSOR 
 

Pasal 16 
(1) PL yang telah memperoleh persetujuan operasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b 

dapat menjadi Bank Sponsor. 
(2) Untuk dapat menjadi Bank Sponsor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), calon Bank Sponsor harus 

memenuhi persyaratan: 
a. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL; 

b. merupakan PL berupa bank;  
c. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penerapan manajemen risiko; dan 
d. memiliki teknologi informasi yang memadai, yaitu 

paling sedikit memiliki kemampuan untuk 
memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik 
PL dan PTL. 

(3) Calon Bank Sponsor menyampaikan permohonan tertulis 
yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada 
Penyelenggara. 

(4) Penyampaian permohonan untuk menjadi Bank Sponsor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 

bersamaan dengan pengajuan menjadi Peserta. 
(5) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan 

benar oleh Penyelenggara. 
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(6) Tata cara pengajuan permohonan menjadi Bank Sponsor 
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan tata cara pemberian persetujuan atau 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan 
Gubernur ini. 

 
BAB VII 

KEWAJIBAN PESERTA 

 
Pasal 17 

(1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta wajib: 

a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam 
penggunaan BI-FAST; 

b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, 
perintah transaksi, dan seluruh informasi yang 
dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui            

BI-FAST; 
c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara; 
d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai 

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan 
ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya; 

e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah 
secara transparan; 

f. memberikan data dan informasi terkait 

penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; 
dan 

g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO. 
(2) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(3) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat           

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 18 

(1) Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan 
keamanan dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi 
kegiatan: 
a. menjaga kecukupan likuiditas dalam 

penyelenggaraan BI-FAST; 
b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang 

mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam 

pelaksanaan operasional BI-FAST; 
c. melakukan pemeriksaan internal terhadap 

operasional BI-FAST; 
d. melakukan audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan; 

e. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait 
dengan BI-FAST yang direviu dan diperbarui secara 

berkala; 
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f. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis 
(business continuity plan); 

g. menggunakan BI-FAST Connector sesuai dengan 
pedoman operasional BI-FAST, dalam hal Peserta 

menggunakan BI-FAST Connector;  
h. menggunakan spesifikasi BI-FAST API transactional 

dan/atau BI-FAST API informational yang telah 
ditetapkan oleh Penyelenggara, dalam hal Peserta 
menggunakan BI-FAST API; 

i. melakukan pengkinian data kepesertaan dalam hal 
terdapat perubahan data kepesertaan BI-FAST;  

j. melakukan pengkinian data Peserta BI-FAST di kanal 
layanan BI-FAST Peserta;  

k. melakukan pemeliharaan data; 

l. menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur 
cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan 
berbagai aktivitas BI-FAST sepanjang jam operasional 

BI-FAST; 
m. mengikuti uji coba sistem yang diselenggarakan oleh 

Penyelenggara apabila diminta Penyelenggara; 
n. menginformasikan hasil monitoring terhadap adanya 

anomali dalam penggunaan infrastruktur BI-FAST 

dan jaringan komunikasi data; dan 
o. menginformasikan kepada Penyelenggara dalam hal 

melakukan pemeliharaan sistem. 
(2) Kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf n disampaikan kepada Penyelenggara melalui 

administrative message atau sarana lain yang ditetapkan 
oleh Penyelenggara. 

 
Pasal 19 

(1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan ketentuan: 

a. dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tanggal efektif kepesertaan di BI-FAST; 

b. dibuat dalam Bahasa Indonesia;  

c. disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota 
Dewan Gubernur ini dan ketentuan yang dikeluarkan 
oleh SRO terkait penyelenggaraan BI-FAST; dan 

d. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta 

dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di 
Peserta. 

(2) Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 

(3) Peserta melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan 

prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam hal terdapat: 
a. perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
dan/atau 
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b. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Penyelenggara dan/atau SRO yang berdampak pada 
substansi kebijakan dan prosedur tertulis.  

(4) Pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan 

materi dan/atau perubahan ketentuan tersebut. 
 

Pasal 20 

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf c dilakukan oleh satuan kerja audit internal 
Peserta paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

 
Pasal 21 

(1) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d 
dilakukan dengan ketentuan: 

a. dilakukan oleh: 
1. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan 

surat pernyataan pimpinan Peserta yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem 
informasi dan pengujian keamanan dilakukan 

secara independen; dan/atau 
2. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau 

SRO; 

b. dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali 
terhitung sejak menjadi Peserta; dan 

c. dalam hal terjadi perubahan dalam sistem teknologi 
informasi internal Peserta yang terkait dengan            
BI-FAST, audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah terjadi perubahan. 

(2) Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat materi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV. 
 

Pasal 22 

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan        
BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)          

huruf e dilakukan dengan ketentuan: 
a. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk 

melakukan pengkinian, dalam hal terdapat perubahan 

kebijakan teknologi informasi dan prosedur penggunaan 
teknologi informasi;  

b. pengkinian kebijakan teknologi informasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi; dan 

c. pengkinian kebijakan teknologi informasi dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi 

informasi dan keamanan siber. 
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Pasal 23 
Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (business continuity 
plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f 
memenuhi ketentuan: 

a. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (business 
continuity plan) memuat prosedur yang dilakukan oleh 

Peserta untuk menjamin keberlangsungan kegiatan 
operasional BI-FAST termasuk dalam hal terjadi Keadaan 
Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. 

b. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (business 
continuity plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

paling sedikit memuat: 
1. unit kerja sebagai penanggung jawab; 
2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab 

terdiri atas beberapa unit; 
3. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin 

kegiatan operasional BI-FAST tetap berjalan termasuk 
layanan kepada nasabah; 

4. mekanisme pengujian prosedur rencana 

keberlangsungan bisnis (business continuity plan); 
5. mekanisme pelaporan dan monitoring; dan 

6. petugas operasional, termasuk data nomor telepon 
yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara. 

 

Pasal 24 
Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18   

ayat (1) huruf k dilakukan dengan ketentuan: 
a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang 

tersimpan dalam media elektronik; 

b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus 
mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga 
kerahasiaannya; 

c. rekam cadang elektronik terhadap data sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam media 

elektronik yang terpisah dengan media elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekam 

cadang elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c 
dipastikan tidak rusak dan dapat dibaca di aplikasi           

BI-FAST; dan 
e. seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

rekam cadang elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan 
yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

dokumen perusahaan. 
 

Pasal 25 
Untuk menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur 
cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf l, Peserta: 
a. memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami 

sistem dan prosedur operasional BI-FAST yang telah 
ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta; 

b. menetapkan dan mengelola user dan kewenangan user 
yang melakukan operasional BI-FAST; 
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c. menyediakan dan mengelola infrastruktur cadangan; 
d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman 

pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan pedoman 

operasional BI-FAST;  
e. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar 

perangkat keras (hardware) berfungsi dengan baik dan 
perangkat lunak (software) yang digunakan dalam             
BI-FAST dan/atau yang terkait dengan BI-FAST bebas dari 

segala jenis malware; 
f. menjamin integritas database BI-FAST, termasuk 

menjamin integritas rekam cadang elektronik terhadap 
data;  

g. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan pada            
BI-FAST Connector sesuai dengan pedoman operasional 
BI-FAST; 

h. menyimpan dengan baik BI-FAST Connector dan 
perubahannya serta soft token yang diberikan oleh 

Penyelenggara; dan 
i. melakukan perpanjangan masa aktif soft token sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. 
 

Pasal 26 

Penetapan dan pengelolaan user sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 huruf b dilakukan Peserta dengan memperhatikan 

paling sedikit: 
a. pengaturan kewenangan user termasuk memperhatikan 

rentang kendali untuk meminimalisasi kesalahan manusia 
dan penyalahgunaan; 

b. pembuatan sampai dengan pengiriman perintah transfer 

dana dan/atau perintah penagihan dana dilakukan sesuai 
dengan kewenangan petugas; 

c. pengaturan petugas pengganti untuk user sesuai dengan 

peran masing-masing; 
d. penetapan dan penatausahaan data user yang mengelola 

soft token; dan  
e. memastikan keamanan penggunaan dan penyimpanan 

soft token. 
 

BAB VIII 
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 

 

Pasal 27 
(1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan: 

a. nama Peserta; 

b. kegiatan usaha; 
c. kode Peserta; 

d. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 
e. penggunaan perangkat teknologi informasi; 
f. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan 

jaringan komunikasi data; 
g. kuasa; 
h. jenis kepesertaan BI-FAST; 
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i. Bank Sponsor; 
j. data pimpinan; dan/atau 

k. alamat kantor. 
(2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan: 

a. kebijakan Bank Indonesia;  
b. perubahan data nasabah Bank Indonesia 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai layanan kebanksentralan; dan/atau 

c. permintaan dari Peserta. 

(3) Dalam hal perubahan data kepesertaan berdasarkan 
permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c, Peserta menyampaikan permohonan tertulis 

perubahan data kepesertaan yang dilengkapi dengan 
dokumen pendukung kepada Penyelenggara. 

(4) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat            

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima 
oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar. 

(5) Selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan 

tertentu paling lambat: 
a. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 

diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan 

benar, khusus untuk perubahan penggunaan 
infrastruktur; atau 

b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima 
oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus 
untuk perubahan keikutsertaan dalam layanan         

BI-FAST dan perubahan lokasi infrastruktur Peserta 
yang disertai dengan pengadaan jaringan komunikasi 
data baru. 

(6) Tata cara perubahan data kepesertaan dan dokumen 
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 
 

BAB IX 
STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA 

 
Pasal 28 

Status kepesertaan dalam BI-FAST dibedakan menjadi: 

a. aktif; 
b. ditangguhkan; 
c. dibekukan; atau 

d. ditutup. 
 

Pasal 29 
(1) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan 

dalam BI-FAST menjadi dibekukan sebelum status 

nasabah Bank Indonesia menjadi ditutup. 
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(2) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari 
status: 

a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya; 
b. aktif menjadi dibekukan; 
c. ditangguhkan menjadi dibekukan;  

d. aktif menjadi ditutup; 
e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau 

f. dibekukan menjadi ditutup. 
 

Pasal 30 

(1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara 
berdasarkan: 

a. pertimbangan tertentu dari Penyelenggara guna 
menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

b. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara; 
c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang 

berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau 

d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah 
status dari status aktif menjadi ditutup. 

(2) Dalam hal Peserta berupa bank telah diserahkan kepada 

Lembaga Penjamin Simpanan, perubahan status 
kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara 

berdasarkan permintaan tertulis dari Lembaga Penjamin 
Simpanan. 

(3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d didasarkan pada alasan                    
self-liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan, 

pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh 
persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang. 

(4) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 
ditetapkan oleh Penyelenggara. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan status kepesertaan, 
Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan status 
kepesertaan kepada: 

a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang 
penyampaiannya dapat didahului dengan surat 
elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 

Penyelenggara; 
b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap 

kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaiannya 
dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana 
lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;  

c. Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat yang 
penyampaiannya dapat didahului dengan surat 

elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara; dan/atau 

d. seluruh Peserta melalui administrative message atau 

sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.  
(6) Tata cara perubahan status kepesertaan dan dokumen 

pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 
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Pasal 31 
(1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan 

menjadi ditutup, Peserta harus: 
a. menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kepesertaan 

BI-FAST; dan 

b. menihilkan saldo RSD atau Sub-RSD. 
(2) Dalam hal Peserta tidak melakukan penihilan saldo RSD 

atau Sub-RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
huruf b, Penyelenggara dapat: 
a. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama 

Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara berdasarkan surat kuasa; atau 

b. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama 

Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

(3) Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi 
ditutup setelah Peserta melaksanakan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 32 

(1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan 

menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan, 
peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih 

kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau 
pemisahan; dan 

b. peralihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan 
hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, 

peleburan, atau pemisahan. 
(2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan 

menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan 

aset dan kewajiban yang bukan merupakan 
penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelesaian 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan ketentuan: 
a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih 

kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan 
kewajiban; dan 

b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dilakukan berdasarkan surat pernyataan 
pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang 

menerima pengalihan aset dan kewajiban. 
 

Pasal 33 

(1) Dalam hal perubahan status kepesertaan menjadi ditutup 
terjadi pada PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor maka 

PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor harus 
memberitahukan secara tertulis kepada PTL mengenai 
perubahan status kepesertaan PL sesegera mungkin dan 

harus menyelesaikan kewajibannya. 
(2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1), PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank 
Sponsor pengganti. 
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BAB X 
PENYELENGGARAAN BI-FAST 

 
Bagian Kesatu 

Waktu Operasional Penyelenggaraan BI-FAST 

 
Pasal 34 

(1) Penyelenggara menetapkan waktu operasional BI-FAST 
yang mencakup: 
a. hari operasional; 

b. jam operasional; dan 
c. periode waktu kegiatan. 

(2) Hari operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai 
dengan hari Minggu. 

(3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Penetapan kegiatan dalam periode waktu kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 

 
Pasal 35 

(1) Waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (1) dapat diubah oleh Penyelenggara berdasarkan 
kebijakan Penyelenggara. 

(2) Perubahan waktu operasional berdasarkan kebijakan 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan pertimbangan: 
a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 

Darurat; dan/atau 

b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk menjaga 
kelancaran sistem pembayaran. 

(3) Dalam hal terdapat perubahan waktu operasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 
memberitahukan perubahan tersebut kepada seluruh 

Peserta melalui administrative message dan/atau sarana 
lainnya. 
 

Pasal 36 
(1) Peserta harus melakukan kegiatan operasional BI-FAST 

sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

(2) Dalam kondisi tertentu, Peserta dapat tidak melakukan 

kegiatan operasional BI-FAST dengan terlebih dahulu 
menyampaikan informasi tidak melakukan kegiatan 

operasional BI-FAST kepada Penyelenggara. 
(3) Tata cara penyampaian informasi tidak melakukan 

kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII. 
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Bagian Kedua 
Infrastruktur dalam Penyelenggaraan BI-FAST 

 
Paragraf 1 

Infrastruktur BI-FAST 

 
Pasal 37 

(1) Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan BI-FAST berupa perangkat keras dan 
aplikasi BI-FAST berupa: 

a. BI-FAST Hub; dan 
b. BI-FAST Portal. 

(2) Untuk dapat terhubung dengan aplikasi BI-FAST 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 
menyediakan: 

a. BI-FAST Connector; 
b. spesifikasi BI-FAST API;  

c. jaringan komunikasi data; dan 
d. infrastruktur dan/atau aplikasi lain yang ditetapkan 

oleh Penyelenggara. 

(3) BI-FAST API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri atas: 

a. BI-FAST API transactional; dan 
b. BI-FAST API informational. 

(4) Dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST API 
transactional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
maka Peserta tidak dapat menggunakan infrastruktur    

BI-FAST Connector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a untuk menghubungkan infrastruktur di Peserta 

dengan BI-FAST Hub. 
 

Pasal 38 

(1) Kapasitas jaringan komunikasi data yang disediakan oleh 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (2) huruf c, dapat dilakukan perubahan berdasarkan: 
a. kebijakan dari Penyelenggara; atau 
b. permohonan Peserta secara tertulis. 

(2) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b kepada Peserta. 
(3) Tata cara perubahan kapasitas jaringan komunikasi data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran VIII. 
 

Paragraf 2 

Pengelolaan Infrastruktur BI-FAST 
 

Pasal 39 
(1) Peserta BI-FAST dapat menggunakan: 

a. infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta; atau 

b. infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain. 
(2) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat 
dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh 
Penyelenggara. 

 



20 

Pasal 40 
(1) Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST 

yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, Peserta harus memastikan 
pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST 

memenuhi persyaratan: 
a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa 

teknologi informasi; 
b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang 

dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar 

kredit macet dan daftar hitam nasional yang 
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; 

c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung 

oleh sertifikasi yang relevan; 
d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 
e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis 

(business continuity plan); 

f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi 
dan keandalan security yang dibuktikan dengan hasil 

audit independen; 
g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem 

serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku; 

h. berpengalaman menyediakan solusi managed service 
atau sharing infrastructure di perbankan dan sistem 

pembayaran; 
i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang 

ditetapkan Penyelenggara; 
j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang 

memadai khususnya terkait penggunaan teknologi 

informasi; dan 
k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama 

penggunaan infrastruktur antara Peserta dengan pihak 
lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST. 

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada       

ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban antara Peserta dengan pihak lain, 

termasuk namun tidak terbatas pada: 
1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal 

dan/atau Keadaan Darurat yang dapat 

mengakibatkan kerugian keuangan yang 
signifikan atau mengganggu kelancaran 
operasional BI-FAST; 

2. keberlangsungan penyediaan layanan 
pengelolaan infrastruktur; dan 

3. memiliki prosedur pengendalian keamanan; 
b. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas 

penggunaan infrastruktur oleh Peserta; 

c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau 
penyalahgunaan data dan informasi; 

d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau 
Keadaan Darurat; 
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e. penyelesaian perselisihan antara Peserta dengan 
pihak lain; 

f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan 
kepada Peserta; 

g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk 

melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap: 
1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta; 

2. aplikasi pendukung pihak lain yang terkait        
BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; 
dan 

3. kegiatan operasional pihak lain yang terkait 
dengan Peserta;  

dan 

h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. 

(4) Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan 
menggunakan infrastruktur milik bank umum 
konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi 

Peserta, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur 
tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit 

usaha syariah. 
 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Soft Token dalam Penyelenggaraan BI-FAST 

 
Pasal 41 

(1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta mengajukan 

permohonan tertulis mengenai pembuatan soft token 
kepada Penyelenggara. 

(2) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan persetujuan 
prinsip BI-FAST. 

(3) Penggunaan soft token sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal 

Peserta dan menjadi tanggung jawab Peserta. 
(4) Penyelenggara menetapkan masa aktif soft token 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Penetapan masa aktif soft token sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII. 

 
Pasal 42 

(1) Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Penyelenggara dalam hal terdapat pergantian, 
perpanjangan masa aktif, dan/atau penghapusan soft 
token. 

(2) Selain berdasarkan permohonan dari Peserta, 

penghapusan soft token sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari 
Penyelenggara. 

(3) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan 
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan 
dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh 
Penyelenggara. 
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(4) Tata cara penggantian, perpanjangan masa aktif, 
dan/atau penghapusan soft token sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII. 
 

Bagian Keempat 

Pengelolaan User dalam Penyelenggaraan BI-FAST   
 

Pasal 43 
(1) User BI-FAST Peserta terdiri atas: 

a. participant admin; dan 
b. participant user. 

(2) Penyelenggara memberikan participant admin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Peserta sebanyak 
2 (dua) user. 

(3) Peserta dapat mendaftarkan participant user sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 8 (delapan) 

user di BI-FAST Portal. 
(4) Peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Penyelenggara dalam hal terdapat kebutuhan participant 
user lebih dari 8 (delapan) user. 

(5) Penyelenggara dapat menghapus participant user 
berdasarkan kebijakan Penyelenggara. 

(6) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan 

dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh 
Penyelenggara. 

(7) Tata cara pengajuan permohonan penambahan participant 
user sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 
dalam Lampiran VIII. 

 
Bagian Kelima 

Pengelolaan Likuiditas dalam Penyelenggaraan BI-FAST 

 
Pasal 44 

(1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, masing-masing Peserta 
melakukan pengelolaan likuiditas pada RSD dan/atau 
Sub-RSD dengan mempertimbangkan kebutuhan 

penyelesaian transaksi pada BI-FAST. 
(2) Pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. penyediaan likuiditas; dan 
b. pemindahan likuiditas. 

 
Pasal 45 

(1) Peserta menetapkan threshold batas likuiditas dalam RSD 

dan/atau Sub-RSD dengan mempertimbangkan 
kebutuhan penyelesaian transaksi pada BI-FAST Peserta 

yang bersangkutan. 
(2) Threshold batas likuiditas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. upper limit; 
b. reference balance; 

c. amber level; dan 
d. red level.  
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(3) Penetapan threshold batas likuiditas oleh Peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh 

persetujuan pimpinan Peserta. 
 

Pasal 46 

(1) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari: 

a. rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS; 
b. RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; dan 
c. transaksi yang diterima (incoming transaction) dari 

Peserta lain. 
(2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) dilakukan dalam bentuk dana tunai. 
(3) Penyediaan likuiditas yang berasal dari rekening setelmen 

dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam 
operasional Sistem BI-RTGS. 

(4) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis atau manual. 

(5) Tata cara penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.  
 

Pasal 47 

(1) Pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: 

a. untuk PL, melalui pemindahan dana dari RSD ke 
rekening setelmen dana Peserta pada Sistem              
BI-RTGS; dan 

b. untuk PTL, melalui pemindahan dana dari Sub-RSD 
ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor. 

(2) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional 
Sistem BI-RTGS. 

(3) Peserta dapat melakukan pemindahan likuiditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis atau 
manual. 

(4) Tata cara pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII. 

 
Bagian Keenam 
Proxy Address 

 
Pasal 48 

(1) Penyelenggara menyediakan fitur Proxy Address yang 

dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan 
kepada nasabah Peserta. 

(2) Proxy Address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. nomor telepon genggam (mobile phone number); 
b. alamat surat elektronik (email address); dan/atau  

c. identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
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(3) Proxy Address sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menatausahakan data yang terdiri atas: 

a. kode Peserta; 
b. nama Peserta;  
c. identitas nasabah berupa nama, nomor identitas 

kependudukan atau nomor induk berusaha, jenis 
nasabah, kota asal nasabah, dan kewarganegaraan; 

dan 
d. nomor rekening nasabah. 

(4) Proxy Address sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat digunakan dalam hal telah didaftarkan dalam 
database Proxy Address BI-FAST. 

(5) Proxy Address sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah. 

 
Pasal 49 

(1) Pendaftaran Proxy Address ke dalam database Proxy 
Address BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (4) dilakukan oleh nasabah melalui instruksi kepada 

Peserta yang menatausahakan rekening nasabah. 
(2) Dalam hal Peserta menyediakan layanan Proxy Address 

kepada nasabah, Peserta wajib memproses instruksi 
pendaftaran Proxy Address sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Instruksi pendaftaran Proxy Address sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diproses dalam hal 

Proxy Address nasabah belum terdaftar pada database 
Proxy Address BI-FAST. 

(4) Peserta harus memastikan Proxy Address yang 
didaftarkan oleh nasabah merupakan benar milik nasabah 
dan berdasarkan instruksi pendaftaran Proxy Address 

nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Peserta wajib menyampaikan pemberitahuan status 

pemrosesan instruksi pendaftaran Proxy Address 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada nasabah. 

(6) Tata cara pendaftaran Proxy Address sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIII.  

(7) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis.  
(8) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 50 

(1) Dalam hal terdapat perubahan, penangguhan, pengalihan, 
dan/atau penghapusan Proxy Address yang telah terdaftar 

dalam database Proxy Address BI-FAST sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Peserta wajib: 
a. memproses instruksi perubahan, penangguhan, 

pengalihan, dan/atau penghapusan Proxy Address; 
dan 

 



25 

b. menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran, 
perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau 

penghapusan Proxy Address kepada nasabah. 
(2) Pemrosesan instruksi perubahan, penangguhan, 

pengalihan, dan/atau penghapusan Proxy Address 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat 
dilakukan dalam hal Proxy Address yang telah terdaftar 

berstatus aktif. 
(3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai 
sanksi administratif berupa teguran tertulis.  

(4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat           
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 51 
(1) Proxy Address yang telah didaftarkan di database Proxy 

Address BI-FAST dapat diubah berdasarkan: 

a. permintaan nasabah, untuk perubahan data Proxy 
Address berupa nomor rekening nasabah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)    
huruf d; atau 

b. inisiatif Peserta, untuk perubahan data Proxy Address 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3). 

(2) Perubahan data Proxy Address sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Peserta yang 
menerima pendaftaran Proxy Address dari nasabah.  

(3) Tata cara perubahan Proxy Address sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.  

 
Pasal 52 

(1) Proxy Address yang telah didaftarkan di database Proxy 
Address BI-FAST dapat ditangguhkan berdasarkan: 

a. permintaan nasabah;  
b. inisiatif Peserta; atau 
c. kebijakan Penyelenggara. 

(2) Penangguhan Proxy Address sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan melalui Peserta 

yang menerima pendaftaran Proxy Address dari nasabah. 
(3) Proxy Address yang telah ditangguhkan dapat diaktifkan 

kembali oleh pihak yang melakukan penangguhan Proxy 
Address. 

(4) Tata cara penangguhan Proxy Address sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.  
 

Pasal 53 
(1) Proxy Address yang telah didaftarkan di database Proxy 

Address BI-FAST dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta 
lain. 

(2) Pengalihan Proxy Address sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan nasabah 
melalui Peserta yang menerima pengalihan Proxy Address. 

(3) Tata cara pengalihan Proxy Address sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII. 
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Pasal 54 
(1) Proxy Address yang telah didaftarkan di database Proxy 

Address BI-FAST dapat dihapus berdasarkan: 
a. permintaan nasabah melalui Peserta; atau 

b. inisiatif Peserta yang bersangkutan. 
(2) Tata cara penghapusan Proxy Address sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.  

 
BAB XI 

OPERASIONAL LAYANAN INDIVIDUAL CREDIT TRANSFER 
 

Bagian Kesatu 

Umum  
 

Pasal 55 
(1) Pemrosesan transaksi melalui Layanan ICT dilakukan 

dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 

a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah 
penerima; dan  

b. pemrosesan CTR. 

(2) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan 
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka 
waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berdasarkan pertimbangan tertentu.  

(4) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada 

seluruh Peserta melalui surat. 
 

Bagian Kedua 

Proses Validasi Informasi Nasabah Penerima  
 

Pasal 56 

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dapat 

diproses berdasarkan: 
a. nomor rekening melalui AER; dan 
b. Proxy Address melalui PER. 

 
Paragraf 1 

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 
 

Pasal 57 

(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi 
nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor 

rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 56 huruf a yang diterima dari nasabah pengirim. 

(2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah 

validasi nasabah penerima dengan membuat AER dan 
dikirimkan ke BI-FAST Hub;  
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b. pembuatan AER sebagaimana dimaksud dalam    
huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 

informasi perintah validasi nasabah penerima yang 
paling sedikit memuat: 
1. nama Peserta penerima; dan 

2. nomor rekening nasabah penerima;  
dan 

c. pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam   
huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector 
atau  BI-FAST API. 

(3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah 
validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (2) dan ayat (3).  

(4)  Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan 
perintah validasi nasabah penerima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah pengirim 

segera setelah Peserta pengirim menerima hasil 
pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5)  Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah penerima 
oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan 
Gubernur ini. 

(6)  Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

(7)  Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 58 

(1) Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari 

Peserta pengirim melalui BI-FAST Hub dengan melakukan 
validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang 

ditatausahakan. 
(2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi AER 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta 

pengirim melalui BI-FAST Hub. 
(3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta penerima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat           
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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Paragraf 2 
Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address 

 
Pasal 59 

(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi 

nasabah penerima yang diproses berdasarkan Proxy 
Address melalui PER sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 56 huruf b yang diterima dari nasabah pengirim. 
(2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah 

validasi nasabah penerima dengan membuat PER dan 
dikirimkan ke BI-FAST Hub;  

b. pembuatan PER sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 
informasi perintah validasi nasabah penerima berupa 

Proxy Address; dan 
c. pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam   

huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector 
atau BI-FAST API. 

(3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah 

validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh 

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (2) dan ayat (3). 

(4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan 

perintah validasi nasabah penerima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada nasabah pengirim 

segera setelah Peserta Pengirim menerima hasil 
pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Tata cara proses validasi nasabah penerima berbasis Proxy 
Address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat           

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana 

 
Pasal 60 

Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 
paling sedikit memuat informasi: 
a. identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat nama 

dan nomor rekening; 
b. identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat nama 

dan nomor rekening; 
c. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 

Peserta penerima; 

d. jumlah dana yang ditransfer;  
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e. tanggal perintah transfer dana;  
f. tujuan transfer dana; dan 

g. informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah 
transfer dana. 

 
Pasal 61 

(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang diterima dari 
nasabah pengirim. 

(2) Untuk memastikan kelengkapan informasi perintah 
transfer dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan 
kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer 

dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 secara 
lengkap dan benar. 

(3) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan CTR ke 

BI-FAST Hub sesuai dengan perintah transfer dana 
nasabah pengirim; dan 

b. pengiriman CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector atau    
BI-FAST API. 

(4) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, diatur dengan ketentuan: 

a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama 
dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana 
dari nasabah pengirim; 

b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup; 
c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan 

d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai 
dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

(5) Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari 

kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari 
nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim 
mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta 

pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk 
meneruskan perintah transfer dana. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dan ayat (5) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan 
antara nasabah pengirim dan Peserta pengirim. 

(7) Kode transaksi untuk CTR dalam Layanan ICT dan tata 
cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah 
pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. 

(8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat           

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
(10) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) per hari kalender. 
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(11) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar 
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 

hari kalender. 
 

Pasal 62 
(1) Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR. 

(2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pengirim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal 
dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau 

kelalaian Peserta pengirim, Peserta pengirim harus 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 

nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah 
pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points. 

(3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim 
mengirimkan CTR. 

(4) Dalam hal terdapat perjanjian antara nasabah pengirim 
dengan Peserta pengirim, Peserta pengirim dikecualikan 

dari keharusan untuk membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi kepada nasabah pengirim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).  

 
Pasal 63 

Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 

melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang 
ditransaksikan pada: 

a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan 
b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL. 

 

Pasal 64 
(1) Peserta penerima wajib memproses CTR yang diterima 

dengan melakukan validasi CTR.  
(2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi CTR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta 

pengirim melalui BI-FAST Hub.  
(3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 
(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
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Pasal 65 
(1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah 

transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi 
secara individual. 

(2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan: 
a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip first in first 

out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 
b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD; 
c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 

dana di RSD hal Peserta pengirim merupakan PL atau 
kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta 

pengirim merupakan PTL; dan 
d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima. 

(3) BI-FAST Hub mengirimkan status Setelmen Dana kepada 
Peserta pengirim dan Peserta penerima. 

(4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. Peserta pengirim wajib menyampaikan status 

transaksi kepada nasabah pengirim; 
b. Peserta penerima wajib meneruskan dana secara 

seketika kepada nasabah penerima; dan 
c. Peserta penerima wajib menyampaikan informasi 

pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 

(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 66 

(1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen 

Dana. 
(2) Peserta penerima dapat meneruskan dana kepada 

nasabah penerima pada hari kalender berikutnya dalam 

hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta 
penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga 

Peserta penerima tidak mempunyai cukup waktu untuk 
meneruskan dana. 

(3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima 

tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) 
karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penerima, 

Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi kepada nasabah penerima yang besarnya 
didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

pada rekening nasabah penerima, ditambah dengan        
200 (dua ratus) basis points.  
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(4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan 
tanggal Peserta penerima melakukan pengkreditan 
rekening nasabah penerima.  

 
BAB XII 

OPERASIONAL LAYANAN REQUEST FOR PAYMENT 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 67 
(1) Pemrosesan pemindahan dana dalam Layanan RFP 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Peserta telah mendapat persetujuan dari nasabah 
Peserta terkait keikutsertaan nasabah Peserta dalam 
Layanan RFP; 

b. Peserta penerima pembayaran dapat melakukan 
pembatasan permintaan bayar nasabah Peserta 

penerima pembayaran; dan 
c. Peserta dapat melakukan pengaktifan dan 

penghentian Layanan RFP kepada nasabah Peserta 

berdasarkan permintaan nasabah Peserta. 
(2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan RFP dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 
a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah 

pembayar;  

b. pemrosesan RFP Request; dan 
c. pemrosesan CTR. 

(3) Masa berlaku RFP Request sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut: 
a. nasabah Peserta penerima pembayaran menentukan 

batas masa berlaku RFP Request; 
b. masa berlaku RFP Request sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a paling lama 14 (empat belas) hari 
kalender setelah RFP Request dikirimkan;  

c. Penyelenggara dapat menetapkan perubahan masa 
berlaku RFP Request sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b; dan 

d. perubahan masa berlaku RFP Request sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada 

seluruh Peserta melalui surat. 
(4) Dalam hal nasabah Peserta pembayar tidak melakukan 

persetujuan atau penolakan RFP Request dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka 
RFP Request menjadi tidak berlaku dan tidak dapat 

diproses lebih lanjut. 
(5) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka 

waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) berdasarkan pertimbangan tertentu.  
(7) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada 

seluruh Peserta melalui surat. 
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Bagian Kedua 
Proses Validasi Informasi Nasabah Pembayar 

 
Pasal 68 

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dapat 
diproses berdasarkan: 

a. nomor rekening melalui AER; dan 
b. Proxy Address melalui PER. 

 

Paragraf 1 
Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Nomor Rekening 

 
Pasal 69 

(1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan perintah 

validasi nasabah pembayar yang diproses berdasarkan 
nomor rekening melalui AER sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 huruf a yang diterima dari nasabah 

penerima pembayaran. 
(2) Penerusan perintah validasi nasabah pembayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Peserta penerima pembayaran melakukan 

pemrosesan perintah validasi nasabah penerima 
dengan membuat AER dan dikirimkan ke BI-FAST 

Hub;  
b. pembuatan AER sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 

informasi perintah validasi nasabah pembayar yang 
paling sedikit memuat: 

1. nama Peserta pembayar; dan 
2. nomor rekening nasabah pembayar;  
dan 

c. pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam   
huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector 
atau BI-FAST API. 

(3) Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan 
perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang 
ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6). 

(4) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil 
pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada 
nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta 
penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar 

oleh Peserta penerima pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

 

 



34 

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat           

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 70 

(1) Peserta pembayar wajib memproses AER yang diterima 
dari Peserta penerima pembayaran melalui BI-FAST Hub 
dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data 

nasabah pembayar yang ditatausahakan. 
(2) Peserta pembayar harus mengirimkan hasil validasi AER 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta 
penerima pembayaran melalui BI-FAST Hub. 

(3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta pembayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Paragraf 2 

Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Proxy Address 

 
Pasal 71 

(1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan perintah 
validasi nasabah pembayar yang diproses berdasarkan 
Proxy Address melalui PER sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68 huruf b yang diterima dari nasabah penerima 
pembayaran. 

(2) Penerusan perintah validasi nasabah pembayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. Peserta penerima pembayaran melakukan 
pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar 

dengan membuat PER dan dikirimkan ke BI-FAST 
Hub;  

b. pembuatan PER sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 
informasi perintah validasi nasabah pembayar berupa 

Proxy Address; dan 
c. pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam    

huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector 
atau BI-FAST API. 

(3) Peserta penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan 

perintah validasi nasabah pembayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang 
ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6).  
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(4) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil 
pemrosesan perintah validasi nasabah pembayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada 
nasabah penerima pembayaran segera setelah Peserta 
Penerima pembayaran menerima hasil pemrosesan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Tata cara proses validasi nasabah pembayar berbasis 

Proxy Address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat           
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Informasi Permintaan Bayar 

 
Pasal 72 

Informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah 

penerima pembayaran paling sedikit memuat informasi: 
a. identitas nasabah pembayar, paling sedikit memuat nama 

dan nomor rekening; 
b. identitas nasabah penerima pembayaran, paling sedikit 

memuat nama dan nomor rekening; 

c. identitas Peserta pembayar, paling sedikit memuat nama 
Peserta pembayar; 

d. identitas Peserta penerima pembayaran, paling sedikit 

memuat nama Peserta penerima pembayaran; 
e. jumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah pembayar; 

f. masa berlaku perintah permintaan bayar;  
g. tujuan permintaan bayar; dan 
h. informasi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

 
Pasal 73 

(1) Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan 

informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 yang diterima dari nasabah penerima 

pembayaran. 
(2) Untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan 

bayar, Peserta penerima pembayaran harus mensyaratkan 

kepada nasabah penerima pembayaran untuk mengisi 
informasi permintaan bayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 secara lengkap dan benar. 
(3) Penerusan informasi permintaan bayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Peserta penerima pembayaran membuat dan 
mengirimkan RFP Request ke BI-FAST Hub sesuai 

dengan informasi permintaan bayar nasabah 
penerima pembayaran; dan 

b. pengiriman RFP Request sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dapat dilakukan melalui BI-FAST 
Connector atau BI-FAST API. 
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(4) Pengiriman RFP Request sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dilakukan pada tanggal yang sama dengan 

tanggal diterimanya informasi permintaan bayar. 
(5) Pengiriman RFP Request sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal Peserta 
pembayar menyediakan Layanan RFP bagi nasabah 
pembayar.  

(6) Peserta penerima pembayaran dapat mengirimkan RFP 
Request pada hari kalender berikutnya dalam hal 

informasi permintaan bayar dari nasabah penerima 
pembayaran diterima oleh Peserta penerima pembayaran 
mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta 

penerima pembayaran tidak mempunyai cukup waktu 
untuk meneruskan informasi permintaan bayar dari 
nasabah penerima pembayaran. 

(7) Peserta penerima pembayaran menerima respons status 
dari Peserta pembayar atas RFP Request sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a. 
(8) Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan hasil 

pemrosesan informasi permintaan bayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada nasabah penerima 
pembayaran segera setelah Peserta penerima pembayaran 

menerima respons status RFP Request sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7). 

(9) Tata cara pemrosesan RFP Request oleh Peserta penerima 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran IX. 

(10) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8) dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis.  
(11) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat          

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 74 

(1) Berdasarkan RFP Request yang diterima dari Peserta 
penerima pembayaran, Peserta pembayar wajib: 
a. memproses RFP Request yang diterima dengan 

melakukan validasi RFP Request; dan 
b. meneruskan informasi permintaan bayar kepada 

nasabah pembayar sesuai dengan RFP Request. 
(2) Berdasarkan RFP Request yang diproses oleh Peserta 

pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Peserta pembayar harus mengirimkan respons status RFP 

Request kepada BI-FAST Hub. 
(3) Tata cara pemrosesan RFP Request sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
 
 

 



37 

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Bagian Keempat 

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana 
 

Pasal 75 

(1) Peserta pembayar wajib memproses perintah transfer dana 
berdasarkan persetujuan RFP Request yang diterima dari 

nasabah pembayar. 
(2) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Peserta pembayar membuat CTR sesuai dengan RFP 
Request;  

b. Peserta pembayar menyampaikan CTR sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a kepada nasabah pembayar 
untuk mendapatkan persetujuan; 

c. Peserta pembayar mengirimkan CTR yang telah 
disetujui oleh nasabah pembayar ke BI-FAST Hub; 

d. pengiriman CTR sebagaimana dimaksud dalam    
huruf c dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector 
atau BI-FAST API; dan  

e. pembuatan CTR hanya dapat dilakukan selama RFP 
Request masih berlaku. 

(3) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, diatur dengan ketentuan: 
a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana 
dari nasabah pembayar; 

b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup; 
c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan 
d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
(4) Peserta pembayar dapat mengirimkan CTR pada hari 

kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari 

nasabah pembayar diterima oleh Peserta pembayar 
mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta 

pembayar tidak mempunyai cukup waktu untuk 
meneruskan perintah transfer dana. 

(5) Kode transaksi untuk CTR dalam Layanan RFP dan tata 

cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah 
pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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(8) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) per hari kalender. 

(9) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa 
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar 
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 
hari kalender. 

 
Pasal 76 

(1) Pendebitan rekening nasabah pembayar harus dilakukan 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR. 
(2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pembayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal 
dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau 
kelalaian Peserta pembayar, Peserta pembayar harus 

membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 
nasabah pembayar yang besarnya didasarkan pada jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah 

pembayar, ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points. 
(3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari 
kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah 

pembayar sampai dengan tanggal Peserta pembayar 
mengirimkan CTR. 
 

Pasal 77 
Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima pembayaran,      
BI-FAST Hub melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal 

yang ditransaksikan pada: 
a. RSD apabila Peserta pembayar merupakan PL; dan 

b. Sub-RSD apabila Peserta pembayar merupakan PTL. 
 

Pasal 78 

(1) Peserta penerima pembayaran wajib memproses CTR yang 
diterima dengan melakukan validasi CTR.  

(2) Peserta penerima pembayaran harus mengirimkan hasil 
validasi CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Peserta pembayar melalui BI-FAST Hub. 

(3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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Pasal 79 
(1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah 

transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi 
secara individual. 

(2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan: 
a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip first in first 

out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 
b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD; 
c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 

dana di RSD dalam hal Peserta pembayar merupakan 
PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal 

Peserta pembayar merupakan PTL; dan 
d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima pembayaran. 

(3) BI-FAST Hub mengirimkan status Setelmen Dana kepada 
Peserta pembayar dan Peserta penerima pembayaran. 

(4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. Peserta pembayar wajib menyampaikan status 

transaksi kepada nasabah pembayar; 
b. Peserta penerima pembayaran wajib meneruskan 

dana secara seketika kepada nasabah penerima 
pembayaran; dan 

c. Peserta penerima pembayaran wajib menyampaikan 

informasi pengkreditan rekening kepada nasabah 
penerima pembayaran. 

(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 80 

(1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen 
Dana. 

(2) Peserta penerima pembayaran dapat meneruskan dana 
kepada nasabah penerima pembayaran pada hari kalender 

berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana 
diterima oleh Peserta penerima pembayaran mendekati 
pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima 

pembayaran tidak mempunyai cukup waktu untuk 
meneruskan dana. 
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(3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima 
pembayaran tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) 

dan ayat (2) karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta 
penerima pembayaran, Peserta penerima pembayaran 
harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

kepada nasabah penerima pembayaran yang besarnya 
didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

pada rekening nasabah penerima pembayaran, ditambah 
dengan 200 (dua ratus) basis points.  

(4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari 
kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan 

tanggal Peserta penerima pembayaran melakukan 
pengkreditan rekening nasabah penerima pembayaran. 
 

BAB XIII 
OPERASIONAL LAYANAN BULK CREDIT TRANSFER 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 81  

(1) Layanan BCT memproses pemindahan dana yang:  

a. berasal dari 1 (satu) nasabah Peserta pengirim ke 
beberapa nasabah Peserta penerima (one to many); 

atau 
b. berasal dari beberapa nasabah Peserta pengirim ke    

1 (satu) nasabah Peserta penerima (many to one). 

(2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan BCT dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 

a. pemrosesan perintah validasi informasi nasabah 
penerima; dan 

b. pemrosesan CTR. 

(3) Pemrosesan transaksi melalui Layanan BCT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual 

sebagaimana pemrosesan perintah transfer dana pada 
Layanan ICT. 

(4) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka 

waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.  

(6) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
seluruh Peserta melalui surat. 
 

Bagian Kedua 
Proses Validasi Informasi Nasabah Penerima 

 
Pasal 82 

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dapat 
diproses berdasarkan: 

a. nomor rekening melalui AER; dan 
b. Proxy Address melalui PER. 
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Paragraf 1 
Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 

 
Pasal 83 

(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi 

nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor 
rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 82 huruf a yang diterima dari nasabah pengirim. 
(2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan: 
a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk 

AER ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai 
dengan perintah validasi nasabah penerima;  

b. bulk AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

diubah menjadi AER pada BI-FAST Connector atau   
BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST Hub; dan 

c. pembuatan bulk AER sebagaimana dimaksud dalam    
huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 

informasi perintah validasi nasabah penerima yang 
paling sedikit memuat: 
1. nama Peserta penerima; dan 

2. nomor rekening nasabah penerima. 
(3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah 

validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dalam waktu yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

ayat (4) dan ayat (5). 
(4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan 

perintah validasi nasabah penerima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada nasabah pengirim 
segera setelah Peserta pengirim menerima hasil 

pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah penerima 

oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada         

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 
(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 84 
(1) Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari 

Peserta pengirim melalui BI-FAST Hub dengan melakukan 

validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang 
ditatausahakan. 

(2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi AER 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta 
pengirim melalui BI-FAST Hub. 

(3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta penerima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran IX. 
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(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Paragraf 2 

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address 
 

Pasal 85 
(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi 

nasabah penerima yang diproses berdasarkan Proxy 
Address melalui PER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
82 huruf b yang diterima dari nasabah pengirim. 

(2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk 
PER ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai 

dengan perintah validasi nasabah penerima;  
b. bulk PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

diubah menjadi PER pada BI-FAST Connector atau   
BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST Hub; dan 

c. pembuatan bulk PER sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan 
informasi perintah validasi nasabah penerima berupa 

Proxy Address. 
(3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah 

validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dalam waktu yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

ayat (4) dan ayat (5). 
(4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan 

perintah validasi nasabah penerima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada nasabah pengirim 
segera setelah Peserta Pengirim menerima hasil 

pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Tata cara proses validasi nasabah penerima berbasis Proxy 

Address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis.  

(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana 

 
Pasal 86 

Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 

paling sedikit memuat informasi: 
a. identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat nama 

dan nomor rekening; 
b. identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat nama 

dan nomor rekening; 

c. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 
Peserta penerima; 

d. jumlah dana yang ditransfer;  

e. tanggal perintah transfer dana;  
f. tujuan transfer dana; dan 

g. informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah 
transfer dana. 

 
Pasal 87 

(1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang diterima dari 
nasabah pengirim. 

(2) Untuk memastikan kelengkapan informasi perintah 
transfer dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan 
kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer 

dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 secara 
lengkap dan benar. 

(3) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk 

CTR ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai 
dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan 

b. bulk CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
diubah menjadi CTR pada BI-FAST Connector atau   

BI-FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST Hub. 
(4) Penyelenggara menetapkan jumlah CTR dalam 1 (satu) 

bulk CTR.  

(5) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jumlah 
CTR dalam 1 (satu) bulk CTR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4).   
(6) Penyesuaian jumlah CTR dalam 1 (satu) bulk CTR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
seluruh Peserta melalui surat. 

(7) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, diatur dengan ketentuan: 
a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana 
dari nasabah pengirim; 

b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup; 

c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan 
d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
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(8) Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari 
kalender berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari 

nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim 
mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta 
pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk 

meneruskan perintah transfer dana. 
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 

dan ayat (8) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan 
antara nasabah pengirim dan Peserta pengirim. 

(10) Kode transaksi pada CTR dalam Layanan BCT dan tata 

cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah 
pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. 

(11) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(12) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lambat         
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

(13) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf b dikenai sanksi administratif berupa 
kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) per hari kalender. 
(14) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar 

paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 
hari kalender. 
 

Pasal 88 
(1) Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman CTR. 

(2) Dalam hal pendebitan rekening nasabah pengirim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih awal 

dari tanggal pengiriman CTR karena kesalahan dan/atau 
kelalaian Peserta pengirim, Peserta pengirim harus 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 

nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah 

pengirim, ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points. 
(3) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim 

mengirimkan CTR. 
(4) Dalam hal terdapat perjanjian antara nasabah pengirim 

dengan Peserta pengirim, Peserta pengirim dikecualikan 

dari keharusan untuk membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi kepada nasabah pengirim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
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Pasal 89 
Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 

melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang 
ditransaksikan pada: 
a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan 

b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL. 
 

Pasal 90 
(1) Peserta penerima wajib memproses CTR yang diterima 

dengan melakukan validasi CTR.  

(2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi CTR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta 

pengirim melalui BI-FAST Hub. 
(3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat              

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 91 

(1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah 
transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi 
secara individual. 

(2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 

a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip first in first 
out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD; 

c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 
dana di RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan 

PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal 
Peserta pengirim merupakan PTL; dan 

d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima. 
(3) BI-FAST Hub mengirimkan status Setelmen Dana kepada 

Peserta pengirim dan Peserta penerima per transaksi 
secara individual. 

(4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. Peserta pengirim wajib menyampaikan status 

transaksi kepada nasabah pengirim; 
b. Peserta penerima wajib meneruskan dana secara 

seketika kepada nasabah penerima; dan 

c. Peserta penerima wajib menyampaikan informasi 
pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 

(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  
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(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 92 

(1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 
ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen 

Dana. 
(2) Peserta penerima dapat meneruskan dana kepada 

nasabah penerima pada hari kalender berikutnya dalam 

hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta 
penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga 

Peserta penerima tidak mempunyai cukup waktu untuk 
meneruskan dana. 

(3) Dalam hal penerusan dana kepada nasabah penerima 

tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) 
karena kesalahan dan/atau kelalaian Peserta penerima, 
Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, imbalan, 

atau kompensasi kepada nasabah penerima yang besarnya 
didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

pada rekening nasabah penerima, ditambah dengan        
200 (dua ratus) basis points. 

(4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari 
kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan 

tanggal Peserta penerima melakukan pengkreditan 
rekening nasabah penerima. 
 

BAB XIV 
OPERASIONAL LAYANAN DIRECT DEBIT TRANSFER 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 93 

(1) Layanan DDT memproses perintah penagihan dana yang 
berasal dari Biller kepada nasabah Peserta tertagih 
berdasarkan Standing Instruction yang telah terdaftar 

dalam database BI-FAST. 
(2) Penagihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Biller yang telah terdaftar dalam database 
BI-FAST. 

(3) Layanan DDT memiliki 3 (tiga) tahapan, yaitu: 
a. pemrosesan pendaftaran Biller oleh Peserta penagih;  

b. pemrosesan pembuatan Standing Instruction yang 
dapat diinisiasi oleh Biller atau nasabah Peserta 
tertagih; dan 

c. pemrosesan transaksi Layanan DDT. 
(4) Pemrosesan transaksi Layanan DDT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap, yaitu: 
a. pemrosesan perintah penagihan dana; dan 

b. pemrosesan pembayaran penagihan dana. 
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(5) Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan 
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka 
waktu pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berdasarkan pertimbangan tertentu.  

(7) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada 

seluruh Peserta melalui surat. 
 

Pasal 94 

(1) Dalam melaksanakan perintah penagihan dana melalui 
Layanan DDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(1), Peserta penagih bertanggung jawab: 

a. terkait pengelolaan Biller: 
1. melakukan proses know your customer terhadap 

calon Biller; 
2. memproses perintah pendaftaran, perubahan, 

atau penghapusan nasabah sebagai Biller; 
3. memastikan kelengkapan informasi data Biller 

yang akan didaftarkan atau diubah di BI-FAST;  
4. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, 

perubahan, atau penghapusan Biller kepada 

Biller; dan 
5. melakukan penatausahaan data Biller;  

b. terkait pengelolaan Standing Instruction: 
1. memproses pendaftaran, perubahan, atau 

penghapusan Standing Instruction; 
2. memastikan kelengkapan informasi data 

Standing Instruction yang akan didaftarkan atau 
diubah di BI-FAST; 

3. dalam hal pendaftaran atau perubahan Standing 
Instruction diinisiasi oleh nasabah tertagih: 
a) meneruskan permintaan pendaftaran atau 

perubahan Standing Instruction kepada 
Biller; dan  

b) meneruskan respons pendaftaran atau 
perubahan Standing Instruction dari Biller 
ke BI-FAST Hub; 

4. meneruskan permintaan pendaftaran atau 
perubahan Standing Instruction dari Biller ke     

BI-FAST Hub, jika pendaftaran atau perubahan 
Standing Instruction diinisiasi oleh Biller; 

5. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, 
perubahan, atau penghapusan Standing 
Instruction kepada Biller; dan 

6. melakukan penatausahaan Standing Instruction;  

dan 
c. terkait pemrosesan perintah penagihan dana: 

1. memastikan kesesuaian data antara DDR 

dengan Standing Instruction; 
2. mengirimkan DDR kepada Peserta tertagih 

melalui BI-FAST Hub; 
3. meneruskan dana hasil penagihan dana kepada 

Biller; dan 
4. mengirimkan pemberitahuan status penagihan 

dana kepada Biller. 
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(2) Dalam melaksanakan Layanan DDT, Peserta tertagih 
bertanggung jawab: 

a. terkait pengelolaan Standing Instruction: 
1. memproses pendaftaran, perubahan, atau 

penghapusan Standing Instruction; 

2. memastikan kelengkapan informasi data 
Standing Instruction yang akan didaftarkan atau 

diubah di BI-FAST; 
3. dalam hal pendaftaran atau perubahan Standing 

Instruction diinisiasi oleh Biller: 
a) meneruskan permintaan pendaftaran atau 

perubahan Standing Instruction kepada 
nasabah tertagih; dan  

b) meneruskan respons pendaftaran atau 

perubahan Standing Instruction dari 
nasabah tertagih ke BI-FAST Hub; 

4. meneruskan permintaan pendaftaran atau 
perubahan Standing Instruction dari nasabah 

tertagih ke BI-FAST Hub, jika pendaftaran atau 
perubahan Standing Instruction diinisiasi oleh 

nasabah tertagih; 
5. menyampaikan hasil pemrosesan pendaftaran, 

perubahan, atau penghapusan Standing 
Instruction kepada nasabah tertagih; dan 

6. melakukan penatausahaan Standing Instruction; 

dan 
b. terkait pemrosesan perintah penagihan dana: 

1. memproses DDR yang diterima dari Peserta 
penagih melalui BI-FAST Hub; 

2. memastikan kesesuaian data antara DDR 

dengan Standing Instruction; 
3. mengirimkan respons DDR kepada Peserta 

penagih melalui BI-FAST Hub; 
4. melakukan pendebitan dana pada rekening 

nasabah tertagih; dan 
5. mengirimkan pemberitahuan status penagihan 

dana kepada nasabah tertagih.  

 
Bagian Kedua 

Pengelolaan Biller 
 

Pasal 95 

(1) Pendaftaran Biller di BI-FAST dilakukan berdasarkan 
inisiasi Biller melalui Peserta. 

(2) Biller yang didaftarkan hanya dapat berupa: 
a. badan usaha berbentuk badan hukum; dan  

b. pihak lain yang disetujui oleh Penyelenggara. 
(3) Peserta wajib meneruskan perintah pendaftaran Biller 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari 

Biller. 
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(4) Pendaftaran Biller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pendaftaran Biller dapat dilakukan melalui 
mekanisme pendaftaran secara individu maupun 

secara bulk; dan 
b. pendaftaran Biller dapat dilakukan oleh lebih dari       

1 (satu) Peserta untuk 1 (satu) Biller. 
(5) Tata cara pendaftaran Biller sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX. 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 96 

(1) Peserta wajib memastikan kebenaran data Biller yang 
terdaftar di BI-FAST. 

(2) Peserta wajib melakukan perubahan data Biller 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat 
perubahan data Biller. 

(3) Perubahan data Biller oleh Peserta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Peserta 

atau permintaan dari Biller. 
(4) Perubahan data Biller sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) hanya dapat dilakukan dalam hal Biller berstatus aktif. 
(5) Tata cara perubahan data Biller di BI-FAST sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX. 
(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis.  
(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Pasal 97 
(1) Biller yang telah didaftarkan di BI-FAST dapat dihapus 

oleh Peserta berdasarkan permintaan dari Biller. 
(2) Penghapusan Biller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh Peserta dalam hal Biller berstatus 

aktif dan tidak terdapat Standing Instruction aktif. 
(3) Tata cara penghapusan Biller di BI-FAST sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX. 
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Bagian Ketiga 
Pengelolaan Standing Instruction 

 
Pasal 98 

(1) Peserta wajib meneruskan perintah pendaftaran Standing 
Instruction yang diterima dari nasabah. 

(2) Pendaftaran Standing Instruction sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
a. Biller melalui Peserta penagih; atau 

b. nasabah tertagih melalui Peserta tertagih. 
(3) Pendaftaran Standing Instruction sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. identitas Biller, paling sedikit memuat Biller ID, nama 

Biller, dan nomor rekening; 

b. identitas Peserta penagih, paling sedikit memuat 
nama Peserta penagih;  

c. identitas nasabah tertagih, paling sedikit memuat 
nama dan nomor rekening nasabah tertagih; 

d. identitas Peserta tertagih, paling sedikit memuat 
nama Peserta tertagih; 

e. informasi penagihan dana, yang mencakup nominal 

penagihan dana, periode tagihan, dan jangka waktu 
Standing Instruction; dan 

f. informasi lain yang diperlukan. 
(4) Pendaftaran Standing Instruction sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal Peserta 

penagih dan Peserta tertagih menyediakan Layanan DDT 
bagi nasabah. 

(5) Peserta penagih atau Peserta tertagih memberikan 
persetujuan atau penolakan pendaftaran Standing 
Instruction sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 

lama 14 (empat belas) hari kalender setelah Standing 
Instruction dikirimkan. 

(6) Dalam hal persetujuan atau penolakan pendaftaran 
Standing Instruction tidak diberikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka permintaan 
pendaftaran Standing Instruction sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3)  menjadi tidak berlaku dan berstatus expired. 
(7) Tata cara pemrosesan perintah pendaftaran Standing 

Instruction oleh Peserta penagih atau Peserta tertagih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IX. 

(8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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Pasal 99 
(1) Standing Instruction yang telah didaftarkan di database 

Standing Instruction BI-FAST dapat diubah atau dihapus 
berdasarkan permintaan: 

a. Biller melalui Peserta penagih; atau  
b. nasabah tertagih melalui Peserta tertagih. 

(2) Peserta wajib memproses permintaan perubahan atau 

penghapusan Standing Instruction sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang diterima dari nasabah Peserta. 

(3) Tata cara perubahan atau penghapusan Standing 
Instruction sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IX. 
(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis. 
(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat           
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Perintah Penagihan Dana 
 

Pasal 100 
(1) Peserta penagih wajib memproses perintah penagihan 

dana berdasarkan Standing Instruction yang terdaftar dan 

berstatus aktif. 
(2) Pemrosesan perintah penagihan dana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Peserta penagih membuat DDR pada aplikasi BI-FAST 

sesuai dengan Standing Instruction, berdasarkan 

kesepakatan dengan Biller; 
b. Peserta penagih mengirimkan DDR ke BI-FAST Hub; 

dan 
c. pengiriman DDR sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector atau   
BI-FAST API. 

(3) Pengiriman DDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, diatur dengan ketentuan: 
a. pengiriman DDR dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal penagihan pada Standing Instruction 
sesuai dengan jam operasional yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara; 

b. DDR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan 
c. DDR wajib menggunakan kode transaksi sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
(4) Kode transaksi pada DDR dalam Layanan DDT dan tata 

cara pemrosesan perintah penagihan dana dari Biller 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. 

(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  
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(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat             

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

(7) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) per DDR, dengan jumlah kewajiban membayar 
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 

hari kalender. 
 

Pasal 101 

(1) Peserta tertagih wajib memproses DDR yang diterima dari 
BI-FAST Hub dengan melakukan validasi DDR.  

(2) Peserta tertagih wajib menyediakan dana yang cukup 
untuk memproses DDR sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1). 

(3) Tata cara pemrosesan DDR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX. 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

(6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa 
kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) per hari kalender. 
 

Pasal 102 
(1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah 

penagihan dana pada BI-FAST secara seketika per 

transaksi secara individual. 
(2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip first in first 
out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD; 
c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 

dana di RSD dalam hal Peserta tertagih merupakan 
PL atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal 
Peserta tertagih merupakan PTL; dan 

d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 
akseptasi DDR dari Peserta tertagih. 

(3) BI-FAST Hub mengirimkan status Setelmen Dana kepada 
Peserta penagih dan Peserta tertagih. 

(4) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. Peserta penagih wajib menyampaikan status 

transaksi kepada Biller; 
b. Peserta penagih wajib meneruskan dana secara 

seketika kepada Biller; dan 
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c. Peserta tertagih wajib menyampaikan informasi 
pendebitan rekening kepada nasabah tertagih. 

(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 103 

(1) Penerusan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

ayat (4) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen 

Dana. 
(2) Peserta penagih dapat meneruskan dana kepada Biller 

pada hari kalender berikutnya dalam hal informasi status 

Setelmen Dana diterima oleh Peserta penagih mendekati 
pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penagih tidak 

mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana. 
(3) Dalam hal penerusan dana kepada Biller tidak dilakukan 

sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) karena kesalahan 

dan/atau kelalaian Peserta penagih, Peserta penagih 
harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

kepada Biller yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, 
imbalan, atau kompensasi pada rekening Biller, ditambah 

dengan 200 (dua ratus) basis points.  
(4) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai dengan 
tanggal Peserta penagih melakukan pengkreditan rekening 

Biller. 
 

BAB XV 

PERMASALAHAN TRANSAKSI                                         
DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 104 

(1) Permasalahan transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST 

mencakup seluruh transaksi pada layanan BI-FAST yang 
telah dilakukan Setelmen Dana oleh Penyelenggara. 

(2) Ruang lingkup permasalahan transaksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh 

kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan 
mengirimkan CTR; 

b. Permasalahan transaksi yang disebabkan oleh 
kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan 
mengirimkan DDR; dan  
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c. Permasalahan transaksi yang disebabkan adanya 
permasalahan pada rekening nasabah penerima, 

rekening nasabah penerima pembayaran, atau 
rekening Biller. 

 

Pasal 105 
(1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang disebabkan 

oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan 
mengirimkan CTR sebagaimana dimaksud dalam            
Pasal 104 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Peserta pengirim membuat dan mengirimkan CTR 

baru sesuai dengan perintah transfer dana nasabah 
pengirim segera pada tanggal yang sama dengan 
tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta 

pengirim atau pada hari kalender berikutnya dalam 
hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian 
tanggal valuta; 

b. dalam hal pembuatan dan pengiriman CTR baru tidak 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

perintah transfer dana, Peserta pengirim harus 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 
kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan 

pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada 
rekening nasabah pengirim, ditambah dengan          

200 (dua ratus) basis points;  
c. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim 

mengirimkan CTR baru; 
d. pembuatan dan pengiriman CTR baru sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a mengacu pada mekanisme 

pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan 
ICT dan Layanan BCT; dan 

e. Peserta penerima memproses CTR baru yang 

dikirimkan oleh Peserta pengirim sebagaimana dalam 
huruf a dengan mengacu pada mekanisme 

pemrosesan perintah transfer dana dalam Layanan 
ICT dan Layanan BCT. 

(2) Pembuatan dan pengiriman CTR baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa 
menunggu penyelesaian atas permasalahan transaksi 
yang disebabkan oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam 

membuat dan mengirimkan CTR. 
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Pasal 106 
Dalam hal terdapat permasalahan transaksi yang disebabkan 

oleh kekeliruan Peserta pengirim dalam membuat dan 
mengirimkan CTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) huruf a yang mengakibatkan duplikasi pendebitan 

rekening nasabah pengirim oleh Peserta pengirim, penyelesaian 
permasalahan transaksi diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. Peserta pengirim mengirimkan dana kembali kepada 

nasabah pengirim sesuai dengan kebijakan internal 

Peserta pengirim; 
b. pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diketahuinya kekeliruan oleh Peserta pengirim atau pada 
hari kalender berikutnya dalam hal kekeliruan diketahui 

mendekati pergantian tanggal valuta; 
c. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan pada 

tanggal yang sama dengan tanggal pendebitan rekening, 

Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya 
didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

pada rekening nasabah pengirim, ditambah dengan          
200 (dua ratus) basis points; dan 

d. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c dihitung berdasarkan hari 

kalender, sejak tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim sampai dengan tanggal Peserta pengirim 
melakukan pengiriman dana kembali. 

 
Pasal 107 

(1) Peserta pengirim dapat mengajukan permintaan 

pengiriman dana kembali karena permasalahan transaksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a 

dengan ketentuan: 
a. permintaan pengiriman dana kembali kepada Peserta 

penerima diajukan melalui administrative message 
atau sarana komunikasi lainnya; dan 

b. permintaan pengiriman dana kembali dapat disertai 

penyerahan surat pernyataan pembebasan tanggung 
jawab (indemnity) kepada Peserta penerima. 

(2) Peserta penerima harus memproses permintaan 

pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan mekanisme: 

a. Peserta penerima membantu pemrosesan permintaan 
pengiriman dana kembali yang diajukan oleh Peserta 
pengirim; dan  

b. dalam hal terdapat pengiriman dana kembali dalam 
penyelesaian permasalahan transaksi, berlaku 

ketentuan: 
1. pengiriman dana kembali mengacu pada 

kebijakan internal Peserta dan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai infrastruktur sistem 
pembayaran; dan 

 

 



56 

2. Peserta penerima menginformasikan pengiriman 
dana kembali kepada Peserta pengirim melalui 

sarana komunikasi administrative message atau 
sarana komunikasi lainnya.  

(3) Dalam hal terdapat biaya yang timbul akibat adanya 

mekanisme pengiriman dana kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b maka biaya ditanggung 

oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada         
ayat (1). 
 

Pasal 108 
(1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang disebabkan 

oleh kekeliruan Peserta penagih dalam membuat dan 
mengirimkan DDR sebagaimana dimaksud dalam         
Pasal 104 ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan: 

a. Peserta penagih membuat dan mengirimkan DDR 
baru sesuai dengan Standing Instruction dan/atau 

informasi yang diperoleh dari Biller segera pada 
tanggal yang sama diketahuinya kekeliruan oleh 
Peserta penagih sesuai dengan jam operasional yang 

ditetapkan oleh Penyelenggara; 
b. pembuatan dan pengiriman DDR baru sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dilakukan mengacu pada 
mekanisme pemrosesan perintah penagihan dana 
dalam Layanan DDT; dan 

c. Peserta tertagih memproses DDR baru yang 
dikirimkan oleh Peserta penagih sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dengan mengacu pada 

mekanisme pemrosesan perintah penagihan dana 
dalam Layanan DDT. 

(2) Peserta penagih dapat menginformasikan terkait 
kekeliruan pembuatan dan/atau pengiriman DDR oleh 
Peserta penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 

ayat (2) huruf b kepada Biller sesuai dengan kebijakan 
internal Peserta penagih. 

(3) Pembuatan dan pengiriman DDR baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa 
menunggu penyelesaian atas kekeliruan pembuatan 

dan/atau pengiriman DDR oleh Peserta penagih. 
 

Pasal 109 
(1) Peserta penagih harus mengirimkan dana kembali kepada 

Peserta tertagih untuk penyelesaian permasalahan 

transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) 
huruf b dengan ketentuan: 
a. pengiriman dana kembali  dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan internal Peserta penagih dan 
ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur 

sistem pembayaran; 
b. pengiriman dana kembali  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal diketahuinya kekeliruan oleh Peserta 
penagih atau pada hari kalender berikutnya dalam 

hal kekeliruan diketahui mendekati pergantian 
tanggal valuta; 
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c. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan 
pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya 

dana hasil penagihan, Peserta penagih harus 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 
kepada nasabah tertagih melalui Peserta tertagih 

yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi pada rekening nasabah tertagih, 

ditambah dengan 200 (dua ratus) basis points;  
d. dalam hal jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 

pada rekening nasabah tertagih tidak diketahui oleh 

Peserta penagih maka dapat menggunakan jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di 

Peserta penagih, ditambah dengan 200 (dua ratus) 
basis points; dan 

e. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c dan huruf d dihitung 
berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pendebitan 

rekening nasabah tertagih sampai dengan tanggal 
Peserta penagih melakukan pengiriman dana 
kembali. 

(2) Peserta penagih menginfomasikan pengiriman dana 
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
kepada Peserta tertagih melalui sarana komunikasi 

administrative message atau sarana komunikasi lainnya. 
(3) Biaya pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a ditanggung oleh Peserta penagih. 
(4) Peserta tertagih memproses pengiriman dana kembali yang 

dikirimkan oleh Peserta penagih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia mengenai infrastruktur sistem pembayaran. 

 
Pasal 110 

(1) Penyelesaian permasalahan transaksi yang diakibatkan 

oleh permasalahan pada rekening nasabah penerima, 
rekening nasabah penerima pembayaran, atau rekening 

Biller sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) 
huruf c, diatur dengan ketentuan: 
a. Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, 

atau Peserta penagih melakukan pengiriman dana 
kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, 

atau Peserta tertagih segera pada tanggal yang sama 
dengan tanggal Setelmen Dana atau pada hari 
kalender berikutnya dalam hal Setelmen Dana 

dilakukan mendekati pergantian tanggal valuta; 
b. pengiriman dana kembali sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dilakukan dengan menggunakan 

perintah transfer dana baru yang dibuat oleh Peserta 
penerima, Peserta penerima pembayaran, atau 

Peserta penagih; 
c. pelaksanaan pengiriman dana kembali sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b mengacu pada ketentuan 

Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem 
pembayaran;  
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d. dalam hal pengiriman dana kembali tidak dilakukan 
pada tanggal Setelmen Dana, Peserta penerima, 

Peserta penerima pembayaran, atau Peserta penagih 
harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi kepada nasabah pengirim, nasabah 

pembayar, atau nasabah tertagih melalui Peserta 
pengirim, Peserta pembayar, atau Peserta tertagih 

yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim, 
nasabah pembayar, atau nasabah tertagih, ditambah 

dengan 200 (dua ratus) basis points;  
e. jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d dihitung berdasarkan hari 
kalender, sejak tanggal Setelmen Dana sampai 
dengan tanggal pengiriman dana kembali.  

f. dalam hal jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 
pada rekening nasabah pengirim, nasabah pembayar, 
atau nasabah tertagih tidak diketahui oleh Peserta 

penerima, Peserta penerima pembayaran, atau 
Peserta penagih maka dapat menggunakan jasa, 

bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di 
Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, 
atau Peserta penagih, ditambah dengan 200 (dua 

ratus) basis points; dan 
g. ketentuan keharusan pembayaran tambahan           

200 (dua ratus) basis points sebagaimana dimaksud 
dalam huruf d tidak berlaku apabila Peserta 
penerima, Peserta penerima pembayaran, atau 

Peserta penagih menunda pengiriman dana kembali 
berdasarkan: 

1. permintaan pihak yang berwenang; atau 
2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau 
Peserta penagih menginformasikan pengiriman dana 

kembali kepada Peserta pengirim, Peserta pembayar, atau 
Peserta tertagih melalui sarana komunikasi administrative 
message atau sarana komunikasi lainnya. 

 
Bagian Kedua 

Dispute Resolution Platform 
 

Pasal 111 

(1) Dalam hal terjadi permasalahan transaksi melalui layanan 
BI-FAST, Peserta dapat melaporkannya melalui dispute 
resolution platform. 

(2) Laporan permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak termasuk permasalahan transaksi pada 
layanan BI-FAST yang diakibatkan oleh kesalahan 
nasabah Peserta. 

(3) Penyelenggara menetapkan batas waktu akses dispute 
resolution platform. 
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(4) Tata cara pelaporan permasalahan transaksi layanan      
BI-FAST melalui dispute resolution platform sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan penetapan batas waktu akses 
dispute resolution platform sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX. 
 

BAB XVI 

PROACTIVE RISK MANAGER 
 

Pasal 112 

(1) BI-FAST dilengkapi dengan fitur proactive risk manager 
untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan 

memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan. 
(2) Pengelolaan fitur proactive risk manager sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara. 
(3) Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada 

Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam hal terdapat 

indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau 
transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur 
proactive risk manager. 

(4) Peserta melakukan tindak lanjut atas informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

kebijakan serta prosedur tertulis Peserta. 
 

BAB XVII 

PENYEDIAAN INFORMASI  
DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 

 
Pasal 113 

(1) Penyelenggara menyediakan data dalam penyelenggaraan 

BI-FAST yang dapat diakses oleh setiap Peserta. 
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. data individual transaksi yang diproses dalam 

penyelenggaraan BI-FAST; 
b. data hasil perhitungan layanan BI-FAST secara 

agregat; 
c. informasi RSD, untuk PL; dan 
d. informasi Sub-RSD, untuk PTL. 

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b merupakan data hasil proses penyelenggaraan   

BI-FAST selama 90 (sembilan puluh) hari kalender 
terakhir. 

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh 

oleh Peserta melalui BI-FAST Portal atau BI-FAST API. 
(5) Penyelenggara dapat menyesuaikan masa ketersediaan 

data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(6) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian masa 

ketersediaan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan 
pertimbangan tertentu.  

(7) Penyesuaian masa ketersediaan data hasil proses 
penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui 
surat. 
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BAB XVIII 
BATAS NOMINAL 

 
Pasal 114 

(1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal nilai nominal 

transaksi yang diproses melalui BI-FAST. 
(2) Penetapan batas maksimal nilai nominal transaksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

(3) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas batas 

maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
 

Pasal 115 
(1) Peserta harus mengumumkan batas maksimal nilai 

nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST kepada 
nasabah.  

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan melalui media yang mudah diketahui dan 
diakses oleh nasabah. 
 

BAB XIX 
BIAYA TRANSAKSI 

 
Pasal 116 

(1) Penyelenggara menetapkan biaya transaksi kepada 

Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST. 
(2) Penetapan biaya transaksi kepada Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan 
Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

pajak pertambahan nilai. 
(4) Penyelenggara mengenakan biaya transaksi dan pajak 

pertambahan nilai kepada Peserta.  

(5) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas biaya 
transaksi kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
(6) Tata cara pengenaan biaya transaksi dan pajak 

pertambahan nilai kepada Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur ini. 
 

Pasal 117 

(1) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu 
terkait biaya dalam penyelenggaraan BI-FAST. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

pajak pertambahan nilai. 
 

Pasal 118 
(1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang 

dapat dikenakan Peserta kepada nasabah. 

(2) Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan 
Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan 
Gubernur Bank Indonesia. 
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(3) Peserta harus mengumumkan: 
a. biaya penggunaan BI-FAST yang ditetapkan 

Penyelenggara kepada Peserta; dan 
b. biaya transaksi melalui BI-FAST yang ditetapkan dan 

dikenakan oleh Peserta kepada nasabah, 

melalui media yang mudah diketahui dan diakses oleh 
nasabah. 

(4) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi atas batas 
maksimal biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada 
nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 119 

Dalam hal terdapat CTR dan/atau DDR menggunakan kode 

transaksi yang tidak benar maka CTR dan/atau DDR tersebut 
tetap dikenakan biaya transaksi sesuai dengan kode transaksi 

yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
 

BAB XX 

PENANGANAN OPERASIONAL BI-FAST DALAM KEADAAN 
TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT  

 

Bagian Kesatu 
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di 

Penyelenggara 
 

Pasal 120 

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara 
yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST 

atau mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat 
diselenggarakan, berlaku prosedur penanganan Keadaan 
Tidak Normal.  

(2) Dalam hal Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan BI-FAST tidak dapat 
beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan 

oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan 
dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan 

menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta.  
(3) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 

 
Pasal 121 

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang 

memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST atau 
mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat 
diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang 

ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan 
kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat 

dan memberitahukannya kepada Peserta. 
(2) Tata cara penanganan Keadaan Darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI. 
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Bagian Kedua 
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta 

 
Pasal 122 

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau 

Keadaan Darurat di Peserta yang berpotensi dan/atau 
telah menyebabkan terganggunya kelancaran 

penyelenggaraan BI-FAST, Peserta harus memberitahukan 
keadaan tersebut kepada Penyelenggara.  

(2) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau 

Keadaan Darurat di Peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI. 

 

Pasal 123 
Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 

Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan 
dan prosedur yang diperlukan untuk menangani Keadaan 
Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta. 

 
Bagian Ketiga 

Fasilitas Kontingensi 

 
Pasal 124 

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 
Darurat di Peserta, PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor 
dapat menggunakan Fasilitas Kontingensi di lokasi 

Penyelenggara. 
(2) Fasilitas Kontingensi dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk 

sebagai Bank Sponsor selama jam operasional kantor 
Penyelenggara. 

(3) Penyelenggara dapat menetapkan batas waktu maksimal 

dan/atau urutan penggunaan Fasilitas Kontingensi, dalam 
hal jumlah pengajuan permohonan penggunaan Fasilitas 
Kontingensi melebihi kapasitas yang tersedia. 

(4) PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor membebaskan 
Penyelenggara dari segala kerugian yang timbul dan/atau 

yang akan timbul yang dialami PL yang ditunjuk sebagai 
Bank Sponsor sehubungan dengan penggunaan Fasilitas 
Kontingensi. 

 
Pasal 125 

(1) PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor yang 
menggunakan Fasilitas Kontingensi harus mengajukan 
permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi secara 

tertulis kepada Penyelenggara yang dapat didahului 
dengan sarana elektronik atau sarana lain yang ditetapkan 
oleh Penyelenggara. 

(2) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 
penolakan penggunaan Fasilitas Kontingensi kepada PL 

yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor melalui 
administrative message atau sarana lainnya. 

(3) Tata cara penggunaan Fasilitas Kontingensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI. 
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Bagian Keempat 
Penghentian Kegiatan Operasional BI-FAST di Peserta 

 
Pasal 126 

(1) Peserta dapat melakukan penghentian kegiatan 

operasional BI-FAST dalam hal terdapat Keadaan Tidak 
Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta. 

(2) Penghentian kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap seluruh 
kegiatan operasional BI-FAST atau sebagian kegiatan 

operasional BI-FAST. 
(3) Penghentian sebagian kegiatan operasional BI-FAST 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

pada: 
a. jenis layanan tertentu; 

b. proses transaksi; dan/atau 
c. layanan kepada Peserta tertentu. 

(4) Dalam hal Peserta melakukan penghentian kegiatan 

operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta 
harus memberitahukan keadaan tersebut kepada 
Penyelenggara.  

(5) Tata cara penghentian kegiatan operasional BI-FAST di 
Peserta tercantum dalam Lampiran XI.  

 
BAB XXI 

PELAPORAN 

 
Bagian Kesatu 

Jenis Laporan 
 

Pasal 127 

(1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau 
laporan insidental kepada Penyelenggara. 

(2) Laporan berkala dan/atau laporan insidental sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 
kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain 

yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 
(3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
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Bagian Kedua 
Laporan Berkala dan Laporan Insidental 

 
Paragraf 1 

Laporan Berkala 

 
Pasal 128 

(1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) berupa 
laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada 

Penyelenggara paling lambat tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya. 

(2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan hasil 

penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari Sabtu, 
Minggu, atau hari libur, batas waktu penyampaian laporan 

hasil penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari kerja 
berikutnya. 

(3) Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan 

berkala sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Peserta tetap wajib menyampaikan laporan 
berkala paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas 

waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan 
Penyelenggara. 

(4) Dalam hal Peserta menyampaikan laporan melampaui 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta 
dianggap tidak menyampaikan laporan kepada 

Penyelenggara. 
(5) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa 
kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas 

waktu penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban 
membayar paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah). 

(6) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif 

berupa teguran tertulis.  
(7) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat            

30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
 

Paragraf 2 

Laporan Insidental 
 

Pasal 129 

(1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
127 ayat (1) terdiri atas:  

a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara; 
dan/atau  

b. laporan insidental atas inisiatif Peserta. 
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(2) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara 
disampaikan sesuai dengan batas waktu yang 
ditetapkan Penyelenggara; atau 

b. laporan insidental atas inisiatif Peserta disampaikan 
kepada Penyelenggara sesegera mungkin paling 

lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terjadinya 
insiden. 

 

BAB XXII 
PEMANTAUAN KEPATUHAN 

 

Pasal 130 
(1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan Peserta 

terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.  
(2) Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:  

a. tata kelola;  
b. operasional;  
c. infrastruktur;  

d. rencana keberlangsungan bisnis (business continuity 
plan); dan 

e. pelindungan konsumen. 
(3) Pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dan/atau 
langsung. 
 

Bagian Kesatu 
Pemantauan Tidak Langsung 

 
Pasal 131 

(1) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan melalui 
penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:  
a. laporan berkala dan/atau laporan insidental yang 

disampaikan oleh Peserta; dan  
b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh 

Penyelenggara.  
(2) Peserta wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dalam hal diminta oleh Penyelenggara.  
(3) Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat 

melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada 
Peserta atas laporan berkala dan/atau laporan insidental, 

informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis.  

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 

Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 
penurunan status kepesertaan. 
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Bagian Kedua 
Pemantauan Langsung 

 
Pasal 132 

(1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan 
langsung.  

(2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.  

(3) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas 
nama Penyelenggara melakukan pemeriksaan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Petugas yang melakukan pemeriksaan langsung 
dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara. 

 
Pasal 133 

(1) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 132 ayat (1), Peserta wajib memberikan:  
a. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan 

sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; 

dan/atau  
b. akses untuk melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap infrastruktur BI-FAST Peserta dan aplikasi 
pendukung yang terkait operasional BI-FAST di 
Peserta. 

(2) Pada akhir pemeriksaan langsung, dilakukan exit meeting 
untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok hasil 

pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu 
ditindaklanjuti oleh Peserta.  

(3) Hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu 

ditindaklanjuti oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara secara tertulis 

kepada Peserta.  
(4) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung 

dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 
(5) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis.  
(6) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat            
30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, 
Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa 

penurunan status kepesertaan. 
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BAB XXIII 
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  

 
Pasal 134 

(1) Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada 

Peserta berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, 
dan/atau penurunan status kepesertaan. 

(2) Penyelenggara dapat tidak mengenakan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 

Darurat. 
 

Pasal 135 

Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar 
dilakukan oleh Penyelenggara dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Penyelenggara mendebit rekening setelmen dana Peserta di 
Sistem BI-RTGS: 
1. untuk PL, dibebankan ke rekening setelmen dana PL 

yang bersangkutan di Sistem BI-RTGS; dan  
2. untuk dan atas nama PTL, dibebankan melalui 

rekening setelmen dana PL yang ditunjuk sebagai 

Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS;  
b. pendebitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah 
pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta; dan 

c. Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada Peserta yang dikenai sanksi setelah 
pelaksanaan pembebanan sanksi. 

 
BAB XXIV 

KORESPONDENSI 

 
Pasal 136 

(1) Korespondensi terkait kepesertaan BI-FAST ditujukan 

kepada: 
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, 

Perizinan, dan Operasional Tresuri  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id. 

(2) Korespondensi terkait operasional penyelenggaraan          
BI-FAST termasuk konsultasi awal ditujukan kepada: 

Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem 
Pembayaran c.q. Divisi Operasional Sistem Pembayaran 
Ritel 

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. 
(3) Korespondensi terkait pemantauan kepatuhan ditujukan 

kepada: 

Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem 
Pembayaran c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, 

Pengelolaan Data Informasi, dan Manajemen Intern 
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. 

(4) Layanan help desk dapat diperoleh melalui: 

Telepon   : 021-29818888 
Faksimile   : 021-2311902 

Surat elektronik  : HelpdeskSPBI@bi.go.id. 

mailto:cs_perizinan@bi.go.id
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(5) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta 

perubahan nomor telepon, nomor faksimile, dan/atau 
surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (4), Penyelenggara memberitahukan perubahan 

tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik lain. 
 

BAB XXV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 137 
Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam 
penyelenggaraan BI-FAST bagi pihak tertentu. 

 
BAB XXVI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 138 

Pihak yang sedang dalam proses tahapan permohonan 
kepesertaan BI-FAST pada saat Peraturan Anggota Dewan 
Gubernur ini mulai berlaku, harus memenuhi seluruh 

persyaratan kepesertaan BI-FAST yang diatur dalam Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur ini. 

 
BAB XXVII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 139  

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai 
berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 
23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia -

Fast Payment, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 140 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 November 2023     

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

 
 
 

FILIANINGSIH HENDARTA 
 



 

 

PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT 

 

I. UMUM 
Sebagai wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 

(BSPI) 2025, BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan 
integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara end-to-end yang 

bersifat national driven, serta untuk mendukung tercapainya sistem 
pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Implementasi 
BI-FAST juga selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik 

di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran, untuk 
mendukung terciptanya ekosistem ekonomi keuangan digital yang 

integrated, interoperable, dan interconnected. 
Penyelenggaraan BI-FAST dikembangkan untuk menciptakan 

infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam 

mengakomodasi transfer dana secara real-time dan tersedia selama 24 (dua 
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu (24/7). BI-FAST 

mampu memfasilitasi transaksi pembayaran kapan pun (anytime) secara 
seketika (real-time). 

Sebagai upaya mendukung perkembangan ekosistem keuangan   
digital dan inovasi yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran di 
Indonesia, dilakukan penambahan 3 (tiga) layanan baru BI-FAST dari yang 

sebelumnya hanya memberikan Layanan ICT.  Tiga layanan baru BI-FAST 
tersebut adalah  Layanan RFP, Layanan BCT, dan Layanan DDT. Selain itu, 

untuk mengakomodasi kebutuhan Peserta dalam penggunaan BI-FAST, 
diperlukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan BI-FAST antara lain 
meliputi penyediaan infrastruktur alternatif dan peningkatan aspek 

pelindungan konsumen. 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem 

pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara 
infrastruktur sistem pembayaran serta untuk mengakomodasi 
penambahan layanan baru BI-FAST dan berbagai aspek lainnya, Bank 

Indonesia perlu menerbitkan kembali Peraturan Anggota Dewan Gubernur 
mengenai penyelenggaraan BI-FAST. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 

 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan 
merupakan pengecualian dari prinsip zero hour rules. Oleh karena 

itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin 
usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi maka transaksi yang 
sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan 

usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak 
menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan. 

  
Pasal 3 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
 Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas.  
Huruf b 

 Cukup jelas.  
Huruf c 

Peserta berupa lembaga selain bank merupakan penyedia 

jasa pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara” adalah badan hukum yang mendukung 

penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga, dan 
pasar keuangan, serta mendukung efektivitas kebijakan Bank 
Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Huruf a 

 Cukup jelas.  
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Huruf b 
Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara lihat 

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.  
Huruf c 

    Lembaga selain bank lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c. 

  
Pasal 9 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 10 

 Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “nasabah Bank Indonesia” adalah 

nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai layanan 

kebanksentralan. 
Huruf b 
 Cukup jelas.  

Huruf c 
 Cukup jelas.  
Huruf d 

 Cukup jelas.  
Huruf e 

 Cukup jelas.  
Huruf f 
 Cukup jelas.  

Huruf g 
 Cukup jelas.  

Huruf h 
 Cukup jelas.  
Huruf i 

Memiliki sistem informasi yang andal antara lain berupa 
penyediaan backup dan standard security yang memadai 

yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit sistem 
informasi dan pengujian keamanan. 
 Pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan dapat dilakukan oleh: 
a. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat 

pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian 
keamanan dilakukan secara independen; dan/atau 

b. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
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Pasal 11 
 Huruf a 

  Cukup jelas. 
 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pembayaran 

sistemik” adalah penyedia jasa pembayaran yang memiliki 
dampak sistemik terhadap sistem pembayaran dan/atau sistem 

keuangan dalam hal penyedia jasa pembayaran mengalami 
gangguan atau kegagalan. 
Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pembayaran 

kritikal” adalah penyedia jasa pembayaran yang memiliki dampak 
kritikal terhadap sistem pembayaran dan/atau sistem keuangan 
dalam hal penyedia jasa pembayaran mengalami gangguan atau 

kegagalan. 
 Huruf c 

  Cukup jelas. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 12 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “risiko konsentrasi sebagai Bank 

Sponsor” adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya 
pengelolaan likuiditas dari beberapa PTL kepada 1 (satu) PL yang 

bertindak sebagai Bank Sponsor. 
 
Pasal 13 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 14 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 15 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Huruf a 

   Persetujuan prinsip paling sedikit memuat: 
1. nama dan kode Peserta; 
2. jenis kepesertaan; dan 

3. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta dalam 
rangka persiapan operasional BI-FAST. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
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Pasal 16 
 Cukup jelas. 

Pasal 17 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

   Cukup jelas. 
  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perintah transaksi” mencakup 
perintah transaksi yang diproses dengan mekanisme 
perpindahan dana melalui transfer kredit dan transfer debit. 

  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 

   Cukup jelas. 
  Huruf e 

   Cukup jelas. 
  Huruf f 
   Cukup jelas. 

  Huruf g 
   Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 18 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

   Cukup jelas. 
  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” 

adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal 
Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST 

di Peserta. 
Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis termasuk 

prosedur pengamanan penggunaan BI-FAST di lingkungan 
internal Peserta. 

  Huruf c 

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian 
intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin 

keamanan dan kelancaran operasional BI-FAST. Ruang 
lingkup pemeriksaan internal mencakup paling kurang: 
1. materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh 

Penyelenggara; dan 
2. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang 

disusun oleh Peserta. 

  Huruf d 
   Cukup jelas. 

  Huruf e 
   Cukup jelas. 
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  Huruf f 
Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (business 
continuity plan) memuat: 
1. prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi 

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, 
untuk memastikan bahwa operasional BI-FAST di 
Peserta tetap dapat dilakukan; dan/atau 

2. upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem 
cadangan tidak dapat digunakan. 

  Huruf g 

Pedoman operasional BI-FAST berupa buku atau bentuk 
lainnya disampaikan Penyelenggara melalui surat dan/atau 

sarana lain.  
  Huruf h 
   Cukup jelas. 

  Huruf i 
   Cukup jelas. 

  Huruf j 
   Cukup jelas. 
  Huruf k 

   Cukup jelas. 
  Huruf l 
   Cukup jelas. 

  Huruf m 
   Cukup jelas. 

  Huruf n 
   Cukup jelas. 
  Huruf o 

   Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 20 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 24 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “memastikan pegawai yang menangani 
BI-FAST memahami sistem” antara lain memiliki sertifikasi 

kualifikasi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang 
rupiah atau telah mengikuti pelatihan BI-FAST. 
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 Huruf b 
  Cukup jelas. 

 Huruf c 
  Cukup jelas. 
 Huruf d 

  Cukup jelas. 
 Huruf e 

  Cukup jelas. 
 Huruf f 
  Cukup jelas. 

 Huruf g 
  Cukup jelas. 
 Huruf h 

  Cukup jelas. 
 Huruf i 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
 
Pasal 27 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 

Perubahan data kepesertaan berupa Bank Sponsor termasuk 
juga perubahan perjanjian dengan Bank Sponsor. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Huruf a 

Perubahan data kepesertaan berdasarkan kebijakan Bank 
Indonesia antara lain jenis kepesertaan BI-FAST. 
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Huruf b 
Perubahan data kepesertaan berdasarkan perubahan data 

nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 
kebanksentralan meliputi antara lain perubahan: 

1. nama Peserta; 
2. kegiatan usaha; 

3. data pimpinan; dan/atau 
4. alamat kantor. 

Huruf c 

Perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari 
Peserta meliputi perubahan: 
1. kode Peserta; 

2. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 
3. penggunaan perangkat teknologi informasi; 

4. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan 
jaringan komunikasi data; 

5. kuasa; 

6. jenis kepesertaan; dan/atau 
7. Bank sponsor. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 28 
 Huruf a 

Peserta dengan status aktif dapat mengikuti seluruh kegiatan 
dalam layanan BI-FAST. 

 Huruf b 

Peserta dengan status ditangguhkan dibatasi kegiatannya dalam 
layanan BI-FAST, yaitu hanya dapat menerima dana masuk dan  

tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait BI-FAST. 
 Huruf c 

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat menerima dan 

mengirim dana pada layanan BI-FAST, namun tetap memiliki hak 
akses terhadap informasi terkait BI-FAST. 

 Huruf d 
Peserta dengan status ditutup, diberhentikan seluruh 
kegiatannya dalam BI-FAST dan kepesertaannya dalam BI-FAST 

ditutup serta tidak dapat diaktifkan kembali. 
 
Pasal 29 

 Ayat (1) 
Nasabah Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1)      

huruf a.  
 Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 30 
 Ayat (1) 

Huruf a 
 Cukup jelas. 
Huruf b 

 Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang berwenang” 
antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas 
makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran serta 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas 
mikroprudensial. 

  Huruf d 

 Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada Lembaga 
Penjamin Simpanan” antara lain dalam upaya penanganan 
permasalahan solvabilitas. 

 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain pengalihan aset 
dan kewajiban yang terjadi berdasarkan persetujuan dari lembaga 

yang berwenang. 
 Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 31 
 Ayat (1) 

  Huruf a 
 Yang dimaksud dengan “kewajiban dalam kepesertaan        
BI-FAST” antara lain: 

1. penyelesaian seluruh transaksi melalui BI-FAST yang 
telah diakseptasi oleh Peserta; 

2. penyelesaian Proxy Address yang berstatus 
ditangguhkan; dan 

3. penyelesaian kewajiban kepada Penyelenggara, antara 

lain biaya transaksi BI-FAST. 
  Huruf b 

   Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 32 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pengalihan aset dan kewajiban yang 

bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan” 
adalah pengalihan aset dan kewajiban yang dilakukan 

berdasarkan persetujuan dari lembaga pengawas yang 
berwenang. 
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Pasal 33 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 34 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 36 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain adanya 
pemeliharaan sistem Peserta. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Huruf a 

   Cukup jelas. 
  Huruf b 

Spesifikasi BI-FAST API sesuai dengan standar keamanan 

yang ditetapkan oleh Penyelenggara antara lain 
menggunakan OAuth 2.0 sebagai otorisasi. 

  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 

   Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “BI-FAST API transactional” adalah 
model koneksi alternatif yang menghubungkan infrastruktur 

BI-FAST di Peserta dengan BI-FAST Hub untuk memproses 
transaksi BI-FAST. 

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “BI-FAST API informational” adalah 
model koneksi alternatif yang menghubungkan infrastruktur 

BI-FAST di Peserta dengan BI-FAST Portal untuk 
memperoleh data aktivitas Peserta di BI-FAST. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
 Cukup jelas. 
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Pasal 39 
 Ayat (1) 

  Huruf a 
Penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta 
dilakukan dengan model: 

1. one participant one connector, dimana BI-FAST 
Connector disediakan secara mandiri oleh Peserta; 

dan/atau 
2. BI-FAST API disediakan secara mandiri oleh Peserta. 

  Huruf b 

Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain 
dilakukan dengan model: 

1. one participant one connector, dimana BI-FAST 
Connector disediakan melalui sharing infrastruktur 

fisik;  
2. multiparticipant one connector (multitenancy), dimana   

BI-FAST Connector disediakan melalui aplikasi 

aggregator gateway; dan/atau 
3. BI-FAST API yang dikelola oleh pihak lain untuk 

kepentingan Peserta. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 40 

Ayat (1) 
  Huruf a 
   Cukup jelas. 

  Huruf b 
   Cukup jelas. 

  Huruf c 
Sertifikasi yang relevan antara lain information technology 
infrastructure library certification, certified information 
security manager, certified information system security 
professionals, six sigma certified, network engineer certified 

(Cisco CNNA dll), dan/atau database certified. 
  Huruf d 

   Cukup jelas. 
  Huruf e 

   Cukup jelas. 
  Huruf f 
   Cukup jelas. 

  Huruf g 
   Cukup jelas. 
  Huruf h 

Penyediaan solusi managed service antara lain dapat 
dipenuhi dengan adanya SDM yang kompeten dalam 

memberikan solusi managed service. 
  Huruf i 

   Cukup jelas. 
  Huruf j 
   Cukup jelas. 

  Huruf k 
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai 

penyedia jasa pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia 
mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. 
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 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
 Ayat (1) 

Soft token digunakan sebagai salah satu sarana pengamanan 

dalam operasional penyelenggaraan BI-FAST. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 43 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 44 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penyediaan likuiditas” adalah 
kegiatan top up atau penambahan dana RSD dan/atau     
Sub-RSD oleh Peserta. 

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pemindahan likuiditas” adalah 

kegiatan pemindahan dana RSD dan/atau Sub-RSD oleh 
Peserta. 

 
Pasal 45 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “upper limit” adalah batas atas saldo 
RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta. 

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “reference balance” adalah batas 

optimal saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh 
Peserta. 

  Huruf c 
Yang dimaksud dengan “amber level” adalah batas saldo RSD 
dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta pada saat 

saldo RSD dan/atau Sub-RSD mendekati red level. 
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  Huruf d 
Yang dimaksud dengan “red level” adalah batas bawah saldo 
RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 46 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 47 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

Contoh: 
Proxy Address berupa nomor telepon genggam (mobile phone 
number) nasabah A hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor 
rekening nasabah A di bank ABC. 
Nasabah A dapat mendaftarkan Proxy Address lainnya berupa 

alamat surat elektronik (email address) untuk 1 (satu) nomor 
rekening nasabah A lainnya di bank ABC atau 1 (satu) nomor 
rekening nasabah A di bank XYZ. 

 
Pasal 49 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 50 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 51 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 52 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 53 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta 
lain” adalah Proxy Address nasabah yang terdaftar di Peserta 
dapat dialihkan ke Peserta lain tempat nasabah memiliki 

rekening. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
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Pasal 54 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “melalui Peserta” adalah Peserta 
tempat nasabah mendaftarkan Proxy Address. 

  Huruf b 
Penghapusan Proxy Address atas inisiatif Peserta antara lain 

karena rekening nasabah telah ditutup. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 55 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 56 

Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima dilakukan 
untuk memastikan kesesuaian data antara informasi nasabah 

penerima yang diinput oleh nasabah pengirim dengan data nasabah 
penerima yang ditatausahakan oleh Peserta penerima. 

 

Pasal 57 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 58 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “validasi AER sesuai dengan data 
nasabah penerima yang ditatausahakan” adalah pemrosesan AER 
dilakukan melalui validasi antara data nomor rekening yang 

tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima yang 
ditatausahakan oleh Peserta penerima. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

  
Pasal 59 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 60 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 61 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
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 Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 

00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara. 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (7) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (8) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (9) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (10) 

Cukup jelas. 
 Ayat (11) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 62 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, 
imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 
pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 63 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 64 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 65 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang 
berhasil diproses BI-FAST Hub. 

 Ayat (4) 
  Huruf a 

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pengirim 
dilakukan berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang 
diterima oleh Peserta pengirim. 

  Huruf b 
   Cukup jelas.  
  Huruf c 

Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada 
nasabah penerima dilakukan berdasarkan status penerusan 

dana ke rekening nasabah penerima. 
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 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 66 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 

Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan dengan 
segera setelah pergantian tanggal valuta. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 

penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 
 
Pasal 67 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “persetujuan” sekurang-kurangnya 
memuat mengenai kesediaan nasabah Peserta untuk 
mengikuti Layanan RFP.  

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pembatasan permintaan bayar” 

antara lain jumlah RFP Request yang dapat dikirimkan oleh 
nasabah penerima pembayaran dan jumlah nominal pada 
RFP Request.  

  Huruf c 
   Cukup jelas.  

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 68 
Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah pembayar dilakukan 
untuk memastikan kesesuaian data antara informasi nasabah 
pembayar yang diinput oleh nasabah penerima pembayaran dengan 
data nasabah pembayar yang ditatausahakan oleh Peserta pembayar. 

 
Pasal 69 
 Cukup jelas. 
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Pasal 70 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “validasi AER sesuai dengan data 
nasabah pembayar yang ditatausahakan” adalah pemrosesan 
AER dilakukan melalui validasi antara data nomor rekening yang 

tercantum dalam AER dengan data nasabah pembayar yang 
ditatausahakan oleh Peserta penerima. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 71 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 72 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 73 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 
 Ayat (7) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (8) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (9) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (10) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (11) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 74 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 75 
 Cukup jelas. 
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Pasal 76 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 

jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah 
pembayar dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, 
imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 

pembayar + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 
  
Pasal 77 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 78 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 79 
 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang 
berhasil diproses BI-FAST Hub. 

 Ayat (4) 
  Huruf a 

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pembayar 
dilakukan berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang 
diterima oleh Peserta pembayar. 

  Huruf b 
Cukup jelas. 

  Huruf c 
Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada 
nasabah penerima pembayaran dilakukan berdasarkan 

status penerusan dana ke rekening nasabah penerima 
pembayaran. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 80 

 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 
Penerusan dana kepada nasabah penerima pembayaran 

dilakukan dengan segera setelah pergantian tanggal valuta. 
 Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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 Ayat (4) 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 
penerima pembayaran + 2)% x (1/365) x nominal dana yang 

ditransfer. 
 

Pasal 81 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 82 
 Pemrosesan perintah validasi informasi nasabah penerima lihat 

penjelasan Pasal 56.  

 
Pasal 83 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (2) 

Huruf a 
Dalam membuat bulk AER, Peserta pengirim mencantumkan 

bulk identifier untuk mengidentifikasi AER yang berasal dari 
Layanan BCT.  

Huruf b 
Bulk identifier tetap tercantum dalam AER pada saat 
dikirimkan ke BI-FAST Hub oleh BI-FAST Connector atau     
BI-FAST API. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 84 

 Ayat (1) 
Validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang 
ditatausahakan lihat penjelasan Pasal 58 ayat (1). 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 85 

 Cukup jelas. 
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Pasal 86 
 Cukup jelas. 

  
Pasal 87 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (2) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (3) 

Dalam membuat bulk CTR, Peserta pengirim mencantumkan bulk 

identifier untuk mengidentifikasi CTR yang berasal dari Layanan 
BCT. Selanjutnya bulk identifier tetap tercantum dalam CTR pada 

saat dikirimkan ke BI-FAST Hub oleh BI-FAST Connector atau     
BI-FAST API. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (5) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (6) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (7) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (8) 
  Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5).  
 Ayat (9) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (10) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (11) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (12) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (13) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (14) 

  Cukup jelas.  
 
Pasal 88 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (2) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (3) 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari antara tanggal pendebitan rekening nasabah 
pengirim dengan tanggal pengiriman CTR x (tingkat jasa, bunga, 

imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 
pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer.  

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 

Pasal 89 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 90 
 Cukup jelas. 
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Pasal 91 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (2) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (3) 
Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk CTR yang 

berhasil diproses BI-FAST Hub. 
 Ayat (4) 
  Huruf a 

Penyampaian status transaksi kepada nasabah pengirim 
lihat penjelasan Pasal 65 ayat (4) huruf a.  

  Huruf b 
   Cukup jelas. 
  Huruf c 

Penyampaian informasi pengkreditan rekening kepada 
nasabah penerima lihat penjelasan Pasal 65 ayat (4) huruf c. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (6) 

  Cukup jelas.  
 
Pasal 92 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (2) 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 
Penerusan dana kepada nasabah penerima dilakukan dengan 

segera setelah pergantian tanggal valuta. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (4) 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah 
penerima + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 

 
Pasal 93 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 94 

 Cukup jelas.  
 
Pasal 95 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (2) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (3) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (4) 
  Huruf a 

Pendaftaran Biller secara bulk dilakukan oleh Peserta melalui 
bulk file upload dengan melakukan upload dokumen yang 

berisi informasi mengenai Biller yang akan didaftarkan. 
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  Huruf b 
Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (6) 

  Cukup jelas.  
 Ayat (7) 

  Cukup jelas.  
 
Pasal 96 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 97 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 98 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 99 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 100 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kesepakatan dengan Biller” antara 
lain mekanisme pembuatan DDR yang diinisiasi oleh: 

1. Biller  dengan menyampaikan perintah penagihan dana 
pada setiap periode penagihan; atau  

2. Peserta penagih sebagai layanan tambahan pada Biller 
(tanpa perlu ada perintah penagihan dana dari Biller 
pada setiap periode penagihan). 

  Huruf b 
   Cukup jelas. 

  Huruf c 
Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 101 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 102 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
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 Ayat (3) 
Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk DDR yang 
berhasil diproses BI-FAST Hub. 

 Ayat (4) 
  Huruf a 

Penyampaian status transaksi kepada Biller dilakukan 
berdasarkan informasi status Setelmen Dana yang diterima 

oleh Peserta penagih. 
  Huruf b 
   Cukup jelas. 

  Huruf c 
Penyampaian informasi pendebitan rekening kepada 

nasabah tertagih dilakukan berdasarkan status pendebitan 
dana pada rekening nasabah tertagih. 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 103 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas.  
 Ayat (2) 

Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 
Penerusan dana kepada Biller dilakukan dengan segera setelah 
pergantian tanggal valuta. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas.  

 Ayat (4) 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 

jumlah hari keterlambatan penerusan dana x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening Biller         
+ 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 

 
Pasal 104 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Huruf a 
   Cukup jelas. 

  Huruf b 
   Cukup jelas. 
  Huruf c 

Permasalahan pada rekening nasabah penerima, rekening 
nasabah penerima pembayaran, atau rekening Biller antara 

lain berupa rekening nasabah penerima, rekening nasabah 
penerima pembayaran, atau rekening Biller telah ditutup, 
diblokir atas perintah pihak yang berwenang, dan sebab 

lainnya yang mengakibatkan Peserta penerima, Peserta 
penerima pembayaran, atau Peserta penagih tidak dapat 

meneruskan dana kepada nasabah penerima, nasabah 
penerima pembayaran, atau Biller. 
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Pasal 105 
 Ayat (1) 

  Huruf a 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 

  Huruf b 

Cukup jelas. 
  Huruf c 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening 

nasabah pengirim + 2)% x (1/365) x nominal dana yang 
ditransfer. 
 

 Contoh: 
Pada tanggal 1 September 2023 Bank A (Peserta pengirim) 

menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan 
membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y. Dana telah 

didebitkan dari rekening nasabah X. 
Pada tanggal 4 September 2023 Bank A mengetahui 
kekeliruan atas pengiriman CTR tersebut, yaitu perintah 

transfer dana dari nasabah X seharusnya dikirimkan kepada 
nasabah Z.  

Atas dasar kekeliruan tersebut, Bank A mengirimkan CTR 
baru kepada nasabah Z. 
Selanjutnya, Bank A membayar jasa, bunga, imbalan, atau 

kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 basis 
point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender kepada nasabah X. 

Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 
nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat 

persen). Oleh karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A 
yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 basis point 
(2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 

kompensasi: 3 x (4+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00                
= Rp4.931,51 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu 
rupiah dan lima puluh satu sen). 

  Huruf d 
Cukup jelas. 

  Huruf e 

Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 106 

 Huruf a 
  Cukup jelas. 

 Huruf b 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 
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 Huruf d 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: 
jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim + 2)%                
x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 

 
Contoh: 

Pada tanggal 1 September 2023 Bank A (Peserta pengirim) 
menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan 
membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

yang dikirimkan kepada nasabah Y. Dana telah didebitkan dari 
rekening nasabah X, namun terjadi duplikasi pendebitan 
rekening nasabah X oleh Bank A sehingga rekening nasabah X 

terdebit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
Pada tanggal 4 September 2023, Bank A mengetahui kekeliruan 

atas duplikasi pendebitan rekening tersebut.  
Atas dasar kekeliruan tersebut, Bank A membayar jasa, bunga, 
imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 

basis point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender kepada nasabah X. 
Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah 

yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen). Oleh 
karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat 

persen) ditambah 200 basis point (2%) untuk 3 (tiga) hari 
kalender. 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi:    
3 x (4+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00 = Rp4.931,51 (empat ribu 
sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan lima puluh satu sen). 

 
Pasal 107 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi lainnya” antara 
lain surat elektronik, surat, dan faksimile. 

  Huruf b 
   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “membantu penyelesaian 
permintaan pengiriman dana kembali” antara lain berupa 
memberikan informasi terkait dengan pengkreditan rekening 

nasabah dan menghubungi nasabah penerima untuk 
meneruskan permintaan retur dari Peserta pengirim. 

  Huruf b 

Angka 1 
 Yang dimaksud “ketentuan Bank Indonesia mengenai 

infrastruktur sistem pembayaran” antara lain: 
1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan BI-FAST, dalam hal pengembalian 

dana dilakukan melalui BI-FAST;  
2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal 
oleh Bank Indonesia, dalam hal pengembalian dana 
dilakukan melalui Sistem Kliring Nasional Bank 

Indonesia; dan 
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3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan sistem BI-RTGS, dalam hal 

pengembalian dana dilakukan melalui BI-RTGS.  
   Angka 2 

Sarana komunikasi lainnya lihat penjelasan ayat (1) 

huruf a.  
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 108 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 109 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem 
pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 
1.   

  Huruf b 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 

  Huruf c 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: jumlah hari keterlambatan pengiriman dana 
kembali x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 
untuk jenis rekening di Peserta tertagih + 2)% x (1/365)            
x nominal dana yang ditransfer. 

  
Contoh: 

Pada tanggal 1 September 2023, Peserta penagih melakukan 
penagihan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
Rupiah) kepada nasabah X yang merupakan nasabah Bank 

A dan dana telah dikreditkan ke rekening Biller di Peserta 
penagih. 

Pada tanggal 4 September 2023, Peserta penagih mengetahui 
kekeliruan atas pengiriman DDR kepada nasabah Bank A.  
Atas dasar kekeliruan tersebut, Peserta penagih 

mengirimkan dana kembali kepada nasabah Bank A dengan 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang 
berlaku di Bank A ditambah 200 basis point (2%) untuk            

3 (tiga) hari kalender. 
Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 

nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat 
persen). Oleh karena itu, Peserta penagih menggunakan 
tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku 

di Bank A yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 
basis point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: 3 x (4+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00                

= Rp4.931,51 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu 
rupiah dan lima puluh satu sen). 
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  Huruf d 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: jumlah hari keterlambatan pengiriman dana 
kembali x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi 
untuk jenis rekening di Peserta penagih + 2)% x (1/365)            

x nominal dana yang ditransfer. 
  

Contoh: 
Pada tanggal 1 September 2023, Peserta penagih melakukan 
penagihan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) kepada nasabah X yang merupakan nasabah Bank A 
dan dana telah dikreditkan ke rekening Biller di Peserta 

penagih. 
Pada tanggal 4 September 2023,Peserta penagih mengetahui 
kekeliruan atas pengiriman DDR kepada nasabah Bank A.  

Atas dasar kekeliruan tersebut, Peserta penagih 
mengirimkan dana kembali kepada nasabah Bank A dengan 
membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang 

berlaku di Bank A ditambah 200 basis point (2%) untuk           
3 (tiga) hari kalender. 

Namun demikian, Peserta penagih tidak mengetahui tingkat 
jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah 
Bank A. Oleh karena itu, Peserta penagih menggunakan 

tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku 
di Peserta penagih yaitu sebesar 1% (satu persen) ditambah 

200 basis point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: 3 x (1+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00                

= Rp2.465,75 (dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah 
dan tujuh puluh lima sen). 

  Huruf e 
Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Sarana komunikasi lainnya lihat penjelasan Pasal 107 ayat (1) 
huruf a.  

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem 
pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 1.   

 

Pasal 110 
 Ayat (1) 

  Huruf a 
Pergantian tanggal valuta lihat penjelasan Pasal 61 ayat (5). 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 
  Huruf c 

 Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur sistem 
pembayaran lihat penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf b 
angka 1. 

  Huruf d 
   Cukup jelas. 
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  Huruf e 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 

kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening 
nasabah pengirim, nasabah pembayar, atau nasabah 

tertagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang ditransfer. 
 

 Contoh: 
Pada tanggal 1 September 2023, Bank A (Peserta pengirim) 
menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan 

membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y yang merupakan 
nasabah Bank B (Peserta Penerima). Dana telah didebitkan 

dari rekening nasabah X dan telah dikreditkan ke Bank B. 
Bank B tidak bisa meneruskan dana kepada nasabah Y 

karena rekening nasabah Y sudah ditutup. Pada tanggal         
4 September 2023, Bank B mengirimkan dana kembali 
kepada nasabah X dengan mengirimkan CTR baru sejumlah 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan 
kepada nasabah X dengan membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 basis 
point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 
Tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada 

nasabah yang berlaku di Bank A yaitu sebesar 4% (empat 
persen). Oleh karena itu, Bank A menggunakan tingkat jasa, 

bunga, imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank A 
yaitu sebesar 4% (empat persen) ditambah 200 basis point 
(2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: 3 x (4+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00                  

= Rp4.931,51 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu 
rupiah dan lima puluh satu sen). 

  Huruf f 

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 
kompensasi: jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, 

bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening di 
Peserta penerima, Peserta penerima pembayaran, atau 
Peserta penagih + 2)% x (1/365) x nominal dana yang 

ditransfer. 
  
Contoh: 

Pada tanggal 1 September 2023, Bank A (Peserta pengirim) 
menjalankan perintah transfer dana dari nasabah X dengan 

membuat CTR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) yang dikirimkan kepada nasabah Y yang merupakan 
nasabah Bank B (Peserta Penerima). Dana telah didebitkan 

dari rekening nasabah X dan telah didebitkan ke Bank B. 
Bank B tidak bisa meneruskan dana kepada nasabah Y 

karena rekening nasabah Y sudah ditutup. Pada tanggal         
4 September 2023, Bank B mengirimkan dana kembali 
kepada nasabah X dengan mengirimkan CTR baru sejumlah 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan 
kepada nasabah X dengan membayar jasa, bunga, imbalan, 
atau kompensasi yang berlaku di Bank A ditambah 200 basis 
point (2%) untuk 3 (tiga) hari kalender. 
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Namun demikian, Bank B tidak mengetahui tingkat jasa, 
bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah Bank A. 

Oleh karena itu, Bank B menggunakan tingkat jasa, bunga, 
imbalan, atau kompensasi yang berlaku di Bank B yaitu 
sebesar 1% (satu persen) ditambah 200 basis point (2%) 

untuk 3 (tiga) hari kalender. 
Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau 

kompensasi: 3 x (1+2)% x (1/365) x Rp10.000.000,00                
= Rp2.465,75 (dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah 
dan tujuh puluh lima sen).  

  Huruf g 
   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 111 
 Ayat (1) 

Dispute resolution platform merupakan platform yang disediakan 

oleh Penyelenggara bagi Peserta untuk saling berkomunikasi 
guna penyelesaian permasalahan transaksi layanan BI-FAST 

yang timbul di antara Peserta. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 

Pasal 112 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan mencurigakan” 
adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan               
undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pendanaan terorisme. 

 Ayat (2)   
Termasuk dalam fitur proactive risk manager antara lain 

parameter indikasi anomali transaksi keuangan dan transaksi 
keuangan mencurigakan yang pengelolaannya dapat dilakukan 
secara near real-time dan/atau real-time.  

 Ayat (3) 
Informasi terkait indikasi adanya anomali transaksi keuangan 

dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur 
proactive risk manager digunakan untuk melengkapi informasi 

bagi Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam rangka memitigasi 
risiko transaksi keuangan mencurigakan pada layanan BI-FAST. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 113 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Huruf a 
   Cukup jelas. 
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  Huruf b 
   Cukup jelas. 

  Huruf c 
 Informasi RSD diberikan dalam bentuk laporan 
terkonsolidasi (consolidated member statement) yang antara 

lain memuat: 
1. saldo RSD; 

2. total transaksi pada Layanan ICT, Layanan RFP, 
Layanan BCT, dan Layanan DDT; dan 

3. saldo Sub-RSD dan total transaksi pada Layanan ICT, 

Layanan RFP, Layanan BCT, dan Layanan DDT yang 
dilakukan oleh PTL, dalam hal PL ditunjuk sebagai Bank 

Sponsor. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (7) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 114 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 115 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “mudah diketahui dan diakses oleh 
nasabah” antara lain dengan menempatkan informasi mengenai 
batas nilai nominal transaksi pada setiap kantor Peserta pada 

tempat yang mudah diketahui dan/atau pada media digital yang 
mudah diakses oleh nasabah. 

 

Pasal 116 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 117 
 Ayat (1) 

Penetapan kebijakan tertentu terkait biaya antara lain: 
a. tidak mengenakan biaya penyelenggaraan BI-FAST apabila 

terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh 
kelalaian Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi 
Peserta; dan 

 
b. mengenakan biaya tertentu untuk transaksi seperti treasury 

single account; 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
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Pasal 118 
 Ayat (1) 

Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta 
kepada nasabah dilakukan dengan mempertimbangkan 
pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam 

sistem pembayaran, penyediaan infrastruktur publik yang efisien 
untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, 

mudah, aman dan andal, serta percepatan ekonomi keuangan 
digital dan tetap menjaga keberlangsungan industri sistem 
pembayaran.  

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

Mudah diketahui dan diakses oleh nasabah lihat Penjelasan   
Pasal 115 ayat (2).  

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 119 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 120 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 121 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 122 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 123 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 124 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 125 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 126 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “jenis layanan tertentu” adalah 

Layanan ICT, Layanan RFP, Layanan BCT, Layanan DDT, 
dan/atau layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “proses transaksi” adalah transaksi 
menerima dan/atau mengirim dana. 

  Huruf c 
Yang dimaksud dengan “layanan kepada Peserta tertentu” 

adalah transaksi yang ditujukan kepada Peserta tertentu. 
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 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 127 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 128 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “laporan hasil penilaian kepatuhan 
(LHPK)” adalah laporan tahunan yang memuat hasil penilaian 
pemeriksaan internal Peserta untuk periode 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember tahun berjalan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 129 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Laporan insidental atas permintaan Penyelenggara antara 
lain berupa laporan gangguan BI-FAST pada Peserta, laporan 
kegiatan operasional BI-FAST oleh Peserta, serta laporan 
hasil validasi atas anomali transaksi keuangan dan transaksi 

keuangan mencurigakan oleh proactive risk manager              
BI-FAST. 

  Huruf b 
Laporan insidental atas inisiatif Peserta antara lain berupa 
laporan adanya fraud transaksi, kerentanan sistem (system 
vulnerability), dan gangguan BI-FAST. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 130 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 131 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 132 
 Cukup jelas. 

   
Pasal 133 
 Ayat (1) 

  Huruf a 
   Cukup jelas. 
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  Huruf b 
Pemeriksaan langsung termasuk terhadap aplikasi 
pendukung dan kegiatan operasional pihak lain yang 
melakukan pengelolaan infrastruktur BI-FAST untuk 
Peserta. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 134 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 135 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 136 

 Ayat (1) 
Korespondensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia mengenai layanan kebanksentralan. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 137 

Penetapan kebijakan tertentu antara lain kebijakan terkait 
kepesertaan dan operasional yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan antara lain kesiapan infrastruktur Peserta 

dan/atau guna mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan 
nasional. 

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” yaitu Bank Indonesia, bank, 
lembaga selain bank, Kementerian Keuangan, dan pihak lain 
berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik tertentu. 

 
Pasal 138 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 139 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 140 

 Cukup jelas. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023   
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
SPESIFIKASI TEKNIS INFRASTRUKTUR BI-FAST 

 

A. MODEL PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR BI-FAST  
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah disahkan dan 

menjadi acuan pengembangan sistem pembayaran khususnya di Bank 
Indonesia sampai dengan tahun 2025. Salah satu inisiatif yang tertuang 
dalam BSPI 2025 tersebut adalah tersedianya sistem pembayaran ritel yang 

dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen 
dan kanal pembayaran secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap 

saat (24/7). 
Sehubungan dengan inisiatif BSPI 2025 tersebut diatas Bank Indonesia 
telah meluncurkan sistem pembayaran ritel baru, yaitu BI-FAST. Dalam 

penyelenggaraan BI-FAST, Bank Indonesia akan menyediakan 3 jenis 
pilihan koneksi yang dapat dipilih oleh Peserta BI-FAST, yaitu: i) Koneksi 
dengan menggunakan model One Participant One Connector (OPOC) (dimana 

Peserta menyediakan infrastruktur secara mandiri yang terhubung secara 
langsung ke sistem BI-FAST); ii) Koneksi dengan menggunakan model 
Multiparticipant One Connector (Multitenancy) (dimana Peserta menyewa 
infrastruktur melalui lembaga aggregator gateway yang terhubung ke 

sistem BI-FAST); dan iii) Koneksi menggunakan Application Interface 
Programming (dimana Peserta terhubung langsung dengan sistem BI-FAST 

melalui Application Interface Programming). Gambaran umum mengenai 
High Level Configuration koneksi BI-FAST antara Penyelenggara dan Peserta 

adalah sebagai berikut: 

E-banking
channel

E-banking
channel

Participant
Connector

Infrastructure

Participant
API

Infrastructure

Browser

Participant
Connector

Infrastructure

Participant
API

Infrastructure

Browser

CI-Hub

APIM

Validation

Protocol
Converter

Authentication

AuthorizationHSM

E-mandate Proxy

Switch

Settlement

CI-Portal

Reporting
Account

Management
Billing

Administration

PRM

AML &
Fraud Detection

 
High Level Configuration Modul BI-FAST 
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Dalam rangka mendukung implementasi BI-FAST, terdapat kebutuhan 
penyediaan infrastruktur teknologi informasi (TI), baik di sisi Penyelenggara 

maupun Peserta. Secara umum, dokumen ini akan menjelaskan kebutuhan 
spesifikasi TI Peserta, baik dari sisi komponen, konfigurasi, dan kapasitas 
yang memiliki spesifikasi minimum yang harus dipenuhi. 

Secara teknis, terdapat 3 (tiga) model penggunaan infrastruktur BI-FAST 
Peserta sebagai berikut: 

1. Model One Participant One Connector (OPOC) 
Model OPOC merupakan penyiapan dan pengelolaan perangkat TI     
BI-FAST di sisi Peserta. Secara besaran, high level scope infrastruktur 

BI-FAST di sisi Peserta terdiri dari (i) komponen perangkat TI di 
Peserta; (ii) Konfigurasi connector Peserta di 2 (dua) site; dan                 

(iii) Kapasitas BI-FAST Connector di Peserta. 

Ilustrasi atas penjelasan high level scope infrastruktur BI-FAST di sisi 

Peserta adalah sebagai berikut: 

 
High Level Scope Infrastruktur BI-FAST di sisi Peserta 

 
2. Model Multiparticipant One Connector (Multitenancy) 

Model multitenancy merupakan penyiapan dan pengelolaan perangkat 
TI BI-FAST di sisi provider multitenancy. Aplikasi multitenancy dapat 

juga disebut dengan aggregator gateway. Secara besaran, high level 
scope infrastruktur BI-FAST di sisi provider multitenancy terdiri dari   

(i) komponen perangkat TI aggregator gateway; (ii) konfigurasi 
infrastruktur aggregator gateway di 2 (dua) site; dan (iii) kapasitas 

infrastruktur aggregator gateway. 

Ilustrasi atas penjelasan high level scope infrastruktur BI-FAST di sisi 

provider multitenancy adalah sebagai berikut: 

 
High Level Scope Infrastruktur BI-FAST di sisi Provider Multitenancy 
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3. Model Application Programming Interface (API) 
Model API merupakan penyiapan dan pengelolaan perangkat TI           

BI-FAST menggunakan mekanisme API agar dapat terhubung ke 
infrastruktur BI-FAST di sisi Penyelenggara. Secara besaran, high level 
scope infrastruktur BI-FAST menggunakan mekanisme API terdiri dari 
(i) komponen perangkat TI API client dan endpoints; (ii) konfigurasi API 

client dan endpoints di 2 (dua) site; dan (iii) kapasitas infrastruktur API 
client dan endpoints. 

Ilustrasi atas penjelasan high level scope infrastruktur BI-FAST di sisi 

Peserta dengan model API adalah sebagai berikut: 

 

High Level Scope Infrastruktur BI-FAST menggunakan API 
 

Dalam hal terdapat kebutuhan khusus terkait dengan spesifikasi TI di 
sisi Peserta, baik dari komponen, konfigurasi, dan kapasitas, maka 
kebutuhan tersebut dapat diajukan kepada Penyelenggara. 

 
B. KEBUTUHAN SPESIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI PESERTA 

1. Model One Participant One Connector (OPOC) 
a. Komponen 

Perangkat TI di Peserta BI-FAST terdiri dari 4 (empat) komponen, 

yaitu (1) connector yang meliputi hardware, software, dan security; 
(2) intersite network; (3) workstation; dan (4) JKD-MS. 

No Infrastruktur Keterangan 

1 Connector 

a. Hardware 1. Peserta mempersiapkan host dapat berupa 

fisik atau virtual; 

2. Peserta mempersiapkan host production 
untuk 2 (dua) site dan non-production untuk 

1 (satu) site; 

3. Spesifikasi Server Production berdasarkan 

kategori Transaction Per Second (TPS) 

Peserta: (i) 50 TPS; (ii) 100 TPS; (iii) 250 TPS; 

dan (iv) 500 TPS. 

b. Software Peserta mempersiapkan operating system dan 
software pendukung lainnya (a.l.: Oracle, Java, 

PERL, dll) 

c. Security Peserta mempersiapkan hardware security 
module production untuk 2 (dua) site dan non-
production untuk 1 (satu) site. 

2 Intersite Network (Connector Site Latency) 

a. Synchronous Latency <= 10ms 
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No Infrastruktur Keterangan 

b. Asynchronous Latency > 10ms 

3 Workstation 

a. Workstation Digunakan untuk mengakses BI-FAST 

Connector dan BI-FAST Portal. 

b. Smartphone Digunakan untuk mengakses aplikasi yang 

mendukung Multi Factor Authentication (MFA). 

4 JKD-MS 

a. DC 1. Penyelenggara akan menyediakan provider 
JKD yang berbeda agar no single point of 
failure. 

2. Kapasitas bandwidth berdasarkan kategori 

TPS Peserta: (i) Tipe-S1 s.d. S4 (10 – 100 

TPS): 2 – 13 Mbps; (ii) Tipe-M (250 TPS): 30 

Mbps; dan (iii) Tipe-L (500TPS): 56Mbps. 

b. DRC 

 
b. Konfigurasi 

Konfigurasi connector di sisi Peserta untuk 2 (dua) site terdapat    
3 (tiga) opsi, yaitu active-active secara synchronous, active-passive 
secara synchronous, dan active-passive secara asynchronous, 
yang memiliki perbedaan kapabilitas dalam memproses transaksi, 

failover, Recovery Time Objective (RTO), dan Recovery Point 
Objective (RPO), serta persyaratan koneksi intersite. 

Gambaran lebih detail mengenai kebutuhan dimaksud adalah 
sebagai berikut: 

Site#1

Connector

JKD MS

Stack#1

DB UPF UPF

Stack#3

DB UPF UPF

HSM

Site#2

Connector

JKD MS

Stack#2

DB UPF UPF

Stack#4

DB UPF UPF

HSM

Bank Indonesia

DC#1

CI-HUB CI-PORTAL PRM

DC#2 - DRC

CI-HUB CI-PORTAL PRM

1

2

1

 
 
Keterangan : 
                 = Active connection dari connector peserta ke CI-Hub di BI 

                 = Passive connection dari connector peserta ke CI-Hub di BI 

            
            

  

            

            

 
 

 
  

Connector sebagai 
Participant Platform 

Intersite link untuk 

Synchronous Replication 

Active-Active Sync 

Active-Passive Sync 

Active-Passive Async 
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Perbandingan Konfigurasi Connector Peserta di 2 Site 

No Item 
Comparison 

A. Active-Active 
(Sync) 

B. Active-Passive 
(sync) 

C. Active-Passive 
(Async) 

1 Transaction 
processing: 
1 and/or      
2 site 

• Transaction can 
be fully in      
Site 1, or 

• Balance 
separately   
Site 1 and   
Site 2 

• Real-time 
Transaction 
only from   
Site 1. 

• No transaction 
to CI-HUB from 
Site 2 (DRC) 

• Real-time 
Transaction 
only from   
Site 1. 

• No transaction 
to CI-Hub from 
Site 2 (DRC) 

2 Failover 
capabilities 

CI-HUB has 
capability to 
manage flow 

transaction if 
one of Stack or 
Sites was failed 
and find another 

connector Stack 
to take over. 

Participant Bank 
Host only 
connect to 

connector stack 
in the same Site 

(Site 1) 

Participant Bank 
Host only 
connect to 

connector 
stacks in the 

same Site     

(Site 1) 

3 RTO and 
RPO Impact 

Zero RTO and 

RPO 

Zero RPO, since 
data are similar in 
Site 1 and Site 2 

RPO depends on 

manual 

synchronization 
data from Site 1 
after failure to 
Site B 

4 Inter-site 
Network Req 

• Network 

latency           

=< 10 ms. 

• B/W = 1 Gbps 

• Network 

latency           

=< 10 ms. 

• B/W = 1 Gbps 

• Network latency 
> 10 ms 

• Participants 
have to 
maintain online 

or offline restore 
data from DC – 
DRC Database 

 
c. Kapasitas BI-FAST Connector  

Kebutuhan kapasitas BI-FAST Connector bagi Peserta ditinjau 

berdasarkan kebutuhan dari infrastruktur BI-FAST dan 
kebutuhan pemrosesan transaksi oleh Peserta. Pilihan atas 

pemrosesan transaksi dimaksud meliputi 50, 100, 250, dan 500 
TPS, sehingga akan memengaruhi kebutuhan spesifikasi TI untuk 
hardware, software, dan security. 

1) Kebutuhan spesifikasi TI untuk connector dari sisi hardware 
mencakup kebutuhan untuk production dan non-production, 

antara lain: 
a) Untuk production, Peserta akan membutuhkan 5 (lima) 

jenis server baik untuk kapasitas 50 TPS, 100 TPS, 250 
TPS, maupun 500 TPS, yakni Internet Communications 
for the Enterprise Cross System (ICE-XS) communication 
server, Universal Payment Framework (UPF)server, real-
time database server, Near Real-Time (NRT) and control 
server DB, dan UI server control center. Jumlah host 
yang dibutuhkan untuk kelima jenis server tersebut 
sama untuk keempat kapasitas transaksi. Hal yang 

berbeda terdapat pada jumlah Central Processing Unit 
(CPU), memory, dan storage, semakin tinggi kapasitas 
transaksi, semakin meningkat pula kapasitas CPU, 

memory, dan storage yang dibutuhkan. Jumlah host 
sudah mencakup Data Center (DC) dan Disaster 
Recovery Center (DRC) secara total, sedangkan 
kapasitas CPU (Core), memory, dan storage adalah 

untuk setiap host. Instalasi server dapat dilakukan di 
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atas fisik atau virtual machine. Spesifikasi minimum 
dapat dipergunakan oleh Peserta dengan volume 

transaksi yang tidak terlalu tinggi, sedangkan Peserta 
dengan volume transaksi yang cukup tinggi dapat 

menggunakan spesifikasi rekomendasi. 

Gambaran kebutuhan spesifikasi TI untuk connector 
dari sisi hardware: 

50 TPS 

Site#1

Connector

JKD MS

Stack#1

DB UPF ICE-XSHSM

1

 

Site#2

Connector

JKD MS

Stack#2

DB UPF ICE-XSHSM

1

2

 

100,  
250, 

500 TPS 

Site#1

Connector

JKD MS

Stack#1

DB UPF ICE-XS

Stack#3

DB UPF ICE-XS

HSM

1

 

Site#2

Connector

JKD MS

Stack#2

DB UPF ICE-XS

Stack#4

DB UPF ICE-XS

HSM

1

 
 

Non Prod 

Site#1

Connector

JKD MS

Stack#1

DB UPF ICE-XSHSM

1
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i. Spesifikasi minimum untuk connector dari sisi 
hardware di production: 

 
Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total) 

• CPU (Core), memory, dan storage adalah untuk setiap Host  

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi pengembang minimal VMware 

ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 

 

ii. Spesifikasi rekomendasi untuk connector dari sisi 
hardware di production: 

 
Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total) 

• CPU (Core), memory, dan storage adalah untuk setiap Host  

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi pengembang minimal VMware 

ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 

 

b) Untuk non-production, Peserta akan membutuhkan         

4 (empat) jenis server baik untuk kapasitas 50 TPS, 100 
TPS, 250 TPS, maupun 500 TPS, yakni ICE-XS 
communication server dan UPF server (communication 
dan framework dijadikan satu), real-time database 
server, NRT and control server DB, dan UI server control 

center. Jumlah dan kapasitas hardware yang 
dibutuhkan untuk keempat jenis server tersebut sama, 

baik untuk host, CPU, memory, maupun storage. 
Jumlah dimaksud adalah untuk 1 (satu) site, sedangkan 

kapasitas CPU (Core), memory, dan storage adalah 
untuk setiap host. Selain itu, environment non-
production terkait (seperti development, System 
Integration Test (SIT), User Acceptance Test (UAT), dan 

Staging) bersifat opsional dengan jumlah dapat 
ditentukan oleh Peserta. Instalasi server dapat 

dilakukan di atas fisik atau virtual machine. 
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Spesifikasi minimum untuk connector dari sisi hardware 
di non-production: 

No Server 

Non Production 

Jumlah 

Host 

CPU/ 
Host 

Memory/
Host 

Storage 
(GB)/Host 

1 ICE-XS  
Communication 
Server + UPF 
Server 

1 2 16 50GB High 
10 SSD 

2 Real-Time (RT) 
Database Server 

1 2 8 20GB High 
IO SSD 
Usable 
Storage 

3 Near RT + UI 

Control Center 
Database Server 

1 4 16 220GB 

Usable 
Storage 

4 UI Control Center 
Server 

1 2 16 350GB 
Usable 
Storage 

Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk 1 site 

• CPU (Core), memory, dan storage adalah untuk setiap Host 

• Environment non-production (development, SIT, UAT, dan staging) 

bersifat opsional, jumlah ditentukan oleh Peserta 

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 

6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi 

pengembang minimal VMware ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik 

CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 dan Oracle LVM untuk 
kebutuhan khusus 

 

2) Kebutuhan spesifikasi TI untuk connector dari sisi software, 
baik untuk production dan non-production, mengacu kepada 
jumlah yang dibutuhkan dari sisi hardware. Jumlah server 
yang dibutuhkan juga sebanyak 5 (lima) jenis, yakni ICE-XS 
communication server, UPF server, real-time database server, 
Near Real-Time (NRT) and control server DB, dan UI server 
control center. Masing-masing jenis server akan 
menggunakan Operating System (OS) yang sama, yaitu 

minimum Red Hat Enterprise Linux 8.4 yang dilengkapi 
dengan Open Java 8 JVM/JDK dan Perl. Adapun real-time 
database server akan menggunakan software Oracle 
Enterprise Edition 19c dan untuk UI server control center akan 

membutuhkan software JBoss EAP 7.2. Untuk fitur software 
database yang sifatnya opsional, yaitu diagnostic pack dan 

advance security disesuaikan dengan kebutuhan atau 
kebijakan masing-masing Peserta. Selanjutnya, aplikasi     

BI-FAST Connector akan diinstal di Peserta dan software 
aplikasi BI-FAST Connector akan disediakan oleh 

Penyelenggara. 

Spesifikasi TI untuk connector dari sisi software antara lain: 

No Server OS Others 

1 ICE-XS 
Communication 

Server 

Red Hat 
Enterprise Linux 

8.4 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• Perl 

2 UP Framework Server Red Hat 
Enterprise Linux 
8.4 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• Perl 

3 Real-Time Database 
Server 

Red Hat 
Enterprise Linux 

• DB Oracle 
Enterprise 
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No Server OS Others 

8.4 Edition 19c 
➢ Partitioning 
➢ Diagnostic 

Pack 
(opsional) 

➢ Advance 
Security 
(TDE&SSL) 
(Optional) 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• Perl 

4 NRT + UI DB (NRT and 
Control Center DB) 

Red Hat 
Enterprise Linux 

8.4 

• DB Oracle 
Enterprise 

Edition 19c 
➢ Partitioning 
➢ Diagnostic 

Pack 
(opsional) 

➢ Advance 
Security 
(TDE&SSL) 
(Optional) 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• Perl 

5 UI Server 
Control Central 

Red Hat 
Enterprise Linux 
8.4 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• Perl 

• JBoss EAP 7.2 
ke atas 

Keterangan: 

• Aplikasi BI-FAST Connector akan diinstal di Peserta dan software 

aplikasi BI-FAST Connector akan disediakan oleh Penyelenggara 

• Untuk fitur software database yang sifatnya opsional disesuaikan 

dengan kebutuhan atau kebijakan masing-masing Peserta 

• Replikasi: 

o Replikasi connector RT Database dalam satu site maupun 

intersite dapat dilakukan pada level application (MCAS), atau dapat 

dilakukan pada level database untuk intersite dengan 
menggunakan Oracle DataGuard. 

o Replikasi connector NRT Database antara DC-DRC menggunakan 

Oracle DataGuard. 

 

3) Kebutuhan spesifikasi TI untuk connector dari sisi security 
juga mencakup kebutuhan untuk production dan non-
production: 
a) Untuk production, Peserta akan membutuhkan 1 (satu) 

jenis perangkat, baik untuk kapasitas 50 TPS, 100 TPS, 

250 TPS, maupun 500 TPS, yakni hardware security 
module dengan kapasitas operasional disesuaikan 

berdasarkan jumlah TPS yang akan digunakan. Sizing 
dimaksud adalah untuk DC dan DRC. 

Security yang perlu disediakan pada sisi connector 
untuk production. 

 
Keterangan: sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total). 
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b) Untuk non-production, Peserta juga akan membutuhkan 
perangkat hardware security module dengan kapasitas 

operasional yang juga disesuaikan berdasarkan jumlah 
TPS yang akan digunakan. Sizing dimaksud adalah 

untuk 1 site. Selain itu, environment non-production 
terkait (seperti development, SIT, UAT, dan staging) 

bersifat opsional dimana jumlahnya dapat ditentukan 
oleh Peserta. 

Security yang perlu disediakan pada sisi connector 
untuk non-production. 

Server Jumlah 
Operation 
Capacity 

Keterangan 

Hardware 
Security Module 
(HSM) 

1 200-7-RSA-2048 

Ops/s (70%) 

Thales Luna 

S700 

Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk 1 site 

• Environment non-production (development, SIT, UAT, dan staging) 

bersifat opsional, jumlah ditentukan oleh Peserta 

 
d. Kapasitas Workstation 

Kebutuhan kapasitas workstation bagi Peserta untuk akses ke   
BI-FAST Connector dan BI-FAST Portal menggunakan standar 

yang ditentukan oleh Penyelenggara dan telah memenuhi standar 
minimum yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran 
proses. Kedua workstation, baik untuk BI-FAST Connector 
maupun akses ke BI-FAST Portal, membutuhkan requirement 
yang sama untuk jenis processor/CPU, memory, storage, OS, dan 

browser. Namun demikian, workstation untuk BI-FAST Connector 
juga membutuhkan software lainnya, yakni Open Java 8 

JVM/JDK dan NetBeans Platform 8.0.2. Selain workstation, 
terdapat juga kebutuhan smartphone/tablet yang akan di-install 
software soft token untuk MFA ke BI-FAST Portal. 
Smartphone/tablet memerlukan OS dengan minimal Android 8.0 

atau minimal iOS 14.0 serta koneksi ke App Store dan Google Play 
Store untuk instalasi software dimaksud. 

Gambaran umum mengenai requirement workstation untuk        
BI-FAST Connector dan akses BI-FAST Portal sebagai berikut: 

No Item 
Processor/ 

CPU 

Memory 
(GB) 

Storage OS Others 

1 Workstation  
untuk 
Aggregator 

Intel Core 
i5 (sixth 
generation 
or newer) 
or 
equivalent 

16 50GB 
usable 
storage 

Windows 
(Standard 
Enterprise) 

e.g 
Window 
10 64bit 

• Open Java 

8 
JVM/JDK 

• NetBeans 

Platform 
8.0.2 

• Ms Internet 
Explorer 
10/ Ms 

Edge 79/ 
Firefox 77/ 

Chrome 59) 

or newer 

2 Workstation 

untuk 

Portal 

Intel Core 

i5 (sixth 
generation 
or newer) 
or 
equivalent 

16 50GB 

usable 
storage 

Window 

10 64bit 

Ms Internet 

Explorer 10/ 

Ms Edge 

79/ Firefox 

77/ Chrome 

59) or newer 
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No Item 
Processor/ 

CPU 

Memory 

(GB) 
Storage OS Others 

3 Smartphone
/ Tablet 
(soft token 

untuk 2FA 

ke Portal) 

Jenis 

apapun 

N/A N/A Min. 

Android 
8.0 atau 

Min. iOS 

14.0 

Koneksi ke 

App Store 
atau Google 

Play 

Keterangan:  

Jumlah workstation BI-FAST Connector dan BI-FAST Portal baik di DC ataupun 

DRC direkomendasikan minimal 2 unit untuk masing-masing site (sebagai 

backup), namun jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Peserta. 

 

2. Model Multiparticipant One Connector (Multitenancy) 
a. Komponen 

Perangkat TI di aggregator gateway BI-FAST terdiri dari 4 (empat) 

komponen, yaitu (1) multitenancy yang meliputi hardware, 
software, dan security; (2) intersite network; (3) workstation; dan 

(4) JKD-MS. 

No Infrastruktur  Keterangan 

1 Multitenancy 

a. Hardware 1. Aggregator gateway mempersiapkan host 
dapat berupa fisik atau virtual; 

2. Aggregator gateway mempersiapkan host 
production untuk 2 (dua) site dan non-
production untuk 1 (satu) site; 

3. Spesifikasi server production berdasarkan 

kategori Transaction Per Second (TPS) 

Peserta: (i) 100 TPS; (ii) 250 TPS; dan        
(iii) 500 TPS. 

b. Software Aggregator gateway mempersiapkan operating 
system dan software pendukung lainnya (a.l.: 

Oracle, Java, PERL, dll) 

c. Security Aggregator gateway mempersiapkan 

hardware security module production untuk    

2 (dua) site dan non-production untuk 1 (satu) 

site. 

2 Intersite Network 

a. Synchronous Latency <= 10ms 

b. Asynchronous Latency > 10ms 

3 Workstation 

a. Workstation Digunakan untuk mengakses BI-FAST 

Connector dan BI-FAST Portal. 

b. Smartphone Digunakan untuk mengakses aplikasi yang 

mendukung MFA. 

4 JKD-MS 

a. DC 1. Penyelenggara hanya akan menyediakan 
provider JKD yang berbeda agar no single 
point of failure ke aggregator gateway. JKD 

dari aggregator gateway ke Peserta tidak 

disediakan oleh Penyelenggara. 

2. Kapasitas bandwidth berdasarkan kategori 

TPS Peserta: (i) Tipe-S1 s.d. S4 (10 – 100 

TPS): 2 – 13 Mbps; (ii) Tipe-M (250 TPS): 30 
Mbps; dan (iii) Tipe-L (500TPS): 56Mbps. 

b. DRC 

 
b. Konfigurasi 

Konfigurasi connector di sisi aggregator gateway untuk 2 (dua) site 

terdapat 3 (tiga) opsi, yaitu active-active secara synchronous, 
active-passive secara synchronous, dan active-passive secara 
asynchronous, yang memiliki perbedaan kapabilitas dalam 
memproses transaksi, failover, RTO, dan RPO, serta persyaratan 

koneksi intersite. 
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Gambaran lebih detail mengenai kebutuhan dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

Site#1

Aggregator

JKD MS

Stack#1

DB UPF ICE-XS

1

Stack#3

DB UPF ICE-XS

HSM

Aggregator 
Services

Site#2

Aggregator

JKD MS

Stack#2

DB UPF ICE-XS

1

Stack#4

DB UPF ICE-XS

HSM

Aggregator 
Services

2

Bank Indonesia

DC#1

CI-HUB CI-PORTAL PRM

DC#2 - DRC

CI-HUB CI-PORTAL PRM

Site#1 
Bank B

Site#1 
Bank A

Site#2 
Bank B

Site#2 
Bank A

 
Keterangan : 

   = Active connection dari Aggregator ke CI-Hub di BI 

   = Passive connection dari Aggregator ke CI-Hub di BI 

            
            

  

            
            

 
Perbandingan Konfigurasi Aggregator Peserta di 2 Site 

No 
Item 

Perbandingan 

A. Active-Active 
(Sync) 

B. Active-
Passive 
(sync) 

C. Active-Passive 
(Async) 

1 Proses 

Transaksi di 

1 dan/atau   
2 site  

• Transaksi 

sepenuhnya 

di Site 1, atau 

• Balance 

terpisah 

real-time transaksi hanya dari 

Site 1 

2 Kemampuan 

Failover 
CI-HUB dapat 

mengatur flow 
transaksi 

apabila terjadi 

kegagalan  

Participant Bank Host hanya 

terhubung ke Aggregator stacks 
di Site yang sama (Site 1) 

3 Dampak RTO 

dan RPO 

Zero untuk RTO 

dan RPO 

Zero RPO, 

karena data 

sudah sama, 

baik di Site 1 

maupun Site 2 

RPO 

tergantung 

pada 

sinkronisasi 
manual antara 

data dari Site 1 

setelah gagal ke 

Site 2 

4 Kebutuhan 

Jaringan 

Inter-Site 

• Network 

latency       

=< 10 ms. 

• B/W = 1 

Gbps 

• Network 

latency    

=< 10 ms. 

• B/W = 1 

Gbps 

Network latency 

> 10ms 

 
 

  

Active-Passive Sync 

Active-Passive Async Intersite link untuk 

Synchronous/Asynchronous 

Replication 

Aggregator sebagai 

Participant Platform 
Active-Active Sync 
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c. Kapasitas Multitenancy  
Kebutuhan kapasitas BI-FAST Connector bagi aggregator gateway 

ditinjau berdasarkan kebutuhan dari infrastruktur BI-FAST dan 
kebutuhan pemrosesan transaksi oleh aggregator gateway. 

Pilihan atas pemrosesan transaksi dimaksud meliputi 100, 250, 
dan 500 TPS, sehingga akan mempengaruhi kebutuhan 
spesifikasi TI untuk hardware, software, dan security. 

1) Kebutuhan spesifikasi TI untuk multitenancy dari sisi 
hardware mencakup kebutuhan untuk production dan non-
production, antara lain: 
a) Untuk production, Peserta akan membutuhkan 5 (lima) 

jenis server, baik untuk kapasitas 100 TPS, 250 TPS, 
maupun 500 TPS, yakni ICE-XS communication server, 

UPF server, real-time database server, Near Real-Time 
(NRT) and control server DB, dan UI server control center. 
Jumlah host yang dibutuhkan untuk kelima jenis server 
tersebut sama untuk ketiga kapasitas transaksi. Hal 

yang berbeda terdapat pada jumlah Central Processing 
Unit (CPU), memory, dan storage, semakin tinggi 

kapasitas transaksi, semakin meningkat pula kapasitas 
CPU, memory, dan storage yang dibutuhkan. Jumlah 
host sudah mencakup DC dan DRC secara total, 

sedangkan kapasitas CPU (Core), memory, dan storage 
adalah untuk setiap host. Instalasi server dapat 

dilakukan di atas fisik atau virtual machine. 

Gambaran kebutuhan spesifikasi TI untuk multitenancy 

dari sisi hardware: 

Site#1

Aggregator

JKD MS

Stack#1

DB UPF ICE-XS

1

Stack#3

DB UPF ICE-XS

HSM

Aggregator 
Services

 

Site#1

Aggregator

JKD MS

Stack#2

DB UPF ICE-XS

1

Stack#4

DB UPF ICE-XS

HSM

Aggregator 
Services

2
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i. Spesifikasi minimum untuk multitenancy dari sisi 
hardware di production: 

 
Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total) 

• CPU (Core), Memory, dan Storage adalah untuk setiap host  

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi pengembang minimal 

VMware ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 

 
ii. Spesifikasi rekomendasi untuk multitenancy dari 

sisi hardware di production: 

 
Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total) 

• CPU (Core), memory, dan storage adalah untuk setiap host  

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi pengembang minimal 

VMware ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 

 
b) Untuk non-production, peserta akan membutuhkan         

4 (empat) jenis server, baik untuk kapasitas 50 TPS, 100 

TPS, 250 TPS, maupun 500 TPS, yakni ICE-XS 
communication server dan UPF server (communication 
dan framework dijadikan satu), real-time database 
server, NRT and control server DB, dan UI server control 
center. Jumlah dan kapasitas hardware yang 
dibutuhkan untuk keempat jenis server tersebut sama, 

baik untuk host, CPU, memory, maupun storage. 
Jumlah dimaksud adalah untuk 1 (satu) site, sedangkan 

kapasitas CPU (Core), memory, dan storage adalah 
untuk setiap host. Selain itu, environment non-
production terkait (seperti development, System 
Integration Test (SIT), User Acceptance Test (UAT), dan 

staging) bersifat opsional dengan jumlah dapat 
ditentukan oleh Peserta. Instalasi server dapat 

dilakukan di atas fisik atau virtual machine. 
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Spesifikasi minimum untuk multitenancy dari sisi 
hardware di non-production: 

No Server 

Non Production 

Jumlah 

Host 
CPU/

Host 
Memory
/Host 

Storage 

(GB)/Host 

1 ICE-XS  

Communication 
Server + UPF 

Server 

1 2 16 50GB 

High 
10 SSD 

2 Real-Time (RT) 

Database Server 
1 2 8 20GB 

High 

IO SSD 

Usable 
Storage 

3 Near RT + UI 
Control Center 
Database Server 

1 4 16 220GB 

Usable 
Storage 

4 UI Control 
Center Server 

1 2 16 350GB 

Usable 
Storage 

Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk 1 site 

• CPU (Core), memory, dan storage adalah untuk setiap host 

• Environment non-production (development, SIT, UAT, dan staging) 

bersifat opsional, jumlah ditentukan oleh Peserta 

• Asumsi sizing CPU menggunakan spesifikasi Intel Xeon Gold 

6146 @3.2 GHz 

• Instalasi dapat dilakukan di atas virtual machine (rekomendasi 

pengembang minimal VMware ESXi 7) dengan rasio pCPU (fisik 

CPU) dan vCPU (virtual CPU) adalah 1:1 dan Oracle LVM untuk 
kebutuhan khusus 

 

2) Kebutuhan spesifikasi TI untuk multitenancy dari sisi 

software, baik untuk production dan non-production 
menggunakan aplikasi aggregator gateway. Aplikasi 

aggregator gateway merupakan aplikasi yang mengkonversi 
dan meneruskan message ke BI-FAST Hub di Penyelenggara. 

Software dan lisensi serta support untuk aggregator gateway 
tidak disediakan oleh Penyelenggara. Provider dapat 

bekerjasama dengan principal software aggregator gateway. 
 

3) Kebutuhan spesifikasi TI untuk multitenancy dari sisi 

security juga mencakup kebutuhan untuk production dan 
non-production: 
a) Untuk production, aggregator gateway akan 

membutuhkan 1 (satu) jenis perangkat baik untuk 

kapasitas 100 TPS, 250 TPS, maupun 500 TPS, yakni 
hardware security module dengan kapasitas operasional 

disesuaikan berdasarkan jumlah TPS yang akan 
digunakan. Sizing dimaksud adalah untuk DC dan DRC. 

Security yang perlu disediakan pada sisi connector 
untuk production 

No Server 

Aggregator Type 1- Max 100 TPS Aggregator Type 2 – Max. 250 TPS Aggregator Type 3 – Max 500 TPS 

Jumlah 

Host 

Operation 

Capacity 

Ket Jumlah 

Host 

Operation 
Capacity 

Ket Jumlah 

Host 

Operation 

Capacity 

Ket 

1 

Hardware 

Security 
Module 

(HSM) 

2 

200 RSA-

2048 
Ops/s 

(70%) 

Thales 
Luna 

S700 

2 

500 RSA-

2048 
Ops/s 

(70%) 

Thales 
Luna 

S700 

2 

1.000 RSA-

2048 
Ops/s 

(70%) 

Thales 
Luna 

S750 

Keterangan: Sizing di atas adalah untuk DC dan DRC (secara total). 
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b) Untuk non-production, aggregator gateway juga akan 
membutuhkan perangkat hardware security module 

dengan kapasitas operasional yang juga disesuaikan 
berdasarkan jumlah TPS yang akan digunakan. Sizing 
dimaksud adalah untuk 1 site. Selain itu, environment 
non-production terkait (seperti development, SIT, UAT, 

dan staging) bersifat opsional dimana jumlahnya dapat 
ditentukan oleh Peserta. 

Security yang perlu disediakan pada sisi connector 
untuk non-production. 

No Server Jumlah 
Operation 
Capacity 

Keterangan 

1 
Hardware Security 

Module (HSM) 

1 200 – 700 
RSA-2048 

Ops/s (70%) 

Thales Luna 
S700 

Keterangan: 

• Sizing di atas adalah untuk 1 site 

• Environment non-production (development, SIT, UAT, dan staging) 
bersifat opsional, jumlah ditentukan oleh Peserta 

 

d. Kapasitas Workstation 
Kebutuhan kapasitas workstation bagi Peserta untuk akses ke 

aggregator gateway dan BI-FAST Portal menggunakan standar 
yang ditentukan oleh Penyelenggara dan telah memenuhi standar 

minimum yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran 
proses. 

Gambaran umum mengenai requirement workstation untuk        

BI-FAST Connector dan akses BI-FAST Portal sebagai berikut:  

No Item 

Processor

/ 

CPU 

Memory 

(GB) 
Storage OS Others 

1 Workstation 

untuk 

Aggregator 

Intel Core 

i5 (sixth 
generation 
or newer) 

or 
equivalent 

16 50 GB 

usable 
storage 

Windows 

(Standard 

Enterprise) 

e.g. 
Window 

10 64bit 

• Open Java 

8 

JVM/JDK 

• NetBeans 

Platform 

8.0.2 

• MS 
Internet 

Explorer 

10/MS 

Edge 

79/Firefox 

77/Chrom
e 59) or 
newer 

2 Workstation 

untuk Portal 

Intel Core 

i5 (sixth 

generation 

or newer) 
or 

equivalent 

16 50 GB 

usable 
storage 

Windows 

10 64 bit 

MS Internet 

Explorer 
10/MS Edge 

79/Firefox 
77/Chrome 

59) or newer. 

3 Smartphone
/Tablet (soft 
token untuk 

2FA ke 

Portal) 

Jenis 
apapun 

N/A N/A Min. 
Android 

8.0 atau 

Min. iOS 

14.0 

Koneksi ke 
App Store 

atau Google 

Play 
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3. Model Application Programming Interface (API) 
a. Komponen 

Perangkat TI di Peserta BI-FAST menggunakan model API terdiri 
dari 3 (tiga) komponen, yaitu (1) hardware, software, dan security; 
(2) intersite network dan load balancer; dan (3) JKD-MS. 

No Infrastruktur Keterangan 

1 API Client dan Endpoint untuk Transactional dan/atau Informational 

a. Hardware 1. Peserta mempersiapkan host dapat berupa 

fisik atau virtual. 
2. Peserta mempersiapkan host production 

untuk 2 (dua) site dan non-production 

untuk 1 (satu) site. 

3. Spesifikasi server production sesuai dengan 

spesifikasi API yang digunakan oleh 

masing-masing peserta untuk mendukung 

hingga 50 TPS. 

4. Peserta mempersiapkan storage untuk 
penyimpanan data transaksi dengan 

retensi 30 (tiga puluh) hari kalender. 

5. Peserta mempersiapkan load balancer 
apabila terdapat lebih dari satu endpoint 
pada setiap site. 

b. Software Peserta perlu memastikan software/aplikasi 

yang digunakan API client dan endpoints 
untuk mendukung hingga 50 TPS. 

c. Security Peserta mempersiapkan hardware security 
module dalam penyimpanan key untuk 

transactional. 

2 Intersite Network dan Load Balancer 

3 JKD-MS 

a. DC 1. Penyelenggara akan menyediakan provider 
JKD yang berbeda agar no single point of 
failure. 

2. BI-FAST API akan menggunakan JKD 

berbasis Software Defined Wide Area 
Network (SD-WAN). 

b. DRC 

 

b. Konfigurasi 
Konfigurasi BI-FAST API di sisi Peserta untuk 2 (dua) site terdapat 
2 (dua) opsi, yaitu active-active atau active-passive dengan tingkat 

availability minimal 99.95%. 
Gambaran lebih detail mengenai kebutuhan dimaksud adalah 

sebagai berikut: (Catatan: penyesuaian konfigurasi API sesuai 
dengan kebutuhan Peserta API informational dan transactional). 
1) Active-active 

a) Incoming (Bank ke BI) 
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b) Outgoing (BI ke Bank) 

  
 
 

2) Active-passive 
a) Kondisi Normal (Endpoint aktif di DC) 

i. Incoming 

 

ii. Outgoing 
Outgoing (BI to Bank) – Active Passive 

 

b) Kondisi Failover ke DRC (Endpoint aktif di DRC) 
i. Incoming 

 
  

Keterangan: 

1. Mekanisme Load 
Balancing dari BI ke 

Site Bank Peserta 

menggunakan 

infrastruktur yang 
dimiliki oleh Bank 

Peserta 

2. Jika terdapat lebih dari 
satu endpoint instance 

pada tiap site, maka 

Bank Peserta perlu 
menyiapkan Load 

Balancer untuk ke 

setiap instance 

Ket: 
Jika terdapat lebih 

dari satu endpoint 
instance pada tiap 

site, maka Bank 
Peserta perlu 

menyiapkan Load 
Balancer untuk ke 

setiap instance 
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ii. Outgoing 
Outgoing (BI to Bank) – Active Passive 

 
 
 
 

c. Kapasitas BI-FAST API Client dan Endpoints 
Kebutuhan kapasitas BI-FAST API client dan endpoints bagi 

Peserta berdasarkan kebutuhan pemrosesan transaksi yang 
dapat mendukung hingga 50 TPS. Hal ini akan mempengaruhi 

kebutuhan spesifikasi TI untuk hardware, software dan security 
yang perlu dipersiapkan oleh Peserta untuk mendukung BI-FAST 
API client dan endpoints. 
 

d. Kapasitas Workstation BI-FAST Portal 
Apabila Peserta menggunakan BI-FAST API informational maka 
Peserta tetap membutuhkan akses BI-FAST Portal untuk fungsi 

tertentu.  

Adapun gambaran umum mengenai requirement workstation 

akses BI-FAST Portal adalah sebagai berikut: 

No Item 
Processor/ 

CPU 

Memory 

(GB) 

Storage OS Others 

1 Workstation 
untuk 

Aggregator 

Intel Core i5 
(sixth 

generation or 
newer) or 
equivalent 

16 50 GB 
usable 
storage 

Windows 
(Standard 
Enterprise) 

e.g. Window 
10 64bit 

• Open Java 8 
JVM/JDK 

• NetBeans Platform 
8.0.2 

• MS Internet 

Explorer 10/MS 
Edge 79/Firefox 
77/Chrome 59) or 
newer 

2 Workstation 
untuk Portal 

Intel Core i5 
(sixth 

generation or 
newer) or 
equivalent 

16 50 GB 
usable 
storage 

Windows 10 
64 bit 

MS Internet 
Explorer 10/MS 

Edge 79/Firefox 
77/Chrome 59) or 
newer. 

3 Smartphone/
Tablet (soft 
token untuk 

2FA ke 
Portal) 

Jenis 
apapun 

N/A N/A Min. Android 
8.0 atau Min. 

iOS 14.0 

Koneksi ke App 
Store atau Google 
Play 

 
  

Keterangan: 

1. Jika terdapat lebih satu 
endpoint instance pada 

tiap site, maka Bank 

Peserta perlu menyiapkan 

Load Balancer untuk ke 
setiap instance. 

2. Dalam hal Bank tidak 

memiliki DNS 
Authoritative, BI perlu 

menyesuaikan DNS 

Record/IP untuk pointing 
ke DRC Bank 
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C. KEBUTUHAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA 
1. Arsitektur Jaringan (Network Architecture) 

a. Arsitektur jaringan yang akan dibangun untuk BI-FAST 
menggunakan JKD-MS SD-WAN: LAN Peserta ke SD-WAN router 
Peserta.  

 
Topologi Network Extranet LAN Aplikasi BI-FAST     

(Transactional dan Informational) di Peserta 
 

Site#1 dan Site#2 Peserta: Penyiapan 1 (satu) buah LAN Aplikasi 
BI-FAST (transaksional dan informasional) dengan redundant 
perangkat network LAN untuk koneksi ke JKD-MS SD-WAN. 
 

b. Arsitektur jaringan yang akan dibangun untuk BI-FAST 
menggunakan implementasi JKD-MS SD-WAN: SD-WAN router 
Peserta ke SD-WAN router Penyelenggara. 

Topologi Network Extranet Aplikasi BI-FAST untuk                  
SD-WAN Router Peserta ke SD-WAN Router BI 

 

Site#1 dan Site#2 Peserta terhubung ke network provider dengan 
Static Route, sedangkan DC dan DRC Penyelenggara terhubung ke 

network provider dengan BGP routing. Perangkat SD-WAN di 2 site 
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Peserta dan DC dan DRC Penyelenggara akan terdapat peering 
(overlay tunnel) ke SD-WAN controller di DC atau DRC 

Penyelenggara. 
 

2. Standar Layanan dan Solusi JKD MS Peserta 
Untuk pilihan standar layanan dari Peserta ke Penyelenggara dapat 
menggunakan dua jenis koneksi, yaitu tipe gold dan silver dengan 

rincian sebagai berikut: 

No Standar 

Layanan 

Standar Layanan MS di Peserta Site#1 atau Site#2 

JKD SD-WAN (SLA: 99.99%) 

1 Sewa 

Jaringan 

Manage Service (Sewa Perangkat + Link) 

2 Network 

Provider#1: 

Telkom 

❑   Perangkat JKD (Router SD-WAN enabled): 1 buah, 

terhubung ke perangkat JKD dari Network Provider #2 

❑   Link JKD: IP/VPN MPLS, 1 buah 

❑   SLA: 99.95% 

3 Network 
Provider#1: 
LA 

❑ Perangkat JKD (Router SD-WAN enabled): 1 buah, 

terhubung ke perangkat JKD dari Network Provider#1 

❑   Link JKD: IP/VPN MPLS, 1 buah 
❑   SLA: 99.95% 

4 Media Link 

JKD 

a. Last Mile: Fiber Optik (sampai router managed services) 

b. Koneksi Perangkat: UTP 

5 Layanan 1. Response Time dan Resolution Time apabila terjadi 

gangguan atau masalah di lokasi peserta (stakeholder) yang 

menjadi tanggungan Bank Indonesia sebagai berikut: 

a. Response Time: 30 menit, dihitung sejak laporan 

diterima oleh Pelaksana Pekerjaan. 

b. Resolution Time:  
1) Untuk wilayah Jabodetabek adalah 1 jam dihitung 

setelah adanya tanggapan (response) dari 

Pelaksana Pekerjaan (Jabodetabek).  

2) Untuk wilayah di luar Jabodetabek adalah 

menggunakan moda transportasi tercepat dan 

dihitung 1 jam setelah tiba di lokasi. 
2. Apabila terjadi kerusakan fisik pada komponen 

perangkat/link JKD, maka komponen perangkat tersebut 

harus dapat diganti dalam maksimal 1x24jam. 

3. Penyediaan dukungan teknis (technical support) selama 

masa sewa sebagai berikut: 

a. Penyediaan Help Desk yang beroperasi dalam waktu  

24 jam, 7 hari seminggu, dan memiliki nomor Help 
Desk di lokal setempat. 

b. Penyediaan Onsite Support Engineer di lokasi BI untuk 

penanganan layanan Managed Service di lokasi peserta 

(stakeholder) yang menjadi tanggungan Bank 

Indonesia. 

Standar Layanan dan Solusi JKD MS Peserta 

 
3. Standar Spesifikasi Perangkat SD-WAN di Peserta 

a. Standar Spesifikasi Perangkat 

No 
Router Bank Peserta (SD-WAN enabled) 

Hardware Spesifikasi 

1 Ethernet Layer 2 Port 
(Gigabit Ethernet) 

4 port 

2 Ethernet Layer 3 WAN Port 
(Gigabit Ethernet) 

4 port 

3 Network Encryption Hardware-accelerated crypto dengan 
Intel QuickAssist Technology (QAT) 

4 Memory DRAM 16 GB 

5 Storage 16 GB 

6 Multicore Processor Intel x86 CPU (8 core) 

7 Hardware Security Chip Trusted Platform Module (TPM) 

8 Form Factor 1 RU 
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No 
Router Bank Peserta (SD-WAN enabled) 

Hardware Spesifikasi 

9 RFID Tag Asset dan inventory management 
menggunakan RFID reader 

10 SD-WAN License Features & 
Performance 

❑   Features: 
✓ Centralized management 
✓ Automation and provisioning 
✓ Secure connectivity 
✓ Analytics and assurance 
✓ Service assurance 

❑ Performance : up to 100Mbps (agg.   
    200Mbps) 

 
b. Standar Fungsionalitas Perangkat 

No Fungsionalitas Keterangan 

1 SDN Architecture • Memiliki architecture yang terpisah 

antara control plane, data plane, 
management plane dan orchestrator 
plane 

• Memiliki redundansi control plane, 

management plane dan orchestrator 
plane yang terdistribusi di DC dan 

DRC BI secara on-premises 

2 Infrastructure Security • Mendukung fitur autentikasi 

perangkat menggunakan certificate 

dengan Public Key Infrastructure 

(PKI) 

• Memiliki kemampuan untuk 

melakukan whitelisting perangkat 

SD-WAN dengan tujuan untuk 
pembatasan perangkat yang dapat 

deregister ke SD-WAN fabric. 

• Data plane terenkripsi 

menggunakan dynamic IPSec hub 

dan spoke tunnel 

• Memiliki kemampuan untuk 

generate IPSec Key antara 

perangkat SD-WAN dalam periode 

waktu tertentu secara otomatis dan 

dapat dimonitor melalui centralized 

management 

3 Routing Protocol • Underlay routing protocol 
mendukung dynamic routing BGP 

dan OSPF 

• Overlay routing protocol mendukung 

Overlay Management Protocol (OMP) 

4 Zero Touch Provisioning Mendukung fitur zero-touch 

provisioning yang memungkinkan 
perangkat SD-WAN diaktifkan dan 

dikonfigurasi secara otomatis 

5 Routing Policy • Memiliki kemampuan untuk 

menentukan path network yang 

terbaik dengan kriteria SLA yang 

dibuat, dan dapat melakukan 

penentuan alternate path secara 

otomatis jika terjadi degradasi 
kualitas link 

• Dapat melakukan custom SLA 

untuk application tertentu 

berdasarkan parameter kualitas link 

seperti jitter, latency, packet loss 

• Memiliki kemampuan untuk 

melakukan load-sharing per session 

dengan metode active-active pada 

link WAN yang tersedia 
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No Fungsionalitas Keterangan 

• Dapat menampilkan traffic flow 

untuk application sesuai dengan 

routing policy yang telah dibuat 

6 QoS • Mendukung fitur per Tunnel Quality 

of Services (QoS) untuk menjamin 

tingkat kualitas performansi 

layanan akses aplikasi 

7 Centralized Management • Dapat melakukan upgrade software 

dan patches ke perangkat SD-WAN 

melalui centralized management 

• Dapat melakukan perubahan 

konfigurasi secara simultan ke 
seluruh perangkat SD-WAN melalui 

centralized management 

• Memiliki kemampuan untuk 

melakukan rollback untuk 

konfigurasi yang telah ter-deploy 

secara otomatis 

• Memiliki troubleshooting toll berupa: 

Speed test bandwith, traceroute dan 

ping, serta packet capture 

8 Integrasi dengan ACI Memiliki kemampuan untuk 

terintegrasi antara SD-WAN dengan 
ACI, dimana ACI dapat menggunakan 

WAN SLA policy yang telah 

dikonfigurasi pada SD-WAN controller, 
sehingga ACI dapat melakukan marking 

QoS berdasarkan WAN SLA policy yang 

ada. Dan SD-WAN Controller dapat 

melakukan path selection WAN link 

yang tepat untuk application 

berdasarkan marking QoS yang telah 
dibuat di ACI 

9 Content Security Memiliki fitur Firewall, IPS dan Anti-
Malware Protection 

 
4. Layanan Managed Service dan Class of Services 

Layanan managed services meliputi penyediaan perangkat dan sewa 

JKD ke operator yang telah ditunjuk oleh Penyelenggara dalam rangka 
menjamin kualitas layanan (SLA) untuk aplikasi transactional. 
JKD MS menyediakan fitur class of services untuk menjamin 
ketersediaan kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan Peserta dalam 

penggunaan aplikasi. Dengan fitur class of services, maka Peserta akan 
memperoleh: 

a. Pembagian prioritas traffic aplikasi berdasarkan tingkat 
kritikalitas aplikasi: transactional (BI-RTGS, SKNBI, dan BI-FAST) 

atau informational (BI-FAST dan pelaporan lainnya). 
b. Pengalokasian kapasitas bandwidth untuk aplikasi yang akan 

melalui jaringan extranet. 
Layanan managed services dan class of services tersebut saat ini 
digunakan pada aplikasi BI-RTGS, SKNBI, BI-FAST (transactional dan 

pelaporan) dan pelaporan lainnya.  
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Class of service terdiri dari business class (BUS) dan best effort class 
(BE) sebagaimana gambar berikut: 

 
Class of Services 

 
Saat ini, alokasi bandwidth untuk business class adalah sesuai alokasi 

yang digunakan untuk aplikasi transactional (BI-RTGS, SKNBI, dan  
BI-FAST), dan alokasi bandwidth untuk best effort class (digunakan 

untuk aplikasi lainnya). 
 

5. Gambaran Umum Arsitektur JKD BI-FAST 
a. Gambaran umum arsitektur JKD BI-FAST 

 

 
Penjelasan: 

1) Interkoneksi antara Penyelenggara dengan Peserta BI-FAST 

menggunakan JKD SD-WAN, baik untuk Peserta dengan infrastruktur 

connector, multitenancy, atau API (penggambaran di sisi Penyelenggara 

hanya secara logical). 
2) Interkoneksi Penyelenggara dengan Peserta yang menggunakan SD-WAN 

dilakukan secara langsung. 

3) JKD pada gambar mengilustrasikan koneksi Penyelenggara (DC#1 dan 

DRC/DC#2) dengan Peserta BI-FAST (untuk Site#1 dan Site#2 sesuai 

dengan tipe yang digunakan). 

4) Kebutuhan sizing untuk JKD disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. 
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b. Gambaran umum arsitektur JKD BI-FAST dengan opsi model one 
participant-one connector (independent/sharing infrastruktur fisik) 

 

 
Penjelasan: 

1) Penyelenggara terkoneksi dengan Peserta BI-FAST menggunakan JKD 

SD-WAN. 
2) JKD SD-WAN dimungkinkan terkoneksi langsung ke connector Peserta di 

lokasi/infrastuktur dedicated atau terkoneksi ke connector Peserta 

melalui lokasi/infrastruktur shared. 

3) Untuk koneksi SD-WAN connector di lokasi/infrastruktur shared, 

sifatnya berupa agregasi dari Peserta BI-FAST pada infrastruktur shared 

tersebut. 

4) Kebutuhan sizing untuk JKD disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. 

 
c. Gambaran umum arsitektur JKD BI-FAST dengan opsi model 

multitenancy (aggregator gateway) 

 

 
Penjelasan: 

1) Interkoneksi Penyelenggara dengan multitenancy provider (aggregator 
gateway) melalui JKD SD-WAN. 

2) Interkoneksi dari Peserta ke aggregator gateway menggunakan JKD 

Peserta masing-masing atau kerjasama khusus/tersendiri apabila baru. 

3) Kebutuhan sizing untuk JKD disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. 
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d. Gambaran umum arsitektur JKD BI-FAST dengan opsi model API 

 

 
Penjelasan: 
1) Penyelenggara terkoneksi dengan Peserta BI-FAST menggunakan JKD 

SD-WAN. 

2) JKD SD-WAN dimungkinkan terkoneksi langsung ke Peserta. 

3) Kebutuhan sizing untuk JKD disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. 

 
6. Pengaturan Bandwidth di Peserta untuk BI-FAST 

Untuk layanan JKD extranet Peserta BI-FAST, diperlukan pengaturan 
bandwidth (class of services) untuk menjamin ketersediaan bandwitdh 

minimum yang direkomendasikan untuk aplikasi BI-FAST, yaitu: 
a. Untuk transactional, terdapat 3 (tiga) kategori TPS yang dapat 

digunakan Peserta, yakni : (i) 10-100 TPS; (ii) 250 TPS; dan          
(iii) 500 TPS. Dalam kategori 1, terdapat beberapa opsi 
penggunaan kapasitas TPS beserta bandwidth yang dibutuhkan, 

yakni 10 TPS membutuhkan 1 Mbps, 25 TPS membutuhkan           
3 Mbps, 50 TPS membutuhkan 6 Mbps, dan 100 TPS 

membutuhkan 11 Mbps. Kategori 2 akan memiliki kapasitas 
sebanyak 250 TPS dengan kebutuhan bandwidth sebesar             
26 Mbps. Kategori 3 akan memiliki kapasitas sebanyak 500 TPS 

dengan kebutuhan bandwidth sebesar 52 Mbps. 
b. Untuk informational, kebutuhan JKD-MS bagi Peserta untuk 

mengakses BI-FAST Portal adalah sebesar 1 sampai dengan            
4 Mbps untuk koneksi per user. Hal ini mempertimbangkan 

asumsi bahwa laporan dengan ukuran maksimal sebesar 100 Mb 
dapat di-download dengan kisaran waktu 60 detik sampai dengan 

4 menit. 

Jenis 

Peserta 

Tipe 

Koneksi 

Skema Managed Services 

Pengaturan Bandwidth 

Peserta 

aplikasi 

BI-FAST 

(LA)  

JKD  

SD-WAN 

 

• 1-52 Mbps - Aplikasi BI-FAST Transactional (main)  

• 1-4 Mbps - Aplikasi BI-FAST Pelaporan (main) 

Peserta 

aplikasi BI-

FAST 

(Telkom) 

JKD  

SD-WAN 
Enabled 

• 1-52 Mbps - Aplikasi BI-FAST Transactional 
(backup)  

• 1-4 Mbps - Aplikasi BI-FAST Pelaporan (backup) 
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7. Contoh Perhitungan Kebutuhan Bandwidth di Peserta 
Kebutuhan bandwidth di Peserta harus dapat menangani permintaan 

upload dan download data secara konkuren. Kebutuhan bandwidth di 
Peserta yang direkomendasikan sesuai kelas Peserta adalah: 

No Tipe 
Kategori Peserta 

berdasarkan TPS 
Kebutuhan Bandwidth 

1 L 500 56 

2 M 250 30 

3 S1 100 13 

4 S2 50 8 

5 S3 25 4 

6 S4 10 2 

 

Formula Perhitungan:  

Each message is estimated at 8000 bytes. Bandwidth required depends 
on expected TPS.  
Below is example to support 100 TPS in category connector for Small (S) 

Banking: 

 (
8000 (𝐵)×100 (𝑡𝑝𝑠)×8 (𝑏𝑖𝑡𝑠)

1024 × 1024
)  ×  1,3 (𝐹) × 1,3 (𝑈) = 10,31 𝑀𝑏𝑝𝑠 (11 𝑀𝑏𝑝𝑠) 

 Where: 

• F = 30% factor for network layer overheads.  

• U = Utilization max is 70% 

• Note this is only an estimation.  

• Estimation is for both upload and download bandwidth. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KEPESERTAAN  

DAN DOKUMEN PENDUKUNG  
 

A. TATA CARA MENJADI PESERTA 

1. Tata Cara Konsultasi Awal 
a. Sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta, calon 

Peserta harus meminta konsultasi awal terlebih dahulu kepada 
Penyelenggara. 

b. Konsultasi awal merupakan pemberian informasi awal kepada 
calon Peserta yang mencakup antara lain kesiapan administratif 
dan kesiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST. 

c. Konsultasi awal dilakukan melalui surat elektronik, telepon, 
pertemuan langsung, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

d. Penyelenggara dapat menyampaikan informasi jenis kepesertaan 
calon Peserta pada konsultasi awal. 

2. Tata Cara Memperoleh Persetujuan Prinsip 
a. Setelah melaksanakan konsultasi awal, calon Peserta mengajukan 

permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara 

melalui Front Office Perizinan. Front Office Perizinan yang 
selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank 

Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai 
perizinan terpadu Bank Indonesia melalui Front Office perizinan. 

b. Permohonan untuk menjadi Peserta disampaikan melalui sarana 
aplikasi layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai layanan kebanksentralan. Sarana aplikasi 
layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Aplikasi Layanan 
Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara online yang 

disediakan kepada nasabah untuk mengakses layanan 
kebanksentralan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai Aplikasi Layanan Bank Indonesia. 
c. Dalam hal permohonan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia 

tidak dapat dilakukan, permohonan disampaikan secara tertulis 

melalui media lainnya kepada Penyelenggara melalui FO 
Perizinan. 

d. Permohonan untuk menjadi Peserta harus memenuhi: 
1) menggunakan contoh format surat yang dapat diakses oleh 

calon Peserta melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi 

Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

2) ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta; 

3) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia 
dalam negeri, dalam hal kantor pusat calon Peserta 

berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank 
Indonesia dalam negeri; dan 

4) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan 

oleh Penyelenggara. 
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e. Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan 
dan/atau menyampaikan dokumen asli atas dokumen yang 

dipersyaratkan kepada Penyelenggara. 
f. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 

1) pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pendukung 

sebagaimana dimaksud dalam butir d.4) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 

kebanksentralan; 
2) penelitian kesesuaian dokumen atas pemenuhan 

persyaratan yang disampaikan oleh calon Peserta setelah 

dokumen  pendukung sebagaimana dimaksud dalam     
angka 1) dinyatakan lengkap dan benar; 

3) dalam hal berdasarkan hasil penelitian kesesuaian dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 2), 
ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan 

tidak sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan 
memberikan penolakan atas permohonan calon Peserta 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a melalui surat, paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan 
diterima oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam 

angka 2); 
4) Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip kepada 

calon Peserta melalui surat, dalam hal berdasarkan hasil 

penelitian kesesuaian dokumen pendukung diputuskan 
bahwa dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai; 

5) persetujuan prinsip paling sedikit memuat: 

a) nama dan kode Peserta; 
b) jenis kepesertaan;  

c) jenis layanan yang diikuti; dan 
d) kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta untuk 

persiapan operasional BI-FAST, paling sedikit berupa:  

i. khusus untuk PTL: 
i) menyampaikan surat penunjukan Bank 

Sponsor, yang ditandatangani oleh pimpinan 
calon Peserta yang memiliki spesimen tanda 
tangan di Bank Indonesia; 

ii) menyampaikan fotokopi perjanjian dengan 
Bank Sponsor;  

iii) menyampaikan surat konfirmasi dari Bank 

Sponsor terkait kesediaan sebagai Bank 
Sponsor, yang ditandatangani oleh pimpinan 

Bank Sponsor yang memiliki spesimen tanda 
tangan di Bank Indonesia; dan 

iv) menyampaikan surat kuasa dari Bank 

Sponsor kepada Penyelenggara dalam rangka 
pendebitan RSD Bank Sponsor untuk 

kepentingan PTL; 
ii. pengajukan permohonan pembukaan rekening giro 

BI-FAST di Core Banking System Bank Indonesia 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 
layanan kebanksentralan; 
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iii. pembuatan spesimen tanda tangan pejabat 
dan/atau petugas yang menerima kuasa dari 

pimpinan, dalam hal spesimen tanda tangan 
pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa 
dari pimpinan belum ditatausahakan di Bank 

Indonesia;  
iv. pelatihan teknis dan operasional BI-FAST; 

v. pengambilan: 
i) dokumen user; 
ii) aplikasi BI-FAST Connector dan pedoman 

penggunaan infrastruktur BI-FAST; dan 
iii) soft token; 

vi. instalasi BI-FAST Connector dan/atau pengujian 
BI-FAST API; 

vii. waktu pemasangan jaringan komunikasi data; 
viii. waktu pelaksanaan uji koneksi aplikasi dan 

jaringan komunikasi data antara Penyelenggara 

dengan Peserta; 
ix. waktu pelatihan penggunaan BI-FAST Connector, 

BI-FAST Portal, dan BI-FAST API; dan/atau 
x. penandatanganan perjanjian penggunaan BI-FAST; 

6) persetujuan prinsip disampaikan kepada calon Peserta paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan 
persyaratan dan dokumen pendukung  diterima secara 

lengkap dan benar oleh Penyelenggara; dan 
7) dalam hal terdapat perbedaan informasi jenis kepesertaan 

calon peserta antara konsultasi awal dengan persetujuan 

prinsip maka jenis kepesertaan yang berlaku adalah 
sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip. 

3. Tata Cara Memperoleh Persetujuan Operasional 
a. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Penyelenggara, calon 

Peserta harus melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

butir 2.f.5)d). 
b. Pelaksanaan kegiatan persiapan operasional BI-FAST dilakukan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

persetujuan prinsip dari Penyelenggara. 
c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 

1) Penyelenggara meminta Peserta untuk melakukan pengujian 
kesiapan infrastruktur Peserta, infrastruktur BI-FAST 
Peserta, dan/atau BI-FAST API Peserta;  

2) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi calon 
Peserta untuk memastikan kesiapan operasional calon 
Peserta, antara lain melihat kesesuaian informasi dalam 

dokumen yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan 
kesiapan infrastruktur; 

3) Penyelenggara memberitahukan secara tertulis mengenai 
persetujuan operasional keikutsertaan sebagai Peserta dan 
tanggal efektif operasional, paling lama 5 (lima) hari kerja 

setelah calon Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan 
operasional BI-FAST; dan 

4) persetujuan operasional dari Penyelenggara, disampaikan 
kepada: 
a) calon Peserta yang bersangkutan secara tertulis; dan 

b) seluruh Peserta melalui administrative message atau 
sarana lainnya. 

d. Dalam hal calon Peserta tidak melakukan atau tidak 
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menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, berlaku: 

1) persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh 
Penyelenggara menjadi tidak berlaku dan calon Peserta 
dianggap telah membatalkan permohonan pengajuan 

kepesertaannya; dan 
2) calon Peserta harus menghapus aplikasi BI-FAST Connector 

dan perangkat pengamanannya paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak batas waktu yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

4. Pemberian Kuasa untuk Kepesertaan dan Operasional BI-FAST 
Pimpinan calon Peserta dapat memberikan kuasa terkait dengan 

kepesertaan dan operasional kepada pejabat dan/atau yang ditunjuk, 
dengan memenuhi: 
a. kuasa dapat diberikan tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu) 

kali hak subsitusi; 
b. kuasa diberikan untuk melakukan kegiatan: 

1) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen lain, 
baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang 
terkait dengan kepesertaan dan operasional BI-FAST; 

2) penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan/atau 
dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen 
elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan operasional 

BI-FAST;  
3) pengelolaan user, certificate signing request dan/atau soft 

token; dan/atau 
4) penyerahan dan/atau pengambilan user beserta perangkat 

pengamanannya, certificate signing request dan/atau 
pengambilan soft token; 

c. penyerahan dan/atau pengambilan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam butir b.2) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau 
lebih surat kuasa;  

d. petugas penerima kuasa untuk penyerahan dan/atau 
pengambilan surat dan/atau dokumen lain sebagaimana dalam 

huruf c tidak perlu membuat spesimen tanda tangan; 
e. kegiatan yang dikuasakan sebagaimana dalam huruf b dapat 

dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan 

kebutuhan calon Peserta, dengan format surat yang dapat diakses 
oleh calon Peserta melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi 
Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
f. surat kuasa harus disertai dengan fotokopi identitas diri yang 

masih berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, berupa: 
1) kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara 

Indonesia; atau  

2) paspor, keterangan izin tinggal sementara, dan surat izin 
kerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing; 

g. jumlah pejabat penerima kuasa dari pimpinan paling banyak         

5 (lima) orang; dan 
h. pimpinan atau pejabat penerima kuasa dengan 1 (satu) kali hak 

substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada 
petugas di kantor pusat atau kantor cabang calon Peserta hanya 
untuk kegiatan penyerahan dan/atau pengambilan surat, 

laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun 
dokumen elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan 

operasional BI-FAST. 
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B. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN MENJADI PESERTA 
 

No DOKUMEN PENDUKUNG 

1.  Surat Permohonan menjadi Peserta1 

2.  Surat Permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST2 

3.  Data kepesertaan 

4.  Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang 

masih berlaku dari lembaga berwenang3 

5.  Dokumen perizinan penyedia jasa pembayaran kategori satu yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia4 

6.  Hasil yang menunjukkan analisis bisnis atas rencana bisnis 

strategis (strategic business plan) pengembangan BI-FAST5 

7.  Surat kuasa dari pimpinan terkait dengan kepesertaan dan 

operasional BI-FAST 

8.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 

mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi 
informasi 

9.  Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan user 
dan/atau soft token 

10.  Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta atau pejabat yang 
menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk membuat 

spesimen tanda tangan bagi pimpinan atau pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan 
operasional BI-FAST6 

11.  Surat mengenai penambahan kewenangan pemilik spesimen 
tanda tangan di BI-FAST7 

12.  Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir 

13.  Dokumen yang menunjukkan struktur permodalan paling sedikit 

berupa modal inti bagi calon Peserta berupa bank atau modal 
disetor terkini bagi calon Peserta berupa LSB8 

14.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta bahwa 
pimpinan calon Peserta lulus dalam uji kemampuan dan 
kepatutan oleh otoritas yang berwenang9 

15.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta bahwa 
pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet 

dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional10 

16.  Surat pernyataan bermeterai dari pihak lain yang mengelola 

infrastruktur untuk calon Peserta11 

17.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta yang 

menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki perjanjian kerja 
sama penggunaan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak 
lain12 

18.  Dokumen persetujuan produk/layanan sistem pembayaran dari 
Bank Indonesia untuk produk/layanan baru atau laporan 

implementasi produk/layanan sistem pembayaran sejenis dari 
calon Peserta13 

 
1  Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
2  Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
3  Disampaikan oleh calon Peserta berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Selain Bank (LSB). 
4  Disampaikan oleh calon Peserta berupa Lembaga Selain Bank (LSB). 
5  Disampaikan oleh calon Peserta berupa Lembaga Selain Bank (LSB). 
6  Disampaikan dalam hal spesimen tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang belum ditatausahakan di Bank Indonesia. 
7  Dalam hal calon Peserta telah menjadi peserta infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia lainnya. 
8  Disampaikan dalam hal pada laporan keuangan (dokumen nomor 12) tidak menunjukkan struktur permodalan. 
9  Disampaikan dalam hal calon Peserta adalah Bank. 
10  Disampaikan dalam hal calon Peserta adalah LSB. 
11  Dalam hal calon Peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 
12  Dalam hal calon Peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 
13  Dalam hal calon Peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT. 
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No DOKUMEN PENDUKUNG 

19.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta yang 
menyatakan bahwa calon Peserta dapat menjaga likuiditas yang 
memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI BANK SPONSOR  

 
A. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI BANK SPONSOR  

1. Calon Bank Sponsor menyampaikan permohonan kepada 
Penyelenggara untuk menjadi Bank Sponsor melalui FO Perizinan. 

2. Penyampaian permohonan untuk menjadi Bank Sponsor dapat 

dilakukan bersamaan dengan pengajuan menjadi Peserta. 
3. Surat permohonan untuk menjadi Bank Sponsor yang disampaikan 

harus memenuhi persyaratan: 

a. ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa 
dari pimpinan calon Bank Sponsor yang telah memiliki spesimen 

tanda tangan di Penyelenggara;  
b. ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam 

negeri, dalam hal kantor pusat calon Bank Sponsor 

berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia 
dalam negeri; dan 

c. dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan 

bermeterai dari pimpinan yang berisi: 
1) kesiapan teknologi informasi yang mendukung operasional 

sebagai Bank Sponsor;  
2) mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL; dan  
3) calon Bank Sponsor telah menerapkan manajemen risiko.  

 
B. TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA 

1. Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan yang 
disampaikan oleh calon Bank Sponsor. 

2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dokumen 

yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Penyelenggara 
meminta calon Bank Sponsor untuk melengkapi dan/atau 
memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja terhitung setelah tanggal surat permintaan kelengkapan 
dan/atau perbaikan dokumen dari Penyelenggara. 

3. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
angka 2, calon Bank Sponsor belum menyampaikan dokumen yang 
telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon Bank Sponsor dianggap 

membatalkan permohonan untuk menjadi Bank Sponsor. 
4. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan yang disampaikan oleh calon Bank Sponsor melalui surat.  
5. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk menjadi Bank 

Sponsor disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh 
Penyelenggara. 
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6. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi calon Bank 
Sponsor untuk memastikan kesiapan infrastruktur calon Bank 

Sponsor. 
 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  

 
 

    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL  28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS 

SERTA RUANG LINGKUP AUDIT SISTEM INFORMASI DAN                
PENGUJIAN KEAMANAN 

 
A. PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS   

TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL BI-FAST  
Kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun Peserta paling sedikit 
memenuhi sistematika dan materi: 

1. Sistematika 
Sistematika kebijakan dan prosedur tertulis meliputi: 
Bab I : Pendahuluan 

Bab II  : Organisasi Operasional BI-FAST 
Bab III : Ketentuan dan Prosedur Operasional BI-FAST 

Bab IV  : Pengawasan Operasional BI-FAST 
Bab V  : Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 

Darurat 

Bab VI : Pelindungan Nasabah 
Lampiran berupa flow chart 

2. Materi 
Materi atau isi kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit memuat: 
a. Bab I: Pendahuluan 

1) Latar Belakang 
Subbab ini menjelaskan secara singkat latar belakang 

penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, antara lain 
pertimbangan perlunya disusun pedoman pelaksanaan 
operasional BI-FAST secara tertulis, baik pertimbangan 

karena kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
maupun pertimbangan lainnya. 

2) Tujuan Penggunaan BI-FAST 

Subbab ini menjelaskan tujuan penggunaan BI-FAST, baik 
secara umum didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, 

maupun tujuan khusus Peserta yang bersangkutan dalam 
menggunakan sistem tersebut. 

3) Landasan Hukum  

Subbab ini mencantumkan landasan hukum yang mendasari 
penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis meliputi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Peserta antara lain surat 
keputusan dan/atau ketentuan tertulis lainnya. 

4) Definisi, Istilah, atau Pengertian Umum 
Subbab ini menjelaskan definisi, istilah, atau pengertian 
umum yang digunakan dalam materi penyusunan kebijakan 

dan prosedur tertulis. 
b. Bab II: Organisasi Operasional BI-FAST 

1) Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksana BI-FAST 
Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur 
organisasi, baik yang mencakup departemen atau 

satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap 
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kegiatan operasional BI-FAST, satuan/unit kerja Peserta 
yang terkait dengan BI-FAST, serta cakupan wewenang dan 

tanggung jawabnya secara umum. Dalam subbab ini juga 
dijelaskan mengenai sistem dan hubungan antara BI-FAST 
dan sistem internal Peserta.  

2) Penanggung Jawab Pengoperasian Aplikasi BI-FAST Peserta 
Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan baik posisi 

maupun jabatan, penanggung jawab dalam setiap tahapan 
kegiatan operasional BI-FAST, antara lain meliputi: 
a) pembuatan certificate signing request BI-FAST; 
b) pemeliharaan soft token BI-FAST; 
c) pembuatan dan pemeliharaan user-ID dan password; 
d) pemeliharaan infrastruktur BI-FAST Peserta; 
e) pemeliharaan hardware, software, dan jaringan 

komunikasi data; 
f) pemeliharaan master file; 
g) pelaksanaan transaksi; 
h) manajemen likuiditas; dan 
i) rekonsiliasi. 

3) Wewenang Pengoperasian Aplikasi BI-FAST 
Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan 
wewenang masing-masing fungsi: 

a) participant user (jabatan dalam struktur organisasi); dan 
b) participant administrator (jabatan dalam struktur 

organisasi). 
4) Sistem Pengamanan Aplikasi BI-FAST 

Subbab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan 
pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional     
BI-FAST, baik pengamanan secara fisik maupun nonfisik, 

seperti soft token, user-ID, password, adanya pemisahan 
tugas antara participant user dan participant administrator 
untuk pengendalian risiko operasional, dan lain-lain. 

5) Sarana dan Prasarana Operasional BI-FAST 
Subbab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang 

digunakan pada operasional BI-FAST yang paling sedikit 
mencakup: 
a) lokasi infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST utama 

dan cadangan di Peserta; 
b) konfigurasi sistem dan security feature; 

c) jumlah infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST utama 
dan cadangan di Peserta; 

d) spesifikasi infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST 
utama dan cadangan di Peserta; dan 

e) peralatan pendukung lainnya. 

6) Penatausahaan Arsip 
Subbab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam 

penatausahaan arsip, antara lain perintah transfer dana 
dan/atau perintah penagihan dana, laporan-laporan hasil 
proses Setelmen Dana, backup data harian, soft token, user-
ID, password, dan lain-lain. 

c. Bab III: Ketentuan dan Prosedur Operasional BI-FAST 

1) Waktu Operasional BI-FAST di Peserta 
Subbab ini menjelaskan mengenai waktu operasional           
BI-FAST di Peserta yang meliputi hari operasional, jam 

operasional, dan periode waktu kegiatan. 
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2) Tata Cara Pengelolaan Likuiditas 
Subbab ini menjelaskan mengenai pengelolaan likuiditas 

dalam BI-FAST yang meliputi penyediaan likuiditas dan 
pemindahan likuiditas, termasuk pengelolaan likuiditas 
Peserta yang bertindak sebagai Bank Sponsor. 

3) Prosedur Pelaksanaan Transaksi BI-FAST 
Subbab ini menjelaskan kebijakan, alur, dan aktivitas yang 

dilakukan dari mulai penerimaan perintah transfer dana 
sampai dengan penerusan dana ke rekening penerima 
dan/atau penerimaan perintah penagihan dana sampai 

dengan penerusan dana ke rekening Biller, termasuk 
mekanisme koreksi, pembatalan, dan Service Level 
Agreement. 

d. Bab IV: Pengawasan Operasional BI-FAST  

1) Pengawasan Operasional BI-FAST 
Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan dalam 
rangka pengawasan pelaksanaan transaksi melalui BI-FAST. 
Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain meneliti 
status dan riwayat transaksi, serta transaksi yang ditolak 

oleh Penyelenggara. 
2) Penerapan Prinsip Pelindungan Nasabah sesuai Peraturan 

Perundang-Undangan 

Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan oleh Peserta 
untuk memenuhi kewajiban terkait pelindungan nasabah, 
antara lain meneruskan CTR dari nasabah pengirim kepada 

Peserta penerima, penerusan dana kepada nasabah 
penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 

Penyelenggara, dan prosedur pemberian kompensasi terkait 
penyelesaian permasalahan transaksi dalam 
penyelenggaraan BI-FAST. 

3) Pelaporan kepada Manajemen 
Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan untuk 

membuat laporan atas pelaksanaan transaksi melalui          
BI-FAST. 

e. Bab V: Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 

Darurat 
Bab ini menjelaskan prosedur, langkah, dan/atau tahapan yang 
dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau 

Keadaan Darurat di lokasi Peserta, antara lain meliputi: 
1) Pencegahan 

a) pencegahan kerusakan sistem komputer; 
b) pencegahan sabotase; 
c) pencegahan sehubungan dengan gangguan listrik; 

d) pencegahan terhadap kebakaran; 
e) pencegahan terhadap banjir; dan 

f) pencegahan terhadap huru-hara. 
2) Penanggulangan (Recovery) 

a) pelaksanaan pencadangan data secara harian;  

b) pelaksanaan uji coba berkala terhadap file rekam 
cadang elektronik sebanyak 1 (satu) bulan sekali; 

c) pelaksanaan uji coba berkala terhadap sistem cadangan 
untuk kegiatan operasional; dan 

d) pelaksanaan uji coba business continuity plan. 
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3) Prosedur dalam Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat, 
antara lain meliputi: 

a) penanggulangan Keadaan Tidak Normal, antara lain 
apabila terjadi gangguan pada BI-FAST Hub, BI-FAST 

Connector, BI-FAST API dalam hal Peserta menggunakan 
BI-FAST API, dan jaringan komunikasi data; dan 

b) penanganan Keadaan Darurat. 

f. Bab VI: Pelindungan Nasabah 
Bab ini menjelaskan mengenai standar layanan minimum dan 

penanganan pengaduan nasabah yang berkaitan dengan aspek 
pelindungan nasabah, antara lain meliputi: 
1) ketepatan dan kecepatan proses penerusan perintah transfer 

dana dan/atau perintah penagihan dana melalui BI-FAST 
dari nasabah atau Biller; 

2) ketepatan dan kecepatan proses penerusan dana ke nasabah 
atau Biller;  

3) informasi besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah 

dan biaya yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada 
Peserta; 

4) waktu pelaksanaan perintah transfer dana dan/atau 
perintah penagihan dana melalui BI-FAST dari nasabah atau 
Biller; 

5) jangka waktu penanganan pengaduan atau permasalahan 
nasabah beserta administrasinya; dan 

6) pemberian jasa, bunga, dan kompensasi kepada nasabah 
atau Biller apabila terjadi keterlambatan.  

g. Lampiran 

Kebijakan dan prosedur tertulis dilengkapi dengan flow chart 
proses kerja sebagai Lampiran.  

3. Dokumentasi Kebijakan dan Prosedur Tertulis 
Bab ini menjelaskan secara singkat antara lain mengenai pihak yang 
bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pengkinian kebijakan 

dan prosedur tertulis, serta pengendalian kebijakan dan prosedur 
tertulis. 

 
B. RUANG LINGKUP AUDIT SISTEM INFORMASI DAN PENGUJIAN 

KEAMANAN  

Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan paling 
sedikit meliputi: 

1. Tata Kelola 
Pemeriksaan terhadap fungsi tata kelola dalam kaitannya dengan 
kepesertaan BI-FAST, meliputi:  

a. Sumber Daya Manusia  
Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi 
terhadap kecukupan dan kualitas sumber daya manusia di satuan 

kerja pelaksana BI-FAST, baik dari aspek kompetensi maupun 
rekam jejak dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan. 

Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik 
operasional BI-FAST sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
Pemeriksaan terhadap rekam jejak dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam BI-FAST memiliki moral 

yang baik. Selain itu, perlu diketahui bahwa pelatihan yang 
diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan 
kemampuan pegawai.  
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b. Hukum 
Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak atau 

perjanjian dengan vendor atau pemasok sistem dan peralatan 
pendukung BI-FAST dibandingkan dengan peraturan internal 

Peserta dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan 
BI-FAST. 

2. Lingkungan  

Pemeriksaan terhadap lingkungan dimana BI-FAST berada, meliputi:  
a. Tenaga Listrik  

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kondisi 

tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa Peserta 
mempunyai uninterruptible power supply (UPS) yang berfungsi 

dengan baik. 
b. Pendingin Udara 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kondisi 

pendingin udara yang digunakan oleh Peserta. 
c. Penanganan Kebakaran  

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap alat, 
prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman kebakaran.  

d. Lokasi atau Penempatan Peralatan Teknologi Informasi secara 

Lengkap (infrastruktur dan aplikasi BI-FAST di Peserta antara lain 
server, workstation, dan printer) dalam Ruangan 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 
penempatan peralatan teknologi informasi dalam ruangan. 

e. Lokasi Ruangan dalam Gedung 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap lokasi 
ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar 

keamanan yang diperlukan. 
f. Akses Masuk Ruangan  

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kontrol 

Peserta terhadap pegawai yang memasuki ruangan infrastruktur 
utama dan cadangan BI-FAST di Peserta.  

3. Sistem  
Pemeriksaan terhadap konfigurasi dan kondisi infrastruktur BI-FAST 
di Peserta dan sistem lain yang terkait, meliputi: 

a. Perangkat Keras  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 
konfigurasi infrastruktur BI-FAST di Peserta, termasuk ketaatan 

Peserta dalam memenuhi persyaratan minimum infrastruktur 
yang digunakan. 

b. Perangkat Lunak  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap aplikasi 
yang terhubung dengan BI-FAST di Peserta, keandalan sistem 

operasi (termasuk upgrade perbaikan atau patch), enkripsi apabila 
terhubung dengan sistem internal, pengontrolan password, serta 

antivirus yang digunakan. 
c. Perangkat Jaringan Komunikasi Data 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 

konfigurasi jaringan komunikasi data di Peserta termasuk 
koneksi atau linkage dengan sistem-sistem lainnya (dilengkapi 

gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat 
aktif dan pasif jaringan (antara lain hub, router, dan modem).  
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4. Sistem Cadangan 
a. Ketersediaan 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan ketersediaan 
infrastruktur cadangan BI-FAST di Peserta, sistem komunikasi, 
dan rekam cadang elektronik terhadap data.  

b. Pemeriksaan Fungsi 
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap fungsi 

infrastruktur cadangan BI-FAST di Peserta, sistem komunikasi, 
dan rekam cadang elektronik terhadap data serta pemenuhan 
kebutuhan minimum pengolahan transaksi dalam Keadaan 

Darurat. Pemeriksaan dokumentasi dilakukan dalam hal 
dilakukan pengujian sistem cadangan.  

5. Disaster Recovery Plan (DRP) 
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap ketersediaan 
disaster recovery plan yang memadai dan melakukan uji coba disaster 
recovery plan secara berkala serta melakukan updating disaster 
recovery plan sesuai dengan perkembangan. 

6. Data dan Dokumentasi 
Pemeriksaan terhadap pengelolaan data, pengolahan data, serta 

dokumentasi yang diperlukan, meliputi:  
a. Integritas Data  

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 

keakuratan, keandalan, dan kelengkapan data sesuai dengan 
kebutuhan.  

b. Log book  

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 
ketersediaan log book untuk mengetahui kesalahan 

pengoperasian BI-FAST, dan penatausahaannya. 
c. Dokumentasi Hasil Transaksi dan Hasil Transaksi Cadangan 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 
pengelolaan hasil transaksi dan hasil transaksi cadangan dalam 
bentuk soft copy maupun hard copy. 

d. Pengadministrasian dan Dokumentasi Hasil Uji Coba 
Infrastruktur Utama dan Cadangan BI-FAST di Peserta. 

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap 
penatausahaan dokumentasi hasil uji infrastruktur utama dan 
cadangan BI-FAST di Peserta. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
PEDOMAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR   

 
A. PEDOMAN PESERTA DALAM RANGKA MEMASTIKAN INFRASTRUKTUR 

UTAMA DAN INFRASTRUKTUR CADANGAN BI-FAST DI PESERTA 
BERFUNGSI DENGAN BAIK  

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban Peserta untuk memastikan 
infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan BI-FAST berfungsi 
dengan baik, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam hal Peserta menggunakan konfigurasi, active-active secara 
synchronous, maka Peserta harus memastikan: 

1) transaksi BI-FAST dapat beroperasi secara penuh dan        
real-time melalui salah satu infrastruktur (utama atau 

cadangan) dan/atau beroperasi secara bersamaan antara 
infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan; 

2) toleransi waktu maksimal untuk memulihkan proses bisnis 

dengan peralihan infrastruktur adalah 0 (nol) detik; 
3) toleransi maksimal kehilangan data yang dapat diterima 

dalam satuan waktu adalah 0 (nol) detik; 

4) infrastruktur utama dan cadangan berfungsi dengan baik 
melalui monitoring terhadap antara lain kondisi 

infrastruktur, utilisasi penggunaan infrastruktur, dan 
success rate transaksi; dan 

5) jaringan utama dan cadangan berfungsi dengan baik melalui 

monitoring terhadap antara lain kondisi jaringan dan 
utilisasi jaringan. 

b. Dalam hal Peserta menggunakan konfigurasi, active-passive 
secara synchronous, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) transaksi BI-FAST beroperasi secara penuh dan real-time 
pada infrastruktur cadangan; 

2) tidak terdapat transaksi yang dilakukan melalui 

infrastruktur utama; 
3) toleransi waktu maksimal untuk memulihkan proses bisnis 

dengan peralihan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 
internal di masing-masing Peserta; 

4) toleransi maksimal kehilangan data yang dapat diterima 

dalam satuan waktu adalah 0 (nol) detik; 
5) infrastruktur berfungsi dengan baik melalui monitoring 

terhadap antara lain kondisi infrastruktur, utilisasi 
penggunaan infrastruktur dan success rate transaksi; 

6) jaringan utama dan cadangan berfungsi dengan baik melalui 

monitoring terhadap antara lain kondisi jaringan dan 
utilisasi jaringan; dan 

7) penggunaan infrastruktur utama dan cadangan secara 
bergantian dalam jangka waktu tertentu minimal 1 (satu) kali 
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun antara infrastruktur 

utama dan cadangan. 
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c. Dalam hal Peserta menggunakan konfigurasi, active-passive 
secara asynchronous, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) transaksi BI-FAST beroperasi secara penuh dan real-time 
melalui infrastruktur cadangan; 

2) tidak terdapat transaksi yang dilakukan melalui 
infrastruktur utama; 

3) toleransi waktu maksimal untuk memulihkan proses bisnis 
dengan peralihan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 
internal di masing-masing Peserta; 

4) toleransi maksimal kehilangan data yang dapat diterima 
dalam satuan waktu sesuai dengan ketentuan internal di 
masing-masing Peserta; 

5) infrastruktur berfungsi dengan baik melalui monitoring 
terhadap antara lain kondisi infrastruktur, utilisasi 

penggunaan infrastruktur dan success rate transaksi; 
6) penggunaan infrastruktur utama dan cadangan secara 

bergantian untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu 

tertentu minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) 
tahun; dan 

7) jaringan utama dan cadangan berfungsi dengan baik melalui 
monitoring terhadap kondisi jaringan dan utilisasi jaringan. 

2. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Peserta, dalam hal 

terdapat anomali yang ditemukan maka Peserta harus segera 
menginformasikan kepada Penyelenggara melalui administrative 
message atau sarana komunikasi lainnya. 

 
B. TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA INFRASTRUKTUR CADANGAN  

BI-FAST OLEH PESERTA 
1. Pelaksanaan uji coba infrastruktur cadangan BI-FAST oleh Peserta 

berlaku untuk konfigurasi active-passive secara synchronous dan 
active-passive secara asynchronous.  

2. Peserta menyampaikan permohonan uji coba infrastruktur cadangan 
melalui administrative message atau sarana komunikasi lainnya yang 
ditetapkan Penyelenggara kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) 

hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba infrastruktur cadangan. 
3. Penyelenggara memberitahukan persetujuan dan/atau penolakan 

terhadap permohonan uji coba infrastruktur cadangan kepada Peserta 
melalui administrative message atau sarana komunikasi lainnya yang 
ditetapkan Penyelenggara. 

4. Dalam hal permohonan uji coba infrastruktur cadangan telah 
disetujui, maka Peserta melakukan uji coba terhadap seluruh 

komponen pada infrastruktur cadangan sesuai dengan konfigurasi 
yang digunakan oleh Peserta, sebagaimana ditetapkan oleh 
Penyelenggara pada spesifikasi teknis sebagaimana Lampiran I. 

5. Dalam hal diperlukan, Peserta dapat melakukan uji coba dengan 
menggunakan infrastruktur testing Penyelenggara. 

6. Setelah melakukan uji coba infrastruktur cadangan, Peserta 
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba 
infrastruktur cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) 

hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan. 
7. Dalam hal terdapat permasalahan dalam melakukan uji coba 

infrastruktur cadangan yang mengakibatkan gangguan dalam 
penyelenggaraan BI-FAST, maka Peserta segera melaporkan kepada 
Penyelenggara melalui administrative message atau sarana 

komunikasi lainnya yang ditetapkan Penyelenggara. 
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C. TATA CARA PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR CADANGAN BI-FAST 
OLEH PESERTA  

1. Peserta menyampaikan permohonan pengoperasian infrastruktur 
cadangan melalui administrative message atau sarana komunikasi 

lainnya yang ditetapkan Penyelenggara kepada Penyelenggara paling 
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian 
infrastruktur cadangan. 

2. Penyelenggara memberitahukan persetujuan dan/atau penolakan 
terhadap permohonan pengoperasian infrastruktur cadangan kepada 
Peserta melalui administrative message atau sarana komunikasi 

lainnya yang ditetapkan Penyelenggara. 
3. Dalam hal permohonan pengoperasian infrastruktur cadangan telah 

disetujui, maka Peserta melakukan pengoperasian infrastruktur 
cadangan yang mencakup seluruh komponen pada infrastruktur 
cadangan sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara pada spesifikasi 

teknis sebagaimana Lampiran I. 
4. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem 

cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah pelaksanaan pengoperasian infrastruktur cadangan selesai 
dilakukan. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 

DAN DOKUMEN PENDUKUNG 

 
A. TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 

1. Tata cara permohonan perubahan data kepesertaan:  
a. permohonan perubahan data kepesertaan dan dokumen 

pendukung disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara 

melalui FO Perizinan; 
b. permohonan perubahan data kepesertaan disampaikan melalui 

Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; 
c. permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a menggunakan format surat yang dapat diakses oleh 
Peserta melalui laman resmi Bank Indonesia, Aplikasi Layanan 
Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; dan 
d. permohonan perubahan data kepesertaan beserta dokumen 

pendukung ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat 

yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta, yang telah memiliki 
spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 

2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 
a. Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan dan 

dokumen yang disampaikan oleh Peserta; 

b. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan melalui 

surat yang penyampaiannya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; 

c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan 

perubahan data kepesertaan dilakukan paling lama: 
1) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh 

Penyelenggara secara lengkap dan benar;  

2) 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima 
oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk 

perubahan penggunaan infrastruktur; atau 
3) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh 

Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk 

perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan 
perubahan lokasi infrastruktur Peserta yang disertai dengan 

pengadaan jaringan komunikasi data baru. 
d. dalam hal permohonan perubahan data kepesertaan disetujui, 

Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta 

yang bersangkutan mengenai tanggal efektif perubahan data 
kepesertaan berupa:  
1) nama Peserta; 

2) kegiatan usaha; 
3) kode Peserta; 
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4) keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 
5) jenis kepesertaan BI-FAST; dan 

6) Bank Sponsor; 
e. Penyelenggara memberitahukan perubahan data kepesertaan 

kepada: 

1) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana 
lain; dan/atau 

2) kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang di 
wilayah kerjanya terdapat kantor pusat Peserta; 

untuk data kepesertaan berupa nama Peserta, kegiatan usaha, 

kode Peserta, dan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST. 
3. Untuk perubahan data kepesertaan berupa nama Peserta diatur 

sebagai berikut:  
a. Penyelenggara melakukan perubahan nama Peserta dalam hal 

terdapat perubahan nama nasabah Bank Indonesia; dan  

b. tata cara  perubahan nama nasabah Bank Indonesia dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 

kebanksentralan. 
4. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kegiatan usaha diatur 

sebagai berikut: 

a. Penyelenggara melakukan perubahan kegiatan usaha Peserta 
dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha nasabah Bank 
Indonesia; 

b. perubahan kegiatan usaha Peserta meliputi perubahan kegiatan 
usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah; 

c. tata cara perubahan kegiatan usaha nasabah Bank Indonesia 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 
layanan kebanksentralan; dan 

d. dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan 
kode Peserta maka Peserta harus mengajukan permohonan 
perubahan data kepesertaan berupa kode Peserta. 

5. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kode Peserta diatur sebagai 
berikut: 

a. perubahan kode Peserta dapat disebabkan oleh: 
1) perubahan kode Peserta Sistem BI-RTGS; 

2) Peserta menjadi anggota global provider of secure financial 
messaging services yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  

3) adanya perubahan kode keanggotaan dari global provider of 
secure financial messaging services yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; dan/atau 

4) perubahan kegiatan usaha yang berdampak pada perubahan 
kode Peserta; 

b. pengajuan permohonan perubahan kode Peserta dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 
angka 2; 

c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai 
dengan permohonan penggantian soft token; 

d. Penyelenggara meminta Peserta melakukan pengujian koneksi 
menggunakan kode Peserta yang baru; dan 

e. dalam hal permohonan perubahan kode Peserta disetujui, surat 

persetujuan perubahan data kepesertaan paling sedikit memuat: 
1) nama Peserta; 

2) kode Peserta baru yang akan digunakan;  
3) tanggal efektif perubahan kode Peserta; dan 
4) hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta. 
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6. Untuk perubahan data kepesertaan berupa keikutsertaan dalam 
layanan BI-FAST diatur sebagai berikut: 

a. pengajuan permohonan perubahan keikutsertaan dalam layanan 
BI-FAST dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1 dan angka 2; 

b. Penyelenggara melakukan uji coba terhadap kesiapan 
infrastruktur Peserta dan meminta Peserta untuk melakukan 

pengujian terhadap kesiapan Peserta dalam mengikuti layanan   
BI-FAST; 

c. Penyelenggara melakukan perubahan keikutsertaan Peserta dalam 

layanan BI-FAST dalam hal terdapat perubahan jenis layanan yang 
diikuti oleh Peserta. 

7. Untuk perubahan data kepesertaan berupa penggunaan perangkat 
teknologi informasi diatur sebagai berikut: 
a. perubahaan penggunaan perangkat teknologi informasi dapat 

berupa: 
1) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola sendiri menjadi penggunaan perangkat teknologi 

informasi yang dikelola oleh pihak lain; 
2) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan perangkat 
teknologi informasi yang dikelola sendiri;  

3) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola oleh pihak lain yang berbeda;  
4) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

menggunakan BI-FAST Connector menjadi BI-FAST API; atau 

5) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 
menggunakan BI-FAST API menjadi BI-FAST Connector. 

b. pengajuan permohonan perubahan penggunaan perangkat 
teknologi informasi dilakukan sesuai dengan tata cara 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1;  
c. Penyelenggara meminta Peserta melakukan pengujian 

menggunakan perangkat teknologi informasi yang akan digunakan 

Peserta; dan 
d. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi perangkat 

teknologi informasi yang akan digunakan Peserta. 
8. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan lokasi 

infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data 

diatur sebagai berikut: 
a. pengajuan permohonan perubahan lokasi infrastruktur Peserta 

dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data dilakukan sesuai 

dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan 
b. dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan 

lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan 
komunikasi data, Penyelenggara menyampaikan surat 
persetujuan kepada Peserta yang memuat: 

1) waktu pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; 
dan 

2) kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait perubahan 

lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan 
komunikasi data. 

9. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan kuasa diatur 
sebagai berikut: 
a. Pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan dalam hal 

terdapat penambahan, penggantian, dan/atau pencabutan kuasa 
dari pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa; 
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b. pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; 

c. dalam hal penerima kuasa belum memiliki spesimen tanda tangan 
yang ditatausahakan di Bank Indonesia, pengajuan permohonan 
perubahan kuasa juga disertai dengan pembuatan spesimen tanda 

tangan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa, yang 
harus dilakukan di hadapan pejabat Penyelenggara; 

d. perubahan kuasa berlaku efektif terhitung:  
1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan 

spesimen tanda tangan pejabat di Penyelenggara, untuk 

penambahan dan/atau penggantian kuasa pejabat; atau 
2) sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima 

secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara, untuk 
pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat 
dan/atau petugas yang menerima kuasa; dan 

e. dalam hal Peserta tidak menyampaikan permohonan perubahan 
kuasa pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa kepada 
Penyelenggara, data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara 

dinyatakan masih berlaku dan segala tindakan hukum yang 
dilakukan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa 

tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta. 
10. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan jenis 

kepesertaan diatur sebagai berikut: 

a. perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL 
menjadi PL dilakukan dengan memenuhi ketentuan persyaratan 
kepesertaan dan tata cara pengajuan permohonan kepesertaan. 

b. untuk perubahan jenis kepesertaan berupa PL menjadi PTL, 
berlaku: 

1) dalam hal perubahan jenis kepesertaan terjadi pada PL yang 
bertindak sebagai Bank Sponsor, PL harus memberitahukan 
secara tertulis kepada PTL mengenai perubahan status PL 

sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajibannya; 
dan 

2) berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 
1), PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor 
pengganti. 

c. perubahan data kepesertaan atas inisiasi Peserta dilakukan 
dengan tata cara sebagai berikut: 
1) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan jenis 

kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL 
berdasarkan persetujuan Penyelenggara; dan 

2) pengajuan permohonan perubahan jenis kepesertaan dari PL 
menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1. 

d. perubahan data kepesertaan atas inisiasi Penyelenggara dilakukan 
dengan tata cara sebagai berikut: 

1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap Peserta BI-FAST 
dalam periode tertentu; 

2) evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan 

untuk memastikan Peserta memenuhi persyaratan jenis 
kepesertaan BI-FAST; 

3) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 

berpotensi mengakibatkan perubahan jenis kepesertaan dari 
PTL menjadi PL atau PL menjadi PTL; 
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4) Penyelenggara menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1) kepada Peserta yang berpotensi 

mengalami perubahan jenis kepesertaan; 
5) perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) 

periode evaluasi terakhir secara berturut-turut; 
6) perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL 

sebagaimana dimaksud dalam angka 5) diinisiasi oleh 
Penyelenggara; 

7) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan perubahan 

jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) 
kepada Peserta disertai dengan jangka waktu persiapan 

perubahan jenis kepesertaan;  
8) berdasarkan pemberitahuan oleh Penyelenggara sebagaimana 

dimaksud dalam angka 7) PL harus melakukan persiapan 

perubahan jenis kepesertaan menjadi PTL dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan 
perubahan dari Penyelenggara; dan 

9) Perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi PL 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dilakukan berdasarkan inisiasi Peserta dengan tata 
cara sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

11. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan Bank Sponsor 

diatur sebagai berikut: 
a. PTL dapat melakukan perubahan Bank Sponsor; 
b. pengajuan permohonan perubahan Bank Sponsor dilakukan 

sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;  
c. Bank Sponsor yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya 

sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan 
Bank Sponsor berlaku efektif; dan 

d. dalam hal terdapat perubahan perjanjian dengan Bank Sponsor, 

maka Peserta menyampaikan perubahan perjanjian kepada 
Penyelenggara. 

12. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan data pimpinan 
diatur sebagai berikut: 
a. perubahan data pimpinan meliputi: 

1) penggantian pimpinan; 
2) perubahan kewenangan; dan/atau 
3) perubahan jabatan; dan 

b. tata cara perubahan data pimpinan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.  

13. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan alamat kantor 
Peserta diatur sebagai berikut: 
a. perubahan data alamat kantor meliputi: 

1) alamat kantor pusat Peserta; dan/ atau 
2) alamat Peserta yang berupa kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri; dan 
b. tata cara perubahan alamat kantor dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.  
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B. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PERUBAHAN DATA 
KEPESERTAAN 

No JENIS DOKUMEN 

JENIS PERUBAHAN DATA 
KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Surat permohonan/informasi perubahan 
data  

       

2.  Data kepesertaan  -  - - - - 

3.  Fotokopi dokumen pendukung 

keanggotaan pada global provider of 
secure financial messaging services yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia  

 - - - - - - 

4.  Surat kuasa baru, dalam hal terdapat 

penambahan kuasa atau perubahan 
kewenangan  

- - - -  - - 

5.  Surat pernyataan pencabutan kuasa, 

dalam hal terjadi pencabutan kuasa 
- - - -  - - 

6.  Surat pernyataan kesiapan perangkat TI 

dan memuat informasi spesifikasi 
perangkat TI 

- -  - - - - 

7.  Surat permohonan penggantian soft 
token 

 - - - - - - 

8.  File certificate signing request yang 
disimpan dalam media penyimpanan 

 - - - - - - 

9.  Surat pernyataan bermeterai dari 
pimpinan yang berisi kesiapan teknologi 

informasi yang mendukung operasional 
layanan BI-FAST 

-  - - - - - 

10.  Dokumen persetujuan produk/layanan 

dari Bank Indonesia  
-  - - - - - 

11.  Surat penunjukan Bank Sponsor - - - - - -  

12.  Surat konfirmasi dari Bank Sponsor - - - - - -  

13.  Surat kuasa dari Bank Sponsor kepada 
Penyelenggara dalam rangka pendebitan 
RSD Bank Sponsor untuk kepentingan 

PTL 

- - - - - -  

14.  Fotokopi perjanjian kerjasama dengan 

Bank Sponsor 
- - - - - -  

Keterangan jenis perubahan data kepesertaan  

1. Kode Peserta (participant code) 

2. Keikutsertaan layanan BI-FAST 

5. Kuasa 

6. Jenis kepesertaan BI-FAST 
3. Penggunaan perangkat teknologi informasi 7. Bank Sponsor 

4. Lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 

pemindahan jaringan komunikasi data 

 

 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

  

 
 

    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA  

PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG 

 
A. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN 

PERMINTAAN LEMBAGA PENGAWAS YANG BERWENANG DAN/ATAU 
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 
1. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari 

lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin 
Simpanan dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan 
status kepesertaan kepada Penyelenggara, yang ditandatangani oleh 

pimpinan lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga 
Penjamin Simpanan. 

2. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari 
lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin 
Simpanan paling sedikit memuat: 

a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta; 
b. alasan perubahan status kepesertaan;  
c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan 

d. batasan penangguhan terhadap layanan BI-FAST, dalam hal 
perubahan status yang diminta merupakan perubahan status 

menjadi ditangguhkan. 
3. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan apabila:  

a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh 

Penyelenggara; dan 
b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal 
status kepesertaan berubah menjadi ditutup. 

 

B. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN 
PERMINTAAN PESERTA 
1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 

dilakukan dengan tata cara: 
a. Peserta mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara 

disertai dengan jenis dan alasan perubahan status kepesertaan; 
b. permohonan perubahan status kepesertaan disampaikan melalui 

Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan 
c. permohonan perubahan status kepesertaan harus memenuhi 

ketentuan: 
1) menggunakan format surat yang dapat diakses oleh Peserta 

melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi Layanan Bank 

Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia; 

2) ditandatangani oleh pimpinan Peserta; dan 

3) dilengkapi dengan dokumen pendukung. 
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2. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status Peserta apabila: 
a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh 

Penyelenggara; dan 
b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal 

status kepesertaan berubah menjadi ditutup. 
3. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan perubahan status kepesertaan yang penyampaiannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 
kebanksentralan. 

 
C. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 

PENGGABUNGAN 
1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 

karena penggabungan dilakukan dengan tata cara: 

a. Peserta yang menggabungkan diri mengajukan permohonan 
perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada 
Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 

penggabungan secara hukum; dan 
b. Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan surat 

pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara yang paling 
sedikit memuat: 
1) persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang; 

2) waktu pelaksanaan: 
a) peralihan operasional dalam BI-FAST dari Peserta yang 

menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima 

penggabungan; 
b) pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD Peserta yang 

menggabungkan diri ke RSD atau Sub-RSD Peserta 
yang menerima penggabungan dan penutupan RSD 
atau Sub-RSD Peserta yang menggabungkan diri; dan 

c) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta 
yang menggabungkan diri; 

3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang 
menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima 
penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara 

hukum; dan 
4) informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam 

surat kabar harian berskala nasional. 

2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena 

penggabungan kepada Peserta yang menerima penggabungan. 
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan kepesertaan karena 

penggabungan paling sedikit memuat: 

a. waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam     
BI-FAST; dan 

b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 
4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang 

menggabungkan diri ke Peserta yang menerima penggabungan 

dilakukan sesuai dengan kewenangan Peserta. 
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan 

diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan 

penggabungan secara operasional dalam BI-FAST. 
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D. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 
PELEBURAN 

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 
karena peleburan dilakukan dengan tata cara: 
a. Peserta yang meleburkan diri harus mengajukan permohonan 

perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada 
Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 

peleburan secara hukum; 
b. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan 

permohonan menjadi Peserta BI-FAST, dalam hal calon Peserta 

akan menjadi Peserta BI-FAST, dengan memenuhi persyaratan 
dan tata cara untuk menjadi Peserta sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; 
c. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan juga harus 

menyampaikan pemberitahuan peleburan secara tertulis yang 

paling sedikit memuat: 
1) persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang; 
2) waktu pelaksanaan: 

a) peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-FAST 
dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil 

peleburan; dan 
b) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta 

yang meleburkan diri; 

3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang 
meleburkan diri oleh calon Peserta hasil peleburan terhitung 
sejak tanggal peleburan secara hukum; dan 

4) informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat 
kabar harian berskala nasional. 

2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan BI-FAST karena 
peleburan kepada calon Peserta atau Peserta yang menerima 

peleburan. 
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan Peserta karena 

peleburan memuat: 
a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-FAST; 

dan 

b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 
4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang 

meleburkan diri ke Peserta yang menerima peleburan dilakukan sesuai 

dengan kewenangan Peserta. 
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang meleburkan diri 

efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan 
secara operasional dalam BI-FAST. 
 

E. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PEMISAHAN 
1. Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan dalam hal 

terdapat Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dari 
Peserta berupa bank umum konvensional sebagai induknya, dengan 
cara: 

a. mendirikan bank umum syariah baru; atau 
b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha syariah 

kepada Peserta berupa bank umum syariah. 
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2. Dalam hal bank umum syariah baru hasil pemisahan akan menjadi 
Peserta, pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan karena 

pemisahan dilakukan dengan tata cara: 
 
a. Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dengan 

cara mendirikan bank umum syariah baru mengajukan 
permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup 

kepada Penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
tanggal pemisahan secara hukum; 

b. bank umum syariah baru harus mengajukan permohonan untuk 

menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan memenuhi 
persyaratan dan tata cara untuk menjadi Peserta; dan  

c. calon Peserta yang merupakan hasil pemisahan juga 
menyampaikan pemberitahuan pemisahan secara tertulis kepada 
Penyelenggara. 

3. Dalam hal Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dengan 
cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada Peserta berupa bank 
umum syariah, Peserta harus mengajukan permohonan perubahan 

status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara, paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum. 

4. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan karena 
pemisahan kepada Peserta. 

5. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan status kepesertaan 
memuat: 
a. waktu pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam             

BI-FAST; dan 
b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 

6. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang memisahkan diri 
efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan pemisahan 
secara operasional dalam BI-FAST. 

 
F. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 

PENGALIHAN ASET DAN KEWAJIBAN YANG BUKAN MERUPAKAN 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN 
Tata cara perubahan status kepesertaan karena adanya pengalihan aset 

dan kewajiban berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang 
mengikuti tata cara perubahan status kepesertaan yang berlaku dalam 
penggabungan, peleburan, atau pemisahan. 
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G. DOKUMEN PENDUKUNG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN 

No. JENIS DOKUMEN 

PERUBAHAN 

STATUS 
KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 

1.  Surat permohonan penutupan kepesertaan1 √ √ √ √ √ 

2.  Surat dari lembaga yang berwenang yang 

mendasari alasan perubahan status 
kepesertaan 

√ √ √ √ - 

3.  Surat persetujuan penggabungan, 
peleburan, atau pemisahan dari lembaga 

yang berwenang 

- √ √ √ - 

4.  Surat pernyataan bermeterai 

pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta 
yang menggabungkan diri, meleburkan diri, 
atau memisahkan diri 

- √ √ √ - 

5.  
Akta penggabungan, peleburan, atau 
pemisahan 

- √ √ √ - 

6.  Akta perubahan anggaran dasar Peserta 
yang menerima penggabungan 

- √ - - - 

7.  Surat izin penggabungan atau peleburan 
dari lembaga yang berwenang terkait 
persetujuan penggabungan atau peleburan 

- √ √ - - 

8.  Akta pendirian Peserta yang merupakan 
hasil peleburan atau pemisahan 

- - √ √ - 

9.  Surat persetujuan perubahan anggaran 
dasar dari Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran 
akta penggabungan dan akta perubahan 
anggaran dasar dalam daftar perusahaan 

- √ - - - 

10.  Pengumuman penggabungan dan peleburan 
yang dimuat dalam surat kabar harian 

berskala nasional 
- √ √ - - 

11.  Surat pengesahan badan hukum perseroan 

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia atas akta pendirian Peserta yang 
merupakan hasil peleburan atau pemisahan 

- - √ √ - 

12.  Anggaran dasar terakhir Peserta yang 
meleburkan diri 

- - √ - - 

Keterangan  
1. self-liquidation 4. pemisahan 

2. penggabungan 
3. peleburan 

5. pengunduran diri 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 

 

 

 
1 Surat ditandatangani oleh pimpinan Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
PENYELENGGARAAN BI-FAST 

 

A. PERIODE WAKTU KEGIATAN BI-FAST 

No Waktu Kegiatan 

1.  00:00:00-23:59:59 WIB Siklus satu tanggal valuta 

2.  15 menit setelah open 
window operasional 

Sistem BI-RTGS 

Top-up otomatis dan withdrawal 
otomatis RSD yang bersumber dari 

Sistem BI-RTGS 

3.  Sesuai transaction type 
code (TTC) top up and 

withdrawal time period 

Sistem BI-RTGS 

Top-up manual dan withdrawal 
manual RSD yang bersumber dari 
Sistem BI-RTGS 

4.  Setiap Saat Pengiriman AER  

5.  Setiap Saat Pengiriman PER  

6.  Setiap Saat Pengiriman CTR  

7.  Setiap Saat Pengiriman RFP Request 

8.  Setiap Saat Pengelolaan Biller 

9.  Setiap Saat Pengelolaan Standing Instruction 

10.  Setiap Saat Pengiriman DDR 

11.  Setiap Saat Setelmen Dana 

12.  Pada hari kerja 
berikutnya setelah open 

window operasional 
Sistem BI-RTGS 

Pembebanan biaya 

13.  Pada hari kerja 
berikutnya setelah open 

window operasional 
Sistem BI-RTGS 

Pembebanan sanksi administratif 
berupa kewajiban membayar 

 

B. TATA CARA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL BI-FAST DI 
PESERTA KARENA KONDISI TERTENTU 
Dalam hal Peserta tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST, 

penanganan dilakukan dengan tata cara: 
1. Peserta memberitahukan penghentian kegiatan operasional BI-FAST 

kepada Penyelenggara; 
2. pemberitahuan disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat yang 

ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen di 

Bank Indonesia, yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat 
elektronik, administrative message, atau sarana komunikasi lain yang 

ditetapkan Penyelenggara; dan 
3. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilengkapi 

dengan alasan tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST. 
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C. INFRASTRUKTUR DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 
1. Perubahan kapasitas jaringan komunikasi data berdasarkan kebijakan 

Penyelenggara: 
a. perubahan kapasitas jaringan komunikasi data dilakukan antara 

lain berdasarkan pertimbangan performa BI-FAST atau 

pertimbangan lain dari Penyelenggara; dan 
b. Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta terkait 

perubahan kapasitas jaringan komunikasi data melalui 
administrative message; 

2. Perubahan kapasitas jaringan komunikasi data berdasarkan 

permintaan Peserta: 
a. Tata cara mengajukan permohonan perubahan kapasitas jaringan 

komunikasi data atas permintaan Peserta: 
1) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data 

disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara, yang 

dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik 
atau sarana lainnya; 

2) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data 
paling kurang memuat informasi: 
a) nama Peserta; 

b) kode Peserta;  
c) alasan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data; 

dan 

d) asesmen mengenai proyeksi kapasitas pemrosesan 
transaksi (transaction per second/TPS); 

3) permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 
spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan 

kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor 
perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, 

bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor 
perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. 

b. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan 

perubahan kapasitas jaringan komunikasi data: 
1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan 

kapasitas jaringan komunikasi data, Penyelenggara 
memberitahukan kepada Peserta melalui administrative 
message atau sarana lainnya paling lama 21 (dua puluh 

satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap 
dan benar; dan 

2) perubahan  kapasitas jaringan komunikasi data dilakukan 
setelah Peserta mendapatkan persetujuan oleh 
Penyelenggara. 

 
D. PENGGUNAAN SOFT TOKEN DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 

1. Masa Aktif Soft Token 
Masa aktif soft token berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal 
efektif yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

2. Tata Cara Penggantian Soft Token 
a. Peserta mengajukan permohonan penggantian soft token dengan 

tata cara: 
1) permohonan penggantian soft token disampaikan secara 

tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan 
terlebih dahulu melalui surat elektronik atau sarana lainnya; 
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2) permohonan penggantian soft token paling kurang memuat 
informasi: 

a) nama Peserta; 
b) kode Peserta; dan 

c) alasan penggantian; 
3) penggantian soft token dilakukan antara lain karena hilang, 

rusak, atau perubahan kode Peserta; 

4) permohonan penggantian soft token sebagaimana dimaksud 
dalam angka 1) disertai file certificate signing request yang 

disimpan dalam media rekam elektronik dengan 
disampaikan secara fisik kepada Penyelenggara, atau file 

certificate signing request dapat disampaikan melalui surat 
elektronik atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara; 
dan 

5) permohonan penggantian soft token ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda 

tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada 
Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor perwakilan 
Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, bagi Peserta 

yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan 
Bank Indonesia dalam negeri. 

b. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan 
penggantian soft token: 

1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan 
penggantian soft token, Penyelenggara memberitahukan 
kepada Peserta melalui administrative message atau sarana 

lainnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara lengkap dan benar; 

2) pengambilan soft token dilakukan setelah Peserta 
mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara; dan 

3) pengambilan soft token dilakukan oleh pejabat Peserta yang 

berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di 
Penyelenggara, dengan ketentuan: 

a) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja 
kantor pusat Bank Indonesia, pengambilan dilakukan di 
lokasi Penyelenggara; dan 

b) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja 
kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, 

pengambilan dilakukan di lokasi kantor perwakilan 
Bank Indonesia dalam negeri setempat atau di lokasi 
Penyelenggara. 

3. Tata Cara Perpanjangan Masa Aktif Soft Token 
a. Peserta mengajukan permohonan perpanjangan masa aktif soft 

token dengan tata cara: 
1) Peserta mengajukan permohonan perpanjangan masa aktif 

soft token secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat 
disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau 
sarana lainnya; 

2) permohonan perpanjangan masa aktif soft token paling 
sedikit memuat informasi: 

a) nama Peserta; 
b) kode Peserta; dan 
c) tanggal berakhirnya masa aktif soft token; 

3) permohonan perpanjangan masa aktif soft token 
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum 

masa aktif soft token berakhir; 
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4) permohonan perpanjangan masa aktif soft token 
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai file certificate 
signing request yang disimpan dalam media rekam elektronik 
dengan disampaikan secara fisik kepada Penyelenggara, atau 

file certificate signing request dapat disampaikan melalui 
surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan 

Penyelenggara; dan 
5) permohonan perpanjangan masa aktif soft token 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 

spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan 
kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor 

perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang mewilayahi, 
bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor 
perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. 

b. Tindak lanjut atas pengajuan permohonan perpanjangan masa 
aktif soft token: 

1) dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan 
perpanjangan masa aktif soft token, Penyelenggara 
memberitahukan kepada Peserta melalui administrative 
message atau sarana lainnya paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan 

benar; 
2) pengambilan soft token dilakukan setelah Peserta 

mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara; dan 
3) Pengambilan soft token dilakukan oleh pejabat Peserta yang 

berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di 
Penyelenggara, dengan ketentuan: 
a) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja 

kantor pusat Bank Indonesia, pengambilan dilakukan di 
lokasi Penyelenggara; dan 

b) bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja 

kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, 
pengambilan dilakukan di lokasi kantor perwakilan 

Bank Indonesia dalam negeri setempat atau di lokasi 
Penyelenggara. 

4. Tata Cara Penghapusan Soft Token berdasarkan Permintaan Peserta 

a. Peserta mengajukan permohonan penghapusan soft token dengan 
tata cara: 

1) Peserta mengajukan permohonan penghapusan soft token 
secara tertulis kepada Penyelenggara, yang dapat 

disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik atau 
sarana lainnya; 

2) permohonan penghapusan soft token paling kurang memuat 

informasi: 
a) nama Peserta;  

b) kode Peserta; 
c) alasan penghapusan; dan  
d) tanggal efektif penghapusan soft token; dan 

3) permohonan penghapusan soft token ditandatangani oleh 
Pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda 

tangan di Penyelenggara dan paling lama disampaikan             
1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif penghapusan. 

b. Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta 

mengenai penghapusan soft token paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja setelah pelaksanaan penghapusan soft token. 
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E. TATA CARA PENAMBAHAN USER DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 
1. Peserta mengajukan permohonan penambahan user dengan tata cara: 

a. permohonan penambahan user disampaikan secara tertulis 
kepada Penyelenggara, yang dapat disampaikan terlebih dahulu 

melalui surat elektronik atau sarana lainnya; 
b. permohonan penambahan user paling kurang memuat informasi: 

1) nama Peserta; 
2) kode Peserta;  
3) jumlah user yang ada di Peserta; 

4) alasan penambahan; dan 
5) jumlah penambahan; 

c. permohonan penambahan user ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di 
Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan 

tembusan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri 
yang mewilayahi, bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah 

kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. 
2. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengajuan permohonan penambahan 

user: 
a. dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan penambahan 

user, Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui 

administrative message atau sarana lainnya paling lama                 
15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap dan benar; 
b. persetujuan permohonan penambahan user mencakup informasi 

jumlah penambahan user yang disetujui. 

 
F. PENGELOLAAN LIKUIDITAS DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST 

1. Tata Cara Penyediaan dan Pemindahan Likuiditas bagi PL  
a. Pengelolaan likuiditas secara otomatis dilakukan dengan tata 

cara: 

1) PL menetapkan upper limit, reference balance, amber level, 
dan red level dengan mempertimbangkan kebutuhan 

transaksi pada BI-FAST; 
2) PL melakukan pengaturan otomatis pada BI-FAST untuk 

penyediaan dan pemindahan dana antara RSD dan rekening 

setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS; 
3) berdasarkan pengaturan otomatis yang dilakukan PL, 

berlaku: 
a) saat saldo RSD mencapai red level, BI-FAST 

menginisiasi transaksi penyediaan dana secara otomatis 

dari rekening setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS ke 
RSD; dan 

b) saat saldo RSD mencapai upper limit, BI-FAST 
menginisiasi transaksi pemindahan dana secara 

otomatis dari RSD ke rekening setelmen dana PL di 
Sistem BI-RTGS; 

dan 

4) PL dapat melakukan penyediaan dana sebelum saldo RSD 
mencapai red level atau melakukan pemindahan dana 

sebelum saldo RSD mencapai upper limit setiap saat sesuai 
transaction type code (TTC) top up and withdrawal time period 
operasional Sistem BI-RTGS. 

b. Pengelolaan likuiditas secara manual dilakukan dengan tata cara: 
1) PL menetapkan upper limit, reference balance, amber level, 

dan red level dengan mempertimbangkan kebutuhan 
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transaksi pada BI-FAST; 
2) PL melakukan pengaturan manual pada BI-FAST untuk 

penyediaan dan pemindahan dana antara RSD dan rekening 
setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS; 

3) berdasarkan pengaturan manual yang dilakukan oleh PL, 

berlaku: 
a) saat saldo RSD mencapai red level, PL melakukan 

penyediaan dana secara manual dari rekening setelmen 
dana PL di Sistem BI-RTGS ke RSD; dan 

b) saat saldo RSD mencapai upper limit, PL melakukan 

pemindahan dana secara manual dari RSD ke rekening 
setelmen dana PL di Sistem BI-RTGS; 

dan 
4) PL dapat melakukan penyediaan dana sebelum saldo RSD 

mencapai red level atau melakukan pemindahan dana 

sebelum saldo RSD mencapai upper limit setiap saat sesuai 
transaction type code (TTC) top up and withdrawal time period 

operasional Sistem BI-RTGS. 
2. Tata Cara Penyediaan dan Pemindahan Likuiditas bagi PTL 

a. Pengelolaan likuiditas secara otomatis dilakukan dengan tata 
cara: 
1) PTL melalui Bank Sponsor menetapkan upper limit, reference 

balance, amber level, dan red level dengan 
mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST; 

2) Penyediaan likuiditas PTL secara otomatis dilakukan melalui 
PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; 

3) Bank Sponsor melakukan pengaturan otomatis pada BI-

FAST untuk penyediaan atau pemindahan dana antara RSD 
PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor dan Sub-RSD; dan 

4) Berdasarkan pengaturan otomatis Bank Sponsor, berlaku: 
a) saat saldo Sub-RSD mencapai red level, BI-FAST 

menginisiasi transaksi penyediaan dana secara otomatis 

dari RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke 
Sub-RSD; dan 

b) saat saldo Sub-RSD mencapai upper limit, BI-FAST 
menginisiasi transaksi pemindahan dana secara 
otomatis dari Sub RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai 

Bank Sponsor. 
b. Pengelolaan likuiditas secara manual dilakukan dengan tata cara: 

1) PTL melalui Bank Sponsor menetapkan upper limit, reference 
balance, amber level, dan red level dengan 

mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST; 
2) Penyediaan likuiditas PTL secara manual dilakukan melalui 

PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; 

3) Bank Sponsor melakukan pengaturan manual pada BI-FAST 
untuk penyediaan atau pemindahan dana antara RSD PL 

yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor dan Sub-RSD; dan 
4) Berdasarkan pengaturan manual Bank Sponsor, berlaku: 

a) saat saldo Sub-RSD mencapai red level, Bank Sponsor 

melakukan penyediaan dana secara manual dari RSD 
PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD; 

dan 
b) saat saldo Sub-RSD mencapai upper limit, Bank Sponsor 

melakukan pemindahan dana secara manual dari Sub-

RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor; 
dan 
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5) Bank Sponsor dapat melakukan penyediaan dana sebelum 
saldo Sub-RSD mencapai red level atau melakukan 

pemindahan dana sebelum saldo Sub-RSD mencapai upper 
limit setiap saat berdasarkan permintaan PTL. 

 
G. PROXY ADDRESS 

1. Tata Cara Pendaftaran Proxy Address 
a. Pendaftaran Proxy Address dilakukan dengan tata cara: 

1) Penulisan Proxy Address dilakukan dengan ketentuan: 

a) untuk Proxy Address berupa nomor telepon genggam 
(mobile phone number), penulisan dilakukan dengan 

format: 
[kode negara][nomor telepon genggam]. 

Contoh: 6281123456789. 
b) untuk Proxy Address berupa alamat surat elektronik 

(email address), penulisan dilakukan dengan format: 
user@domain.com 
Contoh: bifast@bifast.co.id 

2) Peserta melakukan validasi pendaftaran Proxy Address yang 
diterima dari nasabah; 

3) Peserta meneruskan instruksi pendaftaran Proxy Address 
kepada BI-FAST; 

4) BI-FAST melakukan verifikasi pendaftaran Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; 

5) BI-FAST mengeluarkan ID Pendaftaran Proxy Address, dalam 

hal Proxy Address berhasil didaftarkan;  
6) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status pendaftaran Proxy 

Address; dan 
7) Peserta menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran 

Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 
diproses kepada nasabah. 

b. Pendaftaran Proxy Address tidak dapat diproses dalam hal: 
1) Proxy Address yang akan didaftarkan telah terdaftar pada 

Peserta yang sama; atau 
2) Proxy Address yang akan didaftarkan telah terdaftar pada 

Peserta lain. 

2. Tata Cara Pemrosesan Perubahan Proxy Address 
a. Perubahan data Proxy Address berdasarkan permintaan nasabah 

dilakukan dengan tata cara: 
1) Peserta melakukan validasi permintaan perubahan data 

Proxy Address yang diterima dari nasabah; 

2) Peserta meneruskan instruksi perubahan data Proxy Address 
kepada BI-FAST;  

3) BI-FAST melakukan verifikasi perubahan data Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; 

4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status perubahan data 
Proxy Address; dan 

5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status perubahan 
data Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak 
berhasil diproses kepada nasabah. 

b. Perubahan data Proxy Address berdasarkan inisiatif Peserta 
dilakukan dengan tata cara: 

1) Peserta membuat instruksi perubahan data Proxy Address 
kepada BI-FAST;  

2) BI-FAST melakukan verifikasi perubahan data Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; dan 
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3) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status perubahan data 
Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 

diproses. 
c. Perubahan data Proxy Address tidak dapat diproses dalam hal: 

1) status Proxy Address ditangguhkan, tidak aktif, atau tidak 
dapat ditemukan dalam database Proxy Address BI-FAST; 

dan/atau 
2) Peserta yang mengirimkan instruksi perubahan data Proxy 

Address berbeda dengan Peserta dimana Proxy Address 
tersebut didaftarkan. 

3. Tata Cara Pemrosesan Penangguhan dan Pengaktifan Kembali Proxy 
Address 
a. Penangguhan Proxy Address berdasarkan permintaan nasabah 

dilakukan dengan tata cara: 
1) Peserta melakukan validasi penangguhan Proxy Address 

yang diterima dari nasabah; 
2) Peserta meneruskan instruksi penangguhan Proxy Address 

kepada BI-FAST;  

3) BI-FAST melakukan verifikasi penangguhan Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; 

4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penangguhan Proxy 
Address; dan 

5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status penangguhan 
Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 
diproses kepada nasabah. 

b. Penangguhan Proxy Address berdasarkan inisiatif Peserta 
dilakukan dengan tata cara: 

1) Peserta membuat instruksi penangguhan Proxy Address 
kepada BI-FAST; 

2) BI-FAST melakukan verifikasi penangguhan Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; dan 

3) BI-FAST akan mengeluarkan notifikasi status penangguhan 

Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 
diproses. 

c. Penangguhan Proxy Address tidak dapat diproses dalam hal: 
1) Proxy Address tidak aktif atau tidak dapat ditemukan dalam 

database Proxy Address BI-FAST; 
2) Peserta yang mengirimkan instruksi penangguhan Proxy 

Address berbeda dengan Peserta dimana Proxy Address 
tersebut didaftarkan; 

3) nomor rekening yang ditangguhkan berbeda; 

4) ID pendaftaran Proxy Address berbeda; dan/atau 
5) status Proxy Address nasabah ditangguhkan. 

d. Proxy Address yang telah ditangguhkan dapat diaktifkan kembali 
oleh pihak yang melakukan penangguhan Proxy Address. 

4. Tata Cara Pemrosesan Pengalihan Proxy Address 
a. Proses pengalihan Proxy Address dilakukan dengan tata cara: 

1) Peserta yang menerima pengalihan Proxy Address 
melakukan validasi pengalihan Proxy Address yang diterima 

dari nasabah; 
2) Peserta yang menerima pengalihan Proxy Address 

meneruskan instruksi pengalihan Proxy Address kepada BI-
FAST;  

3) BI-FAST melakukan verifikasi pengalihan Proxy Address 

yang diterima dari Peserta; 
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4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status pengalihan Proxy 
Address kepada: 

a) Peserta yang menerima pengalihan; dan 
b) Peserta dimana nasabah mendaftar Proxy Address 

sebelumnya, dalam hal Proxy Address berhasil 
dialihkan; 

5) Peserta yang menerima pengalihan menyampaikan 
pemberitahuan status pengalihan Proxy Address kepada 
nasabah; dan 

6) Peserta dimana nasabah mendaftar Proxy Address 
menyampaikan status pengalihan Proxy Address kepada 

nasabah. 
b. Pengalihan Proxy Address tidak dapat diproses dalam hal: 

1) Peserta yang menerima perintah pengalihan Proxy Address 
dan Peserta dimana nasabah mendaftar Proxy Address 

sebelumnya merupakan Peserta yang sama; dan/atau 
2) status Proxy Address nasabah ditangguhkan. 

5. Tata Cara Pemrosesan Penghapusan Proxy Address 

a. Penghapusan Proxy Address berdasarkan permintaan nasabah 
dilakukan dengan tata cara: 

1) Peserta melakukan validasi penghapusan Proxy Address 
yang diterima dari nasabah; 

2) Peserta meneruskan instruksi penghapusan Proxy Address 
kepada BI-FAST;  

3) BI-FAST melakukan verifikasi penghapusan Proxy Address 
yang diterima dari Peserta; 

4) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penghapusan Proxy 
Address; dan 

5) Peserta menyampaikan pemberitahuan status penghapusan 
Proxy Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 
diproses kepada nasabah. 

b. Penghapusan data Proxy Address berdasarkan inisiatif Peserta 
dilakukan dengan tata cara: 

1) Peserta membuat instruksi penghapusan Proxy Address 
kepada BI-FAST; 

2) BI-FAST melakukan verifikasi penghapusan Proxy Address 

yang diterima dari Peserta; dan 
3) BI-FAST mengeluarkan notifikasi status penghapusan Proxy 

Address yang berhasil diproses ataupun tidak berhasil 
diproses. 

c. Penghapusan Proxy Address tidak dapat diproses dalam hal: 
1) status Proxy Address ditangguhkan, tidak aktif, atau tidak 

dapat ditemukan dalam database Proxy Address BI-FAST; 
dan/atau 

2) Peserta yang mengirimkan instruksi penghapusan Proxy 
Address berbeda dengan Peserta yang mendaftarkan Proxy 
Address. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
STANDAR OPERASIONAL LAYANAN BI-FAST 

 
A. LAYANAN ICT 

1. Kode Transaksi pada Layanan ICT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Transfer dana antar nasabah berbasis nomor 
rekening 

010 

2.  Reversal Transaction 011 

3.  Transfer dana antar nasabah berbasis Proxy Address 110 

4.  Account Enquiry Request (AER) 510 

5.  Proxy Enquiry Request (PER) 610 

6.  Pengecekan pendaftaran Proxy Address 620 

7.  Pendaftaran Proxy Address 710 

8.  Perubahan, penangguhan, pengalihan, penghapusan 
Proxy Address 

720 

9.  Transfer dana antar nasabah Peserta dalam rangka 
treasury single account 

810 

 
2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Penerima 

a. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 

melalui AER 
1) Peserta pengirim memproses perintah validasi informasi 

nasabah penerima dengan tata cara: 
a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit 

memuat: 
i. nama Peserta penerima; dan 
ii. nomor rekening nasabah penerima; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan AER ke    
BI-FAST Hub berdasarkan perintah validasi nasabah 

penerima yang diterima; 
c) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 
d) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 
pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 

pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 

e) Peserta pengirim menerima hasil validasi AER dari        
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 

pengiriman AER; 
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f) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 
pengiriman AER kepada nasabah pengirim;  

g) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 
inisiasi dari nasabah pengirim; 

h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta pengirim,         
BI-FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta penerima. 

3) Peserta penerima memproses AER yang diterima dengan tata 
cara: 
a) Peserta penerima melakukan validasi AER sesuai 

dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan;  
b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 

adalah validasi antara data nomor rekening yang 
tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 

c) Peserta penerima mengirimkan hasil validasi AER ke     
BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Peserta pengirim. 
b. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address melalui 

PER 

1) Peserta pengirim memproses perintah validasi nasabah 
penerima dengan tata cara: 

a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 
perintah validasi nasabah penerima berbasis Proxy 
Address; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan PER ke    
BI-FAST Hub berdasarkan perintah validasi nasabah 

penerima yang diterima; 
c) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 

d) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 
pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 

pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 

e) Peserta pengirim menerima hasil validasi PER dari        
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 

pengiriman PER; 
f) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 

pengiriman PER kepada nasabah pengirim;  

g) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 
inisiasi dari nasabah pengirim; 

h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 
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i) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 

melalui surat. 
2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta pengirim,          

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

a) melakukan validasi PER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan pada database Proxy Address        
BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 

pengirim untuk selanjutnya diteruskan kepada nasabah 
pengirim. 
 

3. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 
a. Peserta pengirim memproses perintah transfer dana dari nasabah 

pengirim dengan tata cara: 

1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 
adanya konfirmasi dari nasabah pengirim untuk 

melanjutkan proses transfer dana berdasarkan hasil validasi 
nasabah penerima; 

2) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim; 
3) untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer 

dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah 
pengirim untuk mengisi perintah transfer dana secara 
lengkap dan benar; 

4) perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 
paling sedikit memuat informasi: 
a) identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 
b) identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 
c) identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 

Peserta penerima; 

d) jumlah dana yang ditransfer;  
e) tanggal perintah transfer dana;  

f) tujuan transfer dana; dan 
g) informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 

perintah transfer dana. 
5) Peserta pengirim membuat CTR sesuai dengan perintah 

transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim dengan 

memperhatikan message field yang harus diisi oleh Peserta 
pengirim; 

6) pengiriman CTR ke Peserta penerima melalui BI-FAST Hub 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah transfer 
dana diterima pada waktu mendekati pergantian tanggal 
valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di lokasi 

server Penyelenggara); 
7) Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

8) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 

melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub RSD 
Peserta pengirim sejumlah nominal yang tertera dalam CTR;  
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9) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan pertimbangan 

tertentu; dan 
10) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 9) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Peserta penerima memproses CTR yang diterima dari BI-FAST 
Hub dengan tata cara: 

1) Peserta penerima melakukan validasi CTR yang diterima 
dengan melakukan pengecekan status rekening nasabah 
penerima; dan 

2) Peserta penerima menginformasikan hasil validasi CTR ke     
BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi CTR 

dilakukan. 
c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima, 

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 
pengirim; 

2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 
secara individual; 

3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 

dengan ketentuan: 
a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 

Sub RSD Peserta pengirim dan pengkreditan RSD atau 
Sub RSD Peserta penerima; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 

first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 
c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana 

di RSD atau Sub-RSD; dan 
d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima;  

4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim 
dan Peserta penerima; dan 

5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 
hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 

d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 

1) Peserta pengirim menyampaikan status transaksi kepada 
nasabah pengirim; dan 

2) Peserta penerima meneruskan dana dan menyampaikan 

informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 
e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dilakukan segera setelah Peserta pengirim dan Peserta penerima 
menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 

f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima atau     

BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku ketentuan: 
1) Kondisi di Peserta Penerima 

a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 
penerima tidak memberikan respons atas CTR yang 
disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat 

diberlakukan mekanisme deemed settle. Deemed settle 
merupakan Setelmen Dana yang dilakukan tanpa 

disertai respons dari Peserta penerima. 
b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima: 

i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 
nasabah penerima, dalam hal Peserta penerima 
tidak melakukan penolakan atas deemed settle; 
atau 
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ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
pengirim melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima melakukan penolakan 
atas deemed settle karena rekening nasabah 

penerima dalam status tidak aktif antara lain 
disebabkan oleh rekening nasabah penerima telah 
ditutup atau diblokir. 

c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 
settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 
penerima agar dapat direspons oleh Peserta penerima. 

d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 
mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 
tertentu. 

e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 

memberikan respons sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan ditolak 
dengan status timeout. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 
a) Dalam hal Peserta pengirim belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 
dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 

dianggap pending dan Peserta pengirim dapat 
melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 

b) Peserta pengirim menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada nasabah 
pengirim. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 
payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 

Hub, Peserta pengirim dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 

dapat memberikan respons sesuai dengan jangka waktu 
yang ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan 
ditolak dengan status timeout. 

 
B. LAYANAN RFP 

1. Kode Transaksi pada Layanan RFP 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  RFP Request berbasis Proxy Address 851 

2.  RFP Request berbasis nomor rekening 853 

3.  Transfer dana Layanan RFP antar nasabah 310 

4.  Tolakan RFP Request berbasis Proxy Address  852 

5.  Tolakan RFP Request berbasis nomor rekening  854 

6.  Account Enquiry Request (AER) 510 

7.  Proxy Enquiry Request (PER) 610 
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2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Pembayar  
a. Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Nomor Rekening 

melalui AER 
1) Peserta penerima pembayaran memproses perintah validasi 

informasi nasabah pembayar dengan tata cara: 

a) Peserta penerima pembayaran memastikan 
kelengkapan informasi perintah validasi nasabah 

pembayar yang paling sedikit memuat: 
i. nama Peserta pembayar; dan 
ii. nomor rekening nasabah pembayar. 

b) Peserta penerima pembayaran membuat dan 
mengirimkan AER ke BI-FAST Hub berdasarkan 

perintah validasi nasabah pembayar yang diterima; 
c) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah pembayar; 
d) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah pembayar dari nasabah 
penerima pembayaran diterima oleh Peserta penerima 

pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta 
sehingga Peserta penerima pembayaran tidak 
mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah 

validasi nasabah pembayar (yang dimaksud dengan 
“pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00:00:00 WIB 

di lokasi server Penyelenggara); 
e) Peserta penerima pembayaran menerima hasil validasi 

AER dari BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik 

sejak pengiriman AER; 
f) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan 

informasi status pengiriman AER kepada nasabah 
penerima pembayaran;  

g) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah penerima pembayaran; 
h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta penerima 
pembayaran, BI-FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta 
pembayar. 

3) Peserta pembayar memproses AER yang diterima dengan tata 
cara: 

a) Peserta pembayar melakukan validasi AER sesuai 
dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan; 

b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 

adalah validasi antara data nomor rekening yang 
tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 

c) Peserta pembayar mengirimkan hasil validasi AER ke    
BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Peserta penerima pembayaran. 
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b. Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Proxy Address 
melalui PER 

1) Peserta penerima pembayaran memproses perintah validasi 
nasabah pembayar dengan tata cara: 

a) Peserta penerima pembayaran memastikan 
kelengkapan informasi perintah validasi nasabah 
pembayar berbasis Proxy Address; 

b) Peserta penerima pembayaran membuat dan 
mengirimkan PER ke BI-FAST Hub berdasarkan 

perintah validasi nasabah pembayar yang diterima; 
c) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah pembayar; 
d) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah pembayar dari nasabah 
penerima pembayaran diterima oleh Peserta penerima 

pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta 
sehingga Peserta penerima pembayaran tidak 
mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah 

validasi nasabah pembayar (yang dimaksud dengan 
“pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00:00:00 WIB 

di lokasi server Penyelenggara); 
e) Peserta penerima pembayaran menerima hasil validasi 

PER dari BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik 

sejak pengiriman PER; 
f) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan 

informasi status pengiriman PER kepada nasabah 
penerima pembayaran;  

g) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 
inisiasi dari nasabah penerima pembayaran; 

h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta penerima 
pembayaran, BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
a) melakukan validasi PER dengan data nasabah 

pembayar yang ditatausahakan pada database Proxy 
Address BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 
penerima pembayaran untuk selanjutnya diteruskan 

kepada nasabah penerima pembayaran. 
 

3. Tata Cara Pemrosesan Informasi Permintaan Bayar melalui RFP 

Request 
a. Peserta penerima pembayaran memproses informasi permintaan 

bayar yang dibuat oleh nasabah penerima pembayaran dengan 

tata cara: 
1) Peserta penerima pembayaran memastikan kelengkapan 

informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah 
penerima pembayaran; 

2) untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan 

bayar, Peserta penerima pembayaran harus mensyaratkan 
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kepada nasabah penerima pembayaran untuk mengisi 
informasi permintaan bayar secara lengkap dan benar; 

3) informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah 
penerima pembayaran paling sedikit memuat informasi: 
a) identitas nasabah pembayar, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 
b) identitas nasabah penerima pembayaran, paling sedikit 

memuat nama dan nomor rekening; 
c) identitas Peserta pembayar, paling sedikit memuat 

nama Peserta pembayar; 

d) identitas Peserta penerima pembayaran, paling sedikit 
memuat nama Peserta penerima pembayaran; 

e) jumlah dana yang dibayarkan; 
f) masa berlaku perintah permintaan bayar;  
g) tujuan permintaan bayar; dan 

h) informasi lain yang yang ditetapkan oleh Penyelenggara 
4) Peserta penerima pembayaran membuat dan mengirimkan 

RFP Request ke BI-FAST Hub berdasarkan informasi 

permintaan bayar nasabah penerima pembayaran yang 
diterima; 

5) Peserta penerima pembayaran menerima hasil respons 
status RFP Request dari BI-FAST Hub paling lama                    

15 (lima belas) detik sejak pengiriman RFP Request; 
6) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan respons 

status RFP Request kepada nasabah penerima pembayaran;  

7) RFP Request yang gagal diproses dapat diajukan kembali 
dengan inisiasi dari nasabah penerima pembayaran;  

8) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan pertimbangan 

tertentu; dan 
9) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 8) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Berdasarkan RFP Request yang diterima dari Peserta penerima 
pembayaran, BI-FAST Hub meneruskan RFP Request kepada 

Peserta pembayar. 
c. Peserta pembayar memproses RFP Request yang diterima dengan 

tata cara: 

1) Peserta pembayar melakukan validasi RFP Request yang 
diterima dengan melakukan pengecekan status rekening 

nasabah pembayar; 
2) Peserta pembayar mengirimkan respons status RFP Request 

ke BI-FAST Hub berdasarkan hasil validasi RFP Request 
untuk selanjutnya diteruskan kepada Peserta penerima 
pembayaran; 

3) Respons status RFP Request berupa: 
a) received, yaitu RFP Request telah berhasil diteruskan 

kepada nasabah pembayar; atau 
b) not received, yaitu RFP Request tidak berhasil 

diteruskan kepada nasabah pembayar. 
d. Status RFP Request adalah sebagai berikut: 

1) Received, yaitu RFP Request sudah diterima oleh Peserta 
pembayar atau RFP Request sudah disetujui oleh Peserta 
pembayar namun CTR tidak berhasil dijalankan; 

2) Settled, yaitu RFP Request sudah disetujui Peserta pembayar 
dan CTR berhasil dijalankan; 

3) Rejected, yaitu RFP Request ditolak oleh Peserta pembayar. 
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4. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 
a. Peserta pembayar memproses perintah transfer dana dari 

nasabah pembayar dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 

adanya persetujuan dari nasabah pembayar untuk 

melanjutkan proses transfer dana berdasarkan RFP Request; 
2) Peserta pembayar membuat CTR sesuai dengan RFP Request 

yang dikirimkan oleh Peserta Penerima pembayaran dengan 
memperhatikan message field yang harus diisi oleh Peserta 

pembayar; 
3) pengiriman CTR ke Peserta penerima pembayaran melalui 

BI-FAST Hub dilakukan pada tanggal yang sama dengan 

tanggal diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah 
transfer dana diterima pada waktu mendekati pergantian 

tanggal valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di 
lokasi server Penyelenggara); 

4) Peserta pembayar menerima status pengiriman CTR dari       
BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

5) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima pembayaran, 
BI-FAST Hub melakukan pemblokiran dana pada RSD atau 

Sub RSD Peserta pembayar sejumlah nominal yang tertera 
dalam CTR;  

6) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

7) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
angka 6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Peserta penerima pembayaran memproses CTR yang diterima dari 

BI-FAST Hub dengan tata cara: 
1) Peserta penerima pembayaran melakukan validasi CTR yang 

diterima dengan melakukan pengecekan status rekening 
nasabah penerima pembayaran; dan 

2) Peserta penerima pembayaran menginformasikan hasil 

validasi CTR ke BI-FAST Hub segera setelah validasi dan 
akseptasi CTR dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima 
pembayaran, BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 

pembayar; 
2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 
3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 

dengan ketentuan:  

a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 
Sub RSD Peserta pembayar dan pengkreditan RSD atau 

Sub RSD Peserta penerima pembayaran; 
b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 

first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana 
di RSD atau Sub-RSD; dan 

d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 
akseptasi CTR dari Peserta penerima pembayaran;  

4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta 

pembayar dan Peserta penerima pembayaran; dan 
 



10 

 

 

5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 
hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 

d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 
1) Peserta pembayar menyampaikan status transaksi kepada 

nasabah pembayar; dan 

2) Peserta penerima pembayaran meneruskan dana dan 
menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada 

nasabah penerima pembayaran. 
e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dilakukan segera setelah Peserta pembayar dan Peserta penerima 

pembayaran menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima 

pembayaran atau BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku 
ketentuan: 
1) Kondisi di Peserta Penerima Pembayaran 

a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 
penerima pembayaran tidak memberikan respons atas 

CTR yang disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat 
diberlakukan mekanisme deemed settle. Deemed settle 
merupakan Setelmen Dana yang dilakukan tanpa 

disertai respons dari Peserta penerima pembayaran. 
b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima 

pembayaran: 
i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 

nasabah penerima pembayaran, dalam hal Peserta 

penerima pembayaran tidak melakukan penolakan 
atas deemed settle; atau 

ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
pembayar melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima pembayaran 
melakukan penolakan atas deemed settle karena 
rekening nasabah penerima pembayaran dalam 

status tidak aktif antara lain disebabkan oleh 
rekening nasabah penerima pembayaran telah 

ditutup atau diblokir. 
c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 

settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 
penerima pembayaran agar dapat direspons oleh Peserta 

penerima pembayaran. 
d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 

mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 

tertentu. 
e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 

oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima 
pembayaran tidak memberikan respons sesuai dengan 

jangka waktu yang ditetapkan Penyelenggara maka 
transaksi akan ditolak dengan status timeout. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 

a) Dalam hal Peserta pembayar belum mendapatkan 
informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 

dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 
dianggap pending dan Peserta pembayar dapat 

melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 
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b) Peserta pembayar menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada nasabah 
pembayar. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 
payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 

Hub, Peserta pembayar dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima 

pembayaran tidak dapat memberikan respons sesuai 
dengan jangka waktu yang ditetapkan Penyelenggara 
maka transaksi akan ditolak dengan status timeout. 

 
C. LAYANAN BCT 

1. Kode Transaksi pada Layanan BCT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Transfer dana antar nasabah berbasis nomor 
rekening 

010 

2.  Reversal Transaction 011 

3.  Transfer dana antar nasabah berbasis Proxy Address 110 

4.  Account Enquiry Request (AER) 510 

5.  Proxy Enquiry Request (PER) 412 

 
2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Penerima  

a. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 
melalui AER 

1) Peserta pengirim memproses perintah validasi informasi 
nasabah penerima dengan tata cara: 
a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit 
memuat: 
i. nama Peserta penerima; dan 

ii. nomor rekening nasabah penerima; 
b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk AER 

ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan 
perintah validasi nasabah penerima yang diterima;  

c) bulk AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diubah 
menjadi AER pada BI-FAST Connector atau BI-FAST API 
dan dikirimkan ke BI-FAST Hub. 

d) 1 (satu) bulk AER paling banyak memuat 1.000 (seribu) 
AER; 

e) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 
f) Pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 

perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 
pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 

pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 
perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 

dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 
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g) Peserta pengirim menerima hasil validasi AER dari         
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 

pengiriman AER; 
h) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 

pengiriman AER kepada nasabah pengirim;  
i) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah pengirim; 

j) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

k) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam huruf j) disampaikan kepada seluruh Peserta 

melalui surat. 
2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta pengirim,         

BI-FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta penerima. 

3) Peserta penerima memproses AER yang diterima dengan tata 
cara: 

a) Peserta penerima melakukan validasi AER sesuai 
dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan; 

b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 

adalah validasi antara data nomor rekening yang 
tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 

yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 
c) Peserta penerima mengirimkan hasil validasi AER ke      

BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Peserta pengirim. 
b. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address melalui 

Bulk PER 
1) Peserta pengirim memproses perintah validasi nasabah 

penerima dengan tata cara: 
a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah validasi nasabah penerima berbasis Proxy 
Address; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk PER 

ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan 
perintah validasi nasabah penerima; 

c) bulk PER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diubah 
menjadi PER pada BI-FAST Connector atau BI-FAST API 

dan dikirimkan ke BI-FAST Hub; 
d) 1 (satu) bulk PER paling banyak memuat 1.000 (seribu) 

PER; 

e) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 
f) Pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 

perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 
pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 

pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 
perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 

dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 

g) Peserta pengirim menerima hasil validasi PER dari        
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 
pengiriman PER ; 
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h) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 
pengiriman PER kepada nasabah pengirim;  

i) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 
inisiasi dari nasabah pengirim; 

j) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  g) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

k) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam huruf j) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta pengirim,          
BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

a) melakukan validasi PER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan pada database Proxy Address       
BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 
pengirim. 

 
3. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 

a. Peserta pengirim memproses perintah transfer dana dari nasabah 

pengirim dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 

adanya konfirmasi dari nasabah pengirim untuk 
melanjutkan proses transfer dana berdasarkan hasil validasi 
nasabah penerima; 

2) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 
perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim; 

3) untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer 

dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah 
pengirim untuk mengisi perintah transfer dana secara 

lengkap dan benar; 
4) perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 

paling sedikit memuat informasi: 

a) identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat 
nama dan nomor rekening; 

b) identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat 
nama dan nomor rekening; 

c) identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 

Peserta penerima; 
d) jumlah dana yang ditransfer;  
e) tanggal perintah transfer dana;  

f) tujuan transfer dana; dan 
g) informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 
perintah transfer dana. 

5) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk CTR ke   

BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan perintah 
transfer dana nasabah pengirim dengan memperhatikan 

message field yang harus diisi oleh Peserta pengirim;  
6) bulk CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf 5) diubah 

menjadi CTR pada BI-FAST Connector atau BI-FAST API dan 
dikirimkan ke BI-FAST Hub. 

7) 1 (satu) bulk CTR sebagaimana dimaksud pada angka 5), 
memuat paling sedikit 20 (dua puluh) sampai dengan paling 
banyak 1.000 (seribu) CTR;  
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8) pengiriman CTR ke Peserta penerima melalui BI-FAST Hub 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah transfer 
dana diterima pada waktu mendekati pergantian tanggal 

valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di lokasi 
server Penyelenggara); 

9) Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

10) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 
melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub RSD 

Peserta pengirim sejumlah nominal yang tertera dalam CTR; 
11) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada angka 9) dengan pertimbangan 

tertentu; dan 
12) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 11) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui 

surat. 
b. Peserta penerima memproses CTR yang diterima dari BI-FAST 

Hub dengan tata cara: 
1) Peserta penerima melakukan validasi CTR yang diterima 

dengan melakukan pengecekan status rekening nasabah 

penerima; dan 
2) Peserta penerima menginformasikan hasil validasi CTR ke    

BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi CTR  
dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima, 

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 

pengirim; 
2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 

3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 
dengan ketentuan: 

a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 
Sub RSD Peserta pengirim dan pengkreditan RSD atau 
Sub RSD Peserta penerima; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 
first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi;  

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana 
di RSD atau Sub-RSD; dan 

d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima;  
4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim 

dan Peserta penerima; dan 
5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 

hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 

d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 
1) Peserta pengirim menyampaikan status transaksi kepada 

nasabah pengirim; dan 

2) Peserta penerima meneruskan dana dan menyampaikan 
informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 

e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dilakukan segera setelah Peserta pengirim dan Peserta penerima 
menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
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f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima atau    
BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku ketentuan: 

1) Kondisi di Peserta Penerima 
a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

penerima tidak memberikan respons atas CTR yang 
disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat berlaku 
mekanisme deemed settle. Deemed settle merupakan 

Setelmen Dana yang dilakukan tanpa disertai respons 
dari Peserta penerima. 

b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima: 
i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 

nasabah penerima, dalam hal Peserta penerima 

tidak melakukan penolakan atas deemed settle; 
atau 

ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
pengirim melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima melakukan penolakan 
atas deemed settle karena rekening nasabah 
penerima dalam status tidak aktif antara lain 

disebabkan oleh rekening nasabah penerima telah 
ditutup atau diblokir. 

c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 
settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 
penerima agar dapat direspons oleh Peserta penerima. 

d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 

mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 
tertentu. 

e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
memberikan respons sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan ditolak 
dengan status timeout. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 
a) Dalam hal Peserta pengirim belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 

dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 
dianggap pending dan Peserta pengirim dapat 

melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 

b) Peserta pengirim menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada nasabah 
pengirim. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 

payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 

Hub, Peserta pengirim dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
dapat memberikan respons sesuai dengan jangka waktu 

yang ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan 
ditolak dengan status timeout. 
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D. LAYANAN DDT 
1. Kode Transaksi pada Layanan DDT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Pendaftaran Standing Instruction oleh Peserta penagih  802 

2.  Pendaftaran Standing Instruction oleh Peserta tertagih  821 

3.  Respons atas “pendaftaran Standing Instruction oleh 
Peserta penagih”  

803 

4.  Respons atas “pendaftaran Standing Instruction oleh 
Peserta tertagih” 

822 

5.  Perubahan Standing Instruction oleh Peserta penagih 761 

6.  Perubahan Standing Instruction oleh Peserta tertagih 762 

7.  Respons atas “perubahan Standing Instruction oleh 
Peserta penagih” 

771 

8.  Respons atas “perubahan Standing Instruction oleh 
Peserta tertagih” 

772 

9.  Penghapusan Standing Instruction oleh Peserta 
penagih 

764 

10.  Penghapusan Standing Instruction oleh Peserta 
tertagih 

763 

11.  Penagihan Layanan Direct Debit Transfer 210 

12.  Reverse Direct Debit Transfer 872 

13.  Bulk Standing Instruction by Creditor 413 

14.  Bulk Standing Instruction by Debtor 414 

 

2. Tata Cara Pendaftaran,  Perubahan Data, dan Penghapusan Biller 
a. Tata Cara Pendaftaran Biller 

1) Peserta memproses permintaan pendaftaran Biller dengan 
tata cara sebagai berikut: 
a) Peserta memastikan calon Biller memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan berdasarkan kebijakan internal 
masing-masing Peserta (termasuk penerapan prinsip 

know your customer); 
b) Peserta melakukan pendaftaran Biller ke BI-FAST Portal 

secara individual atau bulk berdasarkan permintaan 
calon Biller; 

c) pendaftaran Biller ke BI-FAST Portal dilengkapi dengan 
dokumen pendukung berupa Nomor Induk Berusaha 

(NIB) yang disampaikan kepada Penyelenggara melalui 
surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara; 

d) Peserta menerima hasil validasi, status pendaftaran 
Biller, dan Biller ID dari Penyelenggara melalui BI-FAST 

Portal; 
e) Peserta segera meneruskan informasi status 

pendaftaran Biller dan Biller ID kepada Biller; dan 

f) pendaftaran Biller yang gagal diproses dapat diajukan 
kembali dengan inisiasi dari calon Biller. 

2) Berdasarkan pendaftaran Biller yang diterima dari Peserta, 
Penyelenggara: 

a) melakukan validasi data calon Biller yang diinput di      
BI-FAST Portal oleh Peserta dengan dokumen 

pendukung; 
b) membuat Biller ID dalam hal permintaan pendaftaran 

Biller disetujui; dan 
c) menyetujui atau menolak permintaan pendaftaran 

Biller. 
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3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status pendaftaran 
Biller dan Biller ID. 

b. Tata Cara Perubahan Data Biller  
1) Peserta memproses  perubahan data Biller dengan tata cara 

sebagai berikut: 
a) Peserta melakukan  perubahan data Biller ke BI-FAST 

Portal secara individual berdasarkan permintaan  
perubahan data Biller; 

b) perubahan data Biller ke BI-FAST Portal dapat 
dilengkapi dengan dokumen pendukung apabila 
diperlukan; 

c) Peserta menerima hasil validasi dan status  perubahan 
data Biller melalui BI-FAST Portal; 

d) Peserta segera meneruskan informasi status  perubahan 
data Biller kepada Biller; dan 

e) perubahan data Biller yang gagal diproses dapat 
diajukan kembali dengan inisiasi dari Biller. 

2) Berdasarkan  perubahan data Biller yang diterima dari 

Peserta, Penyelenggara: 
a) melakukan validasi data Biller yang diinput di BI-FAST 

Portal oleh Peserta dengan dokumen pendukung, 
apabila ada; dan 

b) menyetujui atau menolak permintaan  perubahan data 
Biller. 

3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status  perubahan 

data Biller. 
c. Tata Cara Penghapusan Biller  

1) Peserta memproses permintaan penghapusan Biller dengan 
tata cara sebagai berikut: 

a) Peserta melakukan penghapusan seluruh Standing 
Instruction Biller bersangkutan yang masih berstatus 

aktif; 
b) Peserta melakukan penghapusan Biller ke BI-FAST 

Portal secara individual berdasarkan permintaan Biller; 
c) Peserta menerima hasil validasi dan status 

penghapusan Biller dari BI-FAST Portal; 
d) Peserta segera meneruskan informasi status 

penghapusan Biller kepada Biller; dan 

e) penghapusan Biller yang gagal diproses dapat diajukan 
kembali dengan inisiasi dari Biller. 

2) Berdasarkan penghapusan Biller yang diterima dari Peserta, 
Penyelenggara: 

a) melakukan validasi dalam rangka penghapusan Biller; 
dan 

b) menyetujui atau menolak permintaan penghapusan 
Biller. 

3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status penghapusan 

Biller. 
d. Status Biller adalah sebagai berikut:  

1) Active, yaitu Biller telah terdaftar di BI-FAST dan dapat 
menjalankan perintah penagihan dana; 

2) Inactive, yaitu Biller telah dihapus; dan 
3) Active with pending action, yaitu Biller berstatus active dan 

sedang dalam proses persetujuan untuk perubahan data.    
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3. Tata Cara Pendaftaran, Perubahan Data, dan Penghapusan Standing 
Instruction 

a. Pendaftaran, perubahan data, dan penghapusan Standing 
Instruction dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector atau        

BI-FAST Portal. 
b. Tata Cara Pendaftaran Standing Instruction atas Inisiasi Peserta 

Penagih 
1) Peserta penagih memproses permintaan pendaftaran 

Standing Instruction yang diterima dari Biller dengan tata cara 

sebagai berikut: 
a) Peserta penagih memastikan kelengkapan informasi 

permintaan pendaftaran Standing Instruction yang 
dibuat oleh Biller; 

b) untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan 
pendaftaran Standing Instruction, Peserta penagih harus 

mensyaratkan kepada Biller untuk mengisi permintaan 
pendaftaran Standing Instruction secara lengkap dan 
benar; 

c) permintaan pendaftaran Standing Instruction paling 
sedikit memuat informasi: 

i. identitas Biller, paling sedikit memuat Biller ID, 
nama Biller, dan nomor rekening; 

ii. identitas Peserta penagih, paling sedikit memuat 
nama Peserta penagih; 

iii. identitas nasabah tertagih, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening nasabah tertagih; 
iv. identitas Peserta tertagih, paling sedikit memuat 

nama Peserta tertagih; 
v. informasi penagihan dana, yang mencakup 

nominal penagihan dana, periode tagihan, dan 

jangka waktu Standing Instruction; dan 
vi. informasi lain yang diperlukan. 

d) Peserta penagih melakukan pemrosesan permintaan 
pendaftaran Standing Instruction dengan membuat 
Standing Instruction registration request; 

e) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 
Instruction registration request secara individual atau 

bulk; 
f) Peserta penagih menerima informasi status pengiriman 

Standing Instruction registration request dari BI-FAST 
Hub; 

g) Peserta penagih segera meneruskan informasi status 
pengiriman Standing Instruction registration request 
kepada Biller;  

h) Peserta penagih menerima informasi status perdaftaran 
Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

i) Peserta penagih meneruskan status perdaftaran 
Standing Instruction kepada Biller; 

j) Peserta penagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah mendapatkan status aktif sebagai dasar 

pelaksanaan penagihan dana; dan 
k) Standing Instruction yang gagal diproses dapat diajukan 

kembali dengan inisiasi dari Biller. 
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2) Berdasarkan Standing Instruction registration request yang 
diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 

sebagai berikut: 
a) melakukan validasi Standing Instruction registration 

request; 
b) membuat nomor referensi Standing Instruction; 

c) meneruskan Standing Instruction registration request 
yang telah berhasil divalidasi kepada Peserta tertagih; 

d) meneruskan informasi status penerusan Standing 
Instruction registration request kepada Peserta penagih; 

e) menerima respons Standing Instruction registration 
request dari Peserta tertagih berdasarkan konfirmasi 
nasabah tertagih; 

f) menyetujui atau menolak Standing Instruction 
berdasarkan respons dari Peserta tertagih; dan 

g) memberikan informasi persetujuan atau penolakan 
Standing Instruction kepada Peserta penagih dan Peserta 

tertagih. 
3) Peserta tertagih memproses Standing Instruction registration 

request yang diterima dengan tata cara: 

a) Peserta tertagih melakukan validasi Standing Instruction 
registration request sesuai dengan data nasabah tertagih 

yang ditatausahakan;  
b) Peserta tertagih meneruskan Standing Instruction 

registration request kepada nasabah tertagih; 
c) Peserta tertagih menyampaikan respons Standing 

Instruction registration request ke BI-FAST Hub 
berdasarkan konfirmasi dari nasabah tertagih;  

d) Peserta tertagih menerima informasi status pendaftaran 
Standing Instruction dari BI-FAST Hub;  

e) Peserta tertagih menyampaikan status pendaftaran 

Standing Instruction kepada nasabah tertagih; dan 
f) Peserta tertagih menatausahakan Standing Instruction 

yang telah mendapatkan status aktif sebagai dasar 
pelaksanaan Direct Debit Request. 

4) Pendaftaran Standing Instruction hanya dapat dilakukan 
terhadap Biller yang sudah terdaftar. 

5) Jangka waktu menyampaikan respons Standing Instruction 
registration request oleh nasabah tertagih adalah 14 (empat 

belas) hari kalender setelah Standing Instruction registration 
request diterima oleh Peserta tertagih. 

c. Tata Cara Perubahan Standing Instruction  
1) Peserta penagih memproses permintaan perubahan Standing 

Instruction yang diterima dari Biller dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a) Peserta penagih melakukan pemrosesan permintaan 

perubahan Standing Instruction dengan membuat 
Standing Instruction update request; 

b) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 
Instruction update request secara individual; 

c) Peserta penagih menerima informasi status pengiriman 
Standing Instruction update request dari BI-FAST Hub; 

d) Peserta penagih segera meneruskan informasi status 
pengiriman Standing Instruction update request kepada 
Biller;  
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e) Peserta penagih menerima informasi status perubahan 
Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

f) Peserta penagih meneruskan status perubahan 
Standing Instruction kepada Biller; dan 

g) Peserta penagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah diubah sebagai dasar pelaksanaan penagihan 

dana;  
2) Berdasarkan Standing Instruction update request yang 

diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 

sebagai berikut: 
a) melakukan validasi Standing Instruction update request; 
b) meneruskan Standing Instruction update request yang 

telah berhasil divalidasi kepada Peserta tertagih; 

c) meneruskan informasi status penerusan Standing 
Instruction update request kepada Peserta penagih; 

d) menerima respons Standing Instruction update request 
dari Peserta tertagih berdasarkan konfirmasi nasabah 
tertagih; 

e) menyetujui atau menolak perubahan Standing 
Instruction berdasarkan respons dari Peserta tertagih; 

dan 
f) memberikan informasi persetujuan atau penolakan 

perubahan Standing Instruction kepada Peserta penagih 
dan Peserta tertagih. 

3) Peserta tertagih memproses Standing Instruction update 
request yang diterima dengan tata cara: 
a) Peserta tertagih melakukan validasi Standing Instruction 

update request sesuai dengan data nasabah tertagih 
yang ditatausahakan;  

b) Peserta tertagih meneruskan Standing Instruction 
update request kepada nasabah tertagih; 

c) Peserta tertagih menyampaikan respons Standing 
Instruction update request ke BI-FAST Hub berdasarkan 

konfirmasi dari nasabah tertagih;  
d) Peserta tertagih menerima informasi status perubahan 

Standing Instruction dari BI-FAST Hub;  

e) Peserta tertagih menyampaikan status perubahan 
Standing Instruction kepada nasabah tertagih; dan 

f) Peserta tertagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah diubah sebagai dasar pelaksanaan Direct 

Debit Request. 
4) Perubahan  Standing Instruction hanya dapat dilakukan 

terhadap Standing Instruction yang telah terdaftar berstatus 
aktif atau berstatus ditangguhkan. 

5) Jangka waktu menyampaikan respons Standing Instruction 
update request oleh nasabah tertagih adalah 14 (empat belas) 
hari kalender setelah Standing Instruction update request 
diterima oleh Peserta tertagih. 

d. Tata Cara Penghapusan Standing Instruction  

1) Peserta penagih memproses perintah penghapusan Standing 
Instruction dengan tata cara sebagai berikut: 

a) Peserta penagih melakukan pemrosesan perintah 
penghapusan Standing Instruction dengan membuat 

Standing Instruction terminate request; 
b) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 

Instruction terminate request secara individual; 
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c) Peserta penagih menerima informasi status 
penghapusan Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

dan 
d) Peserta penagih meneruskan informasi status 

penghapusan Standing Instruction kepada Biller. 
2) Berdasarkan Standing Instruction terminate request yang 

diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 
sebagai berikut: 
a) melakukan validasi Standing Instruction terminate 

request; 
b) menghapus Standing Instruction yang telah berhasil 

divalidasi; dan 
c) mengirimkan status penghapusan Standing Instruction 

kepada Peserta tertagih dan Peserta penagih. 
3) Peserta tertagih memproses penghapusan Standing 

Instruction dengan tata cara: 
a) Peserta tertagih menerima informasi status 

penghapusan Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

dan 
b) Peserta tertagih meneruskan informasi penghapusan 

Standing Instruction kepada nasabah tertagih. 
4) Penghapusan Standing Instruction hanya dapat dilakukan 

terhadap Standing Instruction yang telah terdaftar berstatus 
aktif. 

e. Tata cara pendaftaran, perubahan, dan penghapusan  Standing 
Instruction atas inisiasi Peserta tertagih dilakukan mengikuti alur 
sebagaimana pendaftaran, perubahan, dan penghapusan  

Standing Instruction atas inisiasi Peserta penagih. 
f. Status Standing Instruction adalah sebagai berikut: 

1) active, yaitu Standing Instruction telah terdaftar dan dapat 
dijalankan; 

2) rejected, yaitu Standing Instruction ditolak; 
3) cancelled, yaitu Standing Instruction dihapus; 

4) suspend, yaitu Standing Instruction telah terdaftar dan 
diberhentikan sementara; 

5) expired, yaitu jangka waktu Standing Instruction sudah 

berakhir atau batas waktu penyampaian respons sudah 
terlewati; atau 

6) pending, yaitu Standing Instruction telah didaftarkan dan 
menunggu untuk dilakukan persetujuan oleh pihak 

counterpart (Peserta penagih/Peserta tertagih). 
 

4. Tata Cara Pemrosesan Perintah Penagihan Dana melalui DDR 

a. Peserta penagih memproses perintah penagihan dana dari Biller 
dengan tata cara: 

1) pelaksanaan perintah penagihan dana dapat dilakukan 
berdasarkan perintah penagihan yang disampaikan secara 
individual oleh Biller atau berdasarkan perjanjian kerjasama 

dengan Biller untuk melakukan penagihan secara rutin; 
2) Peserta penagih membuat DDR sesuai dengan perintah 

penagihan dana dengan memperhatikan message field yang 
harus diisi oleh Peserta penagih; 

3) pengiriman DDR kepada Peserta tertagih melalui BI-FAST 
Hub dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah penagihan dari Biller sesuai dengan jam 
operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara (kecuali 
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perintah penagihan dana diterima pada waktu mendekati 
pergantian tanggal valuta, yakni antara pukul 23:59:44-

23:59:59 WIB di lokasi server Penyelenggara);  
4) Peserta penagih menerima status pengiriman DDR dari        

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman DDR;  

5) untuk meneruskan DDR ke Peserta penagih, BI-FAST Hub 

melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub RSD 
Peserta tertagih sejumlah nominal yang tertera dalam DDR;  

6) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

7) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
angka 6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Peserta tertagih memproses DDR yang diterima dari BI-FAST Hub 
dengan tata cara: 
1) Peserta tertagih melakukan validasi DDR yang diterima 

dengan melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standing 
Instruction, status rekening nasabah tertagih, dan 

ketersediaan dana nasabah tertagih; 
2) Peserta tertagih melakukan pendebitan dana pada rekening 

nasabah tertagih; dan 
3) Peserta tertagih menginformasikan hasil validasi DDR ke      

BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi DDR 

dilakukan. 
c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta tertagih,    

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 

2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
dengan ketentuan: 

a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 
Sub RSD Peserta tertagih dan pengkreditan RSD atau 
Sub RSD Peserta penagih; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 
first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

dan 
c) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya hasil 

konfirmasi DDR dari Peserta tertagih; 

3) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta penagih 
dan Peserta tertagih; dan 

4) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 3) 

hanya akan dikirimkan untuk DDR yang berhasil diproses. 
d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 

1) Peserta penagih meneruskan dana dan menyampaikan 
status transaksi kepada Biller; dan 

2) Peserta tertagih menyampaikan informasi pendebitan 
rekening kepada nasabah tertagih. 

e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dilakukan segera setelah Peserta penagih dan Peserta tertagih 
menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
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f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penagih atau       
BI-FAST Hub dalam pemrosesan DDR, berlaku ketentuan: 

1) Kondisi di Peserta Penagih  
a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

tertagih tidak memberikan respons atau memberikan 
format respons yang salah atas DDR yang disampaikan 
oleh BI-FAST Hub maka berlaku mekanisme reverse 
Direct Debit Transfer.  

b) Dalam hal terjadi reverse Direct Debit Transfer, BI-FAST 

Hub melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
tertagih. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 
a) Dalam hal Peserta penagih belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas DDR yang 
dikirimkan dari BI-FAST Hub, Peserta penagih dapat 
melakukan pengecekan status transaksi melalui 

payment status check pada BI-FAST. 
b) Peserta penagih menindaklanjuti hasil pengecekan 

status transaksi melalui payment status check dengan 
menyampaikan status transaksi kepada Biller. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 
payment status check tidak terdapat informasi status 

Setelmen Dana atas DDR yang dikirimkan dari BI-FAST 
Hub, Peserta penagih dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

 
E. TATA CARA PELAPORAN PERMASALAHAN TRANSAKSI LAYANAN         

BI-FAST MELALUI DISPUTE RESOLUTION PLATFORM 
1. Peserta pelapor melakukan input permasalahan transaksi pada           

BI-FAST melalui BI-FAST Portal terhadap permasalahan transaksi. 

2. Input permasalahan dilakukan dengan mengakses transaction history 
atau DRP bulk upload yang ada di BI-FAST Portal. 

3. Peserta yang menerima laporan permasalahan transaksi harus 
menindaklanjuti dengan menyampaikan konfirmasi terhadap laporan 

permasalahan transaksi paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak 
laporan permasalahan transaksi diterima. 

4. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berupa: 

a. initiate close, apabila Peserta yang menerima laporan menolak 
permasalahan transaksi yang diajukan oleh Peserta pelapor; atau 

b. initiate complete, apabila Peserta yang menerima laporan 
menyetujui permasalahan transaksi yang diajukan oleh Peserta 
pelapor. 

5. dalam hal Peserta yang menerima laporan telah menindaklanjuti 
permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka Peserta 

Pelapor melakukan pengkinian status berupa: 
a. closed, apabila Peserta pelapor menerima bahwa permasalahan 

transaksi yang diajukan akan ditutup, atau 

b. completed, apabila Peserta pelapor menerima bahwa 
permasalahan transaksi yang diajukan telah diselesaikan. 

6. Peserta pelapor dapat kembali mengajukan permasalahan transaksi 
dalam hal Peserta pelapor tidak menyetujui konfirmasi dari Peserta 
yang menerima laporan. 

7. Permasalahan transaksi yang dilaporkan dalam dispute resolution 
platform dapat diakses selama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peserta pelapor 

melakukan input permasalahan pada dispute resolution platform. 
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8. Dalam hal permasalahan yang diajukan oleh Peserta pelapor tidak 
diakses dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, 

status permasalahan transaksi menjadi expired dan Peserta tidak 
dapat mengakses kembali permasalahan transaksi pada dispute 
resolution platform. 

 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

  

 
 

    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 

TATA CARA PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI DAN                              

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PESERTA  
 
 

Pengenaan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai dalam 
penyelenggaraan BI-FAST dari Penyelenggara kepada Peserta dilakukan 

dengan tata cara: 
1. perhitungan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai dalam 

penyelenggaraan BI-FAST dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan 
jumlah transaksi pada: 
a. CTR dalam layanan ICT dan Layanan RFP; 

b. bulk CTR dalam Layanan BCT; dan/atau 
c. DDR dalam Layanan DDT; 

yang diterima oleh Penyelenggara; dan 
2. pembebanan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai dilakukan 

dengan cara mendebit rekening setelmen dana Peserta di Sistem         

BI-RTGS pada hari kerja berikutnya, yaitu: 
a. untuk PL, biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai 

dibebankan ke rekening setelmen dana PL yang bersangkutan di 
Sistem BI-RTGS; dan 

b. untuk PTL, biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai 

dibebankan melalui rekening setelmen dana PL yang ditunjuk 
sebagai Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS.  

 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

  
 
 

    FILIANINGSIH HENDARTA 
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 17 TAHUN 2023 
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 
TENTANG   

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA PENANGANAN OPERASIONAL BI-FAST DALAM           
KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT  

 

A. TATA CARA PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU 
KEADAAN DARURAT DI PENYELENGGARA 

1. Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara 
Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara, penanganan 
dilakukan dengan tata cara: 

a. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai 
terjadinya Keadaan Tidak Normal dan tahapan yang perlu 
dilakukan melalui administrative message dan/atau sarana lain 

yang ditetapkan oleh Penyelenggara; 
b. dalam hal Keadaan Tidak Normal mengakibatkan operasional      

BI-FAST tidak dapat diselenggarakan, Peserta harus 
menghentikan sementara layanan BI-FAST; dan 

c. dalam hal BI-FAST dapat beroperasi kembali, Peserta melakukan: 
1) koneksi ulang ke BI-FAST;  
2) rekonsiliasi antara data transaksi di sistem Peserta dengan 

data transaksi BI-FAST di Penyelenggara dan mengecek posisi 
saldo RSD dan/atau Sub-RSD; dan 

3) menginformasikan kepada helpdesk BI-FAST apabila dari 

hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan data Setelmen Dana, 
saldo RSD, dan/atau saldo Sub-RSD. 

2. Keadaan Darurat di Penyelenggara 
Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara, penanganan 
dilakukan dengan tata cara: 

a. Penyelenggara menetapkan kebijakan dan tata cara 
penanggulangan Keadaan Darurat; dan 

b. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai 
terjadinya Keadaan Darurat serta hal yang harus dilakukan oleh 
Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST. 

 
B. TATA CARA PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU 

KEADAAN DARURAT DI PESERTA 

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di 
Peserta, penanganan dilakukan dengan tata cara: 

1. Peserta memberitahukan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan 
Darurat kepada Penyelenggara; 

2. pemberitahuan disampaikan melalui helpdesk BI-FAST, administrative 
message, atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara paling lama 
30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau 

Keadaan Darurat yang ditindaklanjuti dengan penyampaian 
pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara mengenai hal tersebut 

dan penyebabnya; 
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3. dalam hal Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang 
terjadi di Peserta mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan 

kegiatan operasional BI-FAST dengan menggunakan infrastruktur     
BI-FAST utama, Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST 
cadangan Peserta;  

4. dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan infrastruktur BI-FAST 
cadangan yang mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan 

kegiatan operasional BI-FAST, Peserta harus segera memberitahukan 
kepada Penyelenggara melalui surat elektronik, administrative 
message, atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara; dan 

5. dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat 
yang menyebabkan PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor tidak dapat 

melakukan fungsinya sebagai Bank Sponsor maka PL yang ditunjuk 
sebagai Bank Sponsor dapat menggunakan Fasilitas Kontingensi yang 
disediakan oleh Penyelenggara. 

 
C. FASILITAS KONTINGENSI 

Pengajuan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi dilakukan 
dengan tata cara sebagai berikut: 
1. PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor mengajukan surat 

permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi kepada Penyelenggara 
paling kurang memuat: 

a. alasan untuk menggunakan Fasilitas Kontingensi; 
b. lokasi penggunaan Fasilitas Kontingensi; dan 
c. pernyataan bahwa Peserta yang bersangkutan membebaskan 

Penyelenggara dari tanggung jawab atas segala kerugian yang 
akan timbul (indemnity) pada Peserta terkait dengan penggunaan 

Fasilitas Kontingensi; 
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditembuskan 

kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang 

mewilayahi, dalam hal PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor 
berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia 
dalam negeri. 

3. surat permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi ditandatangani 
oleh pimpinan atau pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di 

Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada 
Penyelenggara melalui surat elektronik atau sarana lainnya yang 
ditetapkan Penyelenggara; dan 

4. dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan melebihi 
kapasitas Fasilitas Kontingensi yang disediakan, Penyelenggara dapat 

menetapkan batas maksimal waktu dan/atau urutan penggunaan 
Fasilitas Kontingensi berdasarkan urutan kedatangan Peserta. 

 

D. TATA CARA PENGHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL BI-FAST DI 
PESERTA 
Dalam hal Peserta melakukan penghentian kegiatan operasional BI-FAST, 

penanganan dilakukan dengan tata cara: 
1. Peserta memberitahukan penghentian kegiatan operasional BI-FAST 

kepada Penyelenggara; 
2. pemberitahuan disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak 

penghentian kegiatan operasional BI-FAST; 
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3. pemberitahuan disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat 
elektronik, administrative message, atau sarana komunikasi lain yang 

ditetapkan Penyelenggara; dan 
4. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilengkapi 

dengan alasan penghentian kegiatan operasional BI-FAST. 
 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
  
 

 
    FILIANINGSIH HENDARTA 
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DAFTAR FORMAT DOKUMEN 

 

1. Surat Permohonan Menjadi Peserta 
2. Surat Permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST  
3. Data Kepesertaan 
4. Surat Kuasa Kepesertaan Dan Operasional BI-FAST 
5. Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian (apabila diperlukan) 
6. Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan 
7. Surat Permohonan Penambahan Kewenangan Bagi Pimpinan Dan Pejabat 

Penerima Kuasa Pimpinan Yang Telah Memiliki Spesimen Tanda Tangan 
8. Surat Pernyataan Kesiapan Perangkat Teknologi Informasi 
9. Surat Permohonan Mendapatkan User dan Soft Token 
10. Surat Pernyataan Pimpinan Calon Peserta Lulus Dalam Uji Kemampuan Dan 

Kepatutan Oleh Otoritas Yang Berwenang 
11. Surat Pernyataan Pimpinan Tidak Terdaftar Dalam Kredit Macet dan DHN 
12. Surat Pernyataan Penggunaan Infrastruktur Milik Pihak Lain 
13. Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta Telah Memiliki Perjanjian 

Penggunaan Infrastruktur Yang Dikelola Oleh Pihak Lain 
14. Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta Dapat Menjaga Likuiditas 

Yang Memadai Untuk Memproses Transaksi Pada Layanan BI-FAST 

  



1. Surat Permohonan Menjadi Peserta 
 

Nomor : ............. 

 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Menjadi Peserta Sistem BI-FAST 

 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami [atas nama sendiri/atas 

nama unit usaha syariah (UUS)]1 menyampaikan permohonan untuk dapat 

dipertimbangkan menjadi Peserta BI-FAST dengan lampiran dokumen pendukung 

sebagai berikut: 

No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

1.  Surat Permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST  

2.  Data kepesertaan  

3.  Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha 
yang masih berlaku dari lembaga berwenang2 

 

4.  Dokumen perizinan penyedia jasa pembayaran kategori satu 
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia3 

 

5.  Hasil yang menunjukkan analisis bisnis atas rencana bisnis 
strategis (strategic business plan) pengembangan BI-FAST4 

 

6.  Surat kuasa dari pimpinan terkait dengan kepesertaan dan 
operasional BI-FAST 

 

7.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat 
teknologi informasi 

 

8.  Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan user 
dan/atau soft token 

 

9.  Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta atau pejabat 
yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk 
membuat spesimen tanda tangan bagi pimpinan atau 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait 
kepesertaan dan operasional BI-FAST5 

 

10.  Surat mengenai penambahan kewenangan pemilik 
spesimen tanda tangan di BI-FAST6 

 

 
1  Pilih salah satu 
2  Disampaikan oleh calon peserta berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Selain Bank (LSB) 
3     Disampaikan oleh calon peserta berupa Lembaga Selain Bank (LSB) 
4     Disampaikan oleh calon peserta berupa Lembaga Selain Bank (LSB) 
5  Disampaikan dalam hal specimen tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang belum ditatausahakan di Bank 

Indonesia 
6  Dalam hal calon peserta telah menjadi peserta infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia lainnya 



No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

11.  Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir  

12.  Dokumen yang menunjukkan struktur permodalan paling 
sedikit berupa modal inti bagi calon Peserta berupa bank 
atau modal disetor terkini bagi calon Peserta berupa LSB1 

 

13.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
bahwa pimpinan calon Peserta lulus dalam uji kemampuan 
dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang2 

 

14.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar 
kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam 
nasional3 

 

15.  Surat pernyataan bermeterai dari pihak lain yang mengelola 
infrastruktur untuk calon Peserta4 

 

16.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 

yang menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki 
perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur BI-FAST 
yang dikelola oleh pihak lain5 

 

17.  Dokumen persetujuan produk/layanan sistem pembayaran 
dari Bank Indonesia untuk produk/layanan baru atau 
laporan implementasi produk/layanan sistem pembayaran 
sejenis dari calon Peserta6 

 

18.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
yang menyatakan bahwa calon Peserta dapat menjaga 
likuiditas yang memadai untuk memproses transaksi pada 
layanan BI-FAST 

 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan 

kepesertaan kami adalah sebagai berikut: 

Nama  : …………………………………………… 

Telepon/HP : …………………………………………… 

Email : …………………………………………… 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 

Jabatan 

 
1  Disampaikan dalam hal pada laporan keuangan (dokumen nomor 9) tidak menunjukkan struktur permodalan 
2  Disampaikan dalam hal calon peserta adalah Bank 
3  Disampaikan dalam hal calon peserta adalah LSB 
4  Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 
5  Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 
6     Dalam hal calon peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT 



2. Surat Permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST 
  

Nomor : ............. 

 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST 

 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami [atas nama 

sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS)]1 menyampaikan permohonan untuk 

dapat mengikuti layanan BI-FAST sebagai berikut2: 

1. Layanan Individual Credit Transfer (Layanan ICT) 
2. Layanan Request For Payment (Layanan RFP) 

3. Layanan Bulk Credit Transfer (Layanan BCT) 
4. Layanan Direct Debit Transfer (Layanan DDT) 

dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut: 

No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

1.  Dokumen persetujuan produk/layanan sistem pembayaran 
dari Bank Indonesia untuk produk/layanan baru atau 
laporan implementasi produk/layanan sistem pembayaran 
sejenis dari calon Peserta3 

 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan 

kepesertaan kami adalah sebagai berikut: 

Nama  : …………………………………………… 

Telepon/HP : …………………………………………… 

Email : …………………………………………… 

 

 

 
1  Pilih salah satu 
2     Pilih salah satu 
3     Dalam hal calon peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT 



 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 

Jabatan 

 

 

 

 

  



3. Data Kepesertaan 

 

DATA KEPESERTAAN 

…..1 

  

 
1 Diisi dengan nama Peserta 

ID Peserta 
(diisi dengan kode BIC) 

 

Kode Peserta 
(diisi dengan kode BIC) 

 

Nama Peserta  

Tipe Peserta 
(centang pada kotak) 

Bank 
Lembaga Selain Bank 

Tipe Institusi 
(centang pada kotak) 

Konvensional 
Unit Usaha Syariah 
Syariah 

Klasifikasi Institusi 
(centang pada kotak) 

Swasta Nasional 
Kepemilikan Bank Asing 
BUMN 
BUMD 

Klasifikasi Peserta 
(diisi oleh Bank Indonesia) 

Peserta Langsung 
Peserta Tidak langsung 

Bank Sponsor 
(diisi oleh Bank Indonesia) 

 

Alamat 
 

Telpon 
 

Person in Charge 

PIC I 

Nama: 
Telpon: 
e-Mail: 
Jabatan/Posisi: 

PIC II 

Nama: 
Telpon: 
e-Mail: 
Jabatan/Posisi: 

PIC III 

Nama: 
Telpon: 
e-Mail: 
Jabatan/Posisi: 



Jenis Layanan 
(centang pada kotak) 

Individual Credit Transfer 
Request for Payment 
Bulk Credit Transfer 
Direct Debit Request 

Infrastruktur 

Utama 

a. Lokasi : 
 
 

b. Telpon: 

Cadangan 

a. Lokasi : 
 
 

b. Telpon: 

 

  



4. Surat Kuasa Kepesertaan Dan Operasional BI-FAST 

 

SURAT KUASA  
No. …….…...… 

 

Yang bertandatangan di bawah ini:1 

1. Nama : .....................................................................................2 

 Jabatan : .....................................................................................3 

 Alamat : .....................................................................................4 

2. Nama : ...................................................................................... 

 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)5 berdasarkan ...6 dan 

dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)7 selanjutnya disebut 

“Pemberi Kuasa”, dengan ini memberikan kuasa (tanpa hak substitusi/dengan satu kali 

hak substitusi)8 kepada: 

1. Nama : .....................................................................................9 
 Jabatan : .....................................................................................10 

 Alamat : .....................................................................................11 

2. Nama : ...................................................................................... 
 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  
selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,  

------------------------------- K H U S U S ------------------------------- 

bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga atau lebih dengan Penerima Kuasa 

lainnya)12 melakukan hal sebagaimana tersebut di bawah ini:13 

1. penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen lain, baik dokumen 

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. 
2   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5 Pilih salah satu. 
6  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 
 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 

.......... tanggal ...........). 
 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
7 Pilih salah satu. 
8  Pilih salah satu. 
9   Diisi dengan nama sesuai identitas pejabat yang menerima kuasa. 
10  Diisi dengan jabatan pejabat yang menerima kuasa. 
11   Diisi dengan alamat sesuai identitas nama pejabat yang menerima kuasa. 
12 Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dan seterusnya serta kebenaran pengisian menjadi tanggung 

jawab Peserta sepenuhnya. 
13 Disesuaikan dengan jenis kepesertaan dan kebutuhan Peserta. 



tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan 
operasional dalam BI-FAST; 

2. penyerahan certificate signing request dan/atau pengelolaan user beserta 
perangkat pengamanannya dalam operasional BI-FAST; 

3. penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan dokumen lain, baik 
dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan 
kepesertaan dan operasional dalam BI-FAST; dan/atau 

4. penyerahan dan/atau pengambilan user beserta perangkat pengamanannya 
dalam operasional BI-FAST, 

di Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia .....1 

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak pembuatan spesimen tanda tangan.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan Pemberi Kuasa] 
Jabatan 

 

 

  

 
1 Pilih salah satu. 

Meterai, 
Rp10.000 



5. Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian (apabila diperlukan) 

 

SURAT  KUASA 
No. …….…...… 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama : ......................................................................................1 
Jabatan : ......................................................................................2 
Alamat : ......................................................................................3 

2. Nama : ...................................................................................... 
Jabatan : ...................................................................................... 
Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili pimpinan .....4 

berdasarkan ...5 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah 

mewakili ...6 dengan kode Peserta (participant code) …7 selanjutnya disebut 

“Pemberi Kuasa”, dengan ini memberikan kuasa tanpa hak subtitusi kepada: 

4. Nama : ......................................................................................8 
Jabatan : ......................................................................................9 
Alamat : .....................................................................................10 

5. Nama : ........................................................................................ 
Jabatan : ........................................................................................ 
Alamat : ........................................................................................ 

6. Dst.  
selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,  

-------------------------------- K H U S U S ---------------------------------- 

bertindak (sendiri atau bersama-sama dengan Penerima Kuasa lainnya)11 untuk 

menandatangani perjanjian penyelenggaraan BI-FAST antara …12 dengan Bank 

Indonesia.  

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menandatangani 

surat/dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan. 

 

 

 
1 Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
2 Diisi dengan jabatan pimpinan. 
3 Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
4 Diisi dengan nama Peserta.  
5 Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: 
 (Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 

.......... tanggal ...........). 
 Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: 

 (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
6 Diisi dengan nama Peserta. 
7 Diisi dengan kode Peserta (participant code). 
8 Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
9 Diisi dengan jabatan pimpinan. 
10 Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
11 Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst. dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab 

sepenuhnya Peserta. 
12 Diisi dengan nama Peserta. 



Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan Pemberi Kuasa] 
Jabatan 

 

  

Meterai, 
Rp10.000 



6. Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan 

 

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda 

tangan bagi pejabat kami sebagai berikut: 

1. Nama : .......................................................................................1 

 Jabatan : .......................................................................................2 

Alamat : .......................................................................................3 

2. Nama : ....................................................................................... 

Jabatan : ....................................................................................... 

Alamat : ....................................................................................... 

3. Dst., 

untuk dipergunakan dalam kepesertaan pada BI-FAST. 

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat kuasa nomor 

... tanggal ....  

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama 

(nama-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan 

maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atas nama pihak yang 

bersangkutan kami nyatakan batal. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan 

spesimen atas nama yang bersangkutan, kami akan mengajukan surat permohonan 

baru mengenai pembuatan spesimen tanda tangan.  

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 4 
Jabatan 

  

 
1  Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau pejabat penerima kuasa pimpinan. 
2  Diisi dengan jabatan pimpinan atau pejabat penerima kuasa pimpinan. 
3  Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau pejabat pejabat penerima kuasa pimpinan. 
4   Ditandatangani oleh Pimpinan dalam hal permohonan pembuatan spesimen diajukan untuk pertama kali. 

Meterai, 
Rp10.000 



7. Surat Permohonan Penambahan Kewenangan Bagi Pimpinan Dan 

Pejabat Penerima Kuasa Pimpinan Yang Telah Memiliki Spesimen 

Tanda Tangan  

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal  : Permohonan Penambahan Kewenangan Bagi Pimpinan dan/atau 

Pejabat Penerima Kuasa Pimpinan yang Telah Memiliki Spesimen 

Tanda Tangan 

 
Dalam rangka kegiatan operasional BI-FAST dapat kami sampaikan bahwa 

pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa pimpinan kami telah memiliki 

spesimen tanda tangan dalam kepesertaan di (SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS 

dan/atau Sistem BI-RTGS)1. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan 

berdasarkan ... (terlampir)2, dengan ini kami mengajukan permohonan agar dapat 

ditambahkan kewenangan dalam kepesertaan dan operasional BI-FAST pada 

pimpinan dan pejabat penerima kuasa pimpinan kami, sebagai berikut: 

1. Nama : ..................................................................................3 

 Jabatan : ..................................................................................4 

 Alamat : ..................................................................................5 

2. Nama : .................................................................................. 

 Jabatan : .................................................................................. 

 Alamat : .................................................................................. 

3. Dst. 

Demikian, atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.  

      

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

 
1  Pilih salah satu 
2  Untuk Pimpinan, diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 
 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 

.......... tanggal ...........). 
 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 

Untuk pejabat, diisi berdasarkan kuasa dari Pimpinan 
3  Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau pejabat penerima kuasa pimpinan. 
4  Diisi dengan jabatan pimpinan atau pejabat penerima kuasa pimpinan. 
5  Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau pejabat pejabat penerima kuasa pimpinan. 

Meterai, 
Rp10.000 



8. Surat Pernyataan Kesiapan Perangkat Teknologi Informasi 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:1 

1. Nama : .....................................................................................2 
 Jabatan : .....................................................................................3 

 Alamat : .....................................................................................4 

2. Nama : ...................................................................................... 
 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...5 berdasarkan ...6 

dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...7, 

dengan ini menyatakan bahwa ... 8 telah menyiapkan perangkat teknologi informasi 

(berupa BI-FAST Connector/BI-FAST API Transactional)9, (yang dikelola sendiri 

dengan model one participant one connector/yang dikelola pihak lain dengan model 

one participant one connector atas nama …10/yang dikelola pihak lain dengan model 

multiparticipant one connector atas nama …11)12 (yang dikelola sendiri/yang dikelola 

pihak lain atas nama …13)14 dan (BI-FAST API Informational)15 (yang dikelola 

sendiri/yang dikelola pihak lain atas nama …16)17 untuk mengakses BI-FAST 

infrastruktur dan aplikasi pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 

Penyelenggara. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka 

(nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 

 

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah. 
2   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Diisi dengan “direksi” untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan pimpinan untuk Peserta yang 

merupakan institusi pemerintah.  
6  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 

 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 

.......... tanggal ...........). 

 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 
 (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 

tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
7  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.  
8   Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.  
9   Pilih salah satu, 
10  Diisi dengan nama pihak lain 
11  Diisi dengan nama pihak lain 
12   Pilih salah satu, apabila Peserta akan menggunakan BI-FAST Connector 
13  Diisi dengan nama pihak lain 
14   Pilih salah satu, apabila Peserta akan menggunakan BI-FAST API Transactional 
15   Ditulis apabila Peserta akan menggunakan BI-FAST API Informational 
16  Diisi dengan nama pihak lain 
17   Pilih salah satu, apabila Peserta akan menggunakan BI-FAST API Informational 



[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

  

Meterai, 
Rp10.000 



9. Surat Permohonan Mendapatkan User dan Soft Token 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan User dan Soft Token Dalam 

Penyelenggaraan BI-FAST 

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional BI-FAST dengan ini kami 

mengajukan permohonan untuk mendapatkan user dan soft token, dengan data-

data sebagai berikut:  

1. Nama Peserta : ................................. 

2. Alamat e-mail penerima user : ................................. 

3. Nomor telepon penerima user : ................................. 

4. Nama dan Jabatan user : ................................. 

5. Nama dan Jabatan user : ................................. 

Demikian permohonan kami. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 
Jabatan 

  



10. Surat Pernyataan Pimpinan Telah Lulus Dalam Uji Kemampuan Dan 

Kepatutan Oleh Otoritas Yang Berwenang 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:1 

1. Nama : .....................................................................................2 

 Jabatan : .....................................................................................3 

 Alamat : .....................................................................................4 

2. Nama : ...................................................................................... 

 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  

(masing-masing) bertindak (sendiri/berdua dengan pimpinan lainnya/...)5 

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)6 berdasarkan ...7 dengan 

demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank ........../Bank 

Pembangunan Daerah …………./PT...........)8, dengan ini menyatakan bahwa kami 

telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang.  

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka 

(nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  

Jabatan 
  

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah. 
2   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Pilih salah satu 
6   Pilih salah satu 
7  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 

 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 
.......... tanggal ...........). 

 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
8  Pilih salah satu 

Meterai, 
Rp10.000 



11. Surat Pernyataan Pimpinan Tidak Terdaftar Dalam Kredit Macet dan 

DHN 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:1 

1. Nama : .....................................................................................2 

 Jabatan : .....................................................................................3 

 Alamat : .....................................................................................4 

2. Nama : ...................................................................................... 

 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  

(masing-masing) bertindak (sendiri/berdua dengan pimpinan lainnya/...)5 

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)6 berdasarkan ...7 dengan 

demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank ........../Bank 

Pembangunan Daerah …………./PT...........)8, dengan ini menyatakan bahwa kami 

tidak sedang dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalah daftar hitam 

nasional.  

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka 

(nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

  

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah. 
2   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Pilih salah satu 
6   Pilih salah satu 
7  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 

 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 
.......... tanggal ...........). 

 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
8  Pilih salah satu 

Meterai, 
Rp10.000 



12. Surat Pernyataan Penggunaan Infrastruktur Milik Pihak Lain 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Surat Pernyataan Penggunaan Infrastruktur  

 

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami: 

1. Nama1 : .................................................................. 

2. Alamat : .................................................................. 

telah menyetujui penggunaan infrastruktur BI-FAST yang pengelolaannya dalam 

kewenangan kami oleh: 

1. Nama institusi2 : .................................................................. 

2. Identifier code 3 : .................................................................. 

3. Alamat : .................................................................. 

Berkaitan dengan penggunaan infrastruktur BI-FAST tersebut, kami bersedia 

untuk memberikan akses, informasi, dan/atau data terkait kegiatan operasional BI-

FAST yang dilakukan oleh ................................ 4 kepada Penyelenggara dan tunduk 

pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-

FAST. 

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila 

dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia 

menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Penyelenggara atau 

lembaga yang berwenang. 

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

 
1  Diisi dengan nama perusahaan penyedia infrastruktur BI-FAST 
2  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta pengguna infrastruktur 
3 Diisi dengan SWIFT Code dalam hal calon Peserta/Peserta merupakan anggota SWIFT. 
4 Nama calon Peserta/Peserta pengguna infrastruktur. 

Meterai, 
Rp10.000 



13. Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta Telah Memiliki 

Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Yang Dikelola Oleh Pihak Lain 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini:1 

1. Nama : ............................................................................................2 

 Jabatan : ............................................................................................3 

 Alamat : ............................................................................................4 

2. Nama : ............................................................................................ 

 Jabatan : ............................................................................................ 

 Alamat : ............................................................................................ 

3. Dst. 

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...5 berdasarkan ...6 

dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...7, 

dengan ini menyatakan bahwa ...8 telah memiliki perjanjian penggunaan 

infrastruktur BI-FAST dengan ...9 sebagai pengelola infrastruktur yang digunakan 

sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

Penyelenggaraan BI-FAST.  

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka 

...10 bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh 

Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 
[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 
 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

  

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah. 
2  Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4  Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Diisi dengan “direksi” untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan pimpinan untuk Peserta yang 

merupakan institusi pemerintah. 
6  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 
 (Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 

.......... tanggal ...........). 
 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

 (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 

7  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta. 
8  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.  
9  Diisi dengan nama pengelola infrastruktur yang digunakan calon Peserta/Peserta. 
10  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta. 

Meterai, 
Rp10.000 



14. Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta Dapat Menjaga 

Likuiditas Yang Memadai Untuk Memproses Transaksi Pada Layanan 

BI-FAST 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini:1 

1. Nama : ............................................................................................2 

Jabatan : ............................................................................................3 

 Alamat : ............................................................................................4 

2. Nama : ............................................................................................ 

Jabatan : ............................................................................................ 

 Alamat : ............................................................................................ 

3. Dst. 

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...5 berdasarkan ...6 

dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...7, 

dengan ini menyatakan bahwa ...8 dapat menjaga likuiditas yang memadai untuk 

memproses transaksi pada layanan BI-FAST sesuai dengan ketentuan dalam 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penyelenggaraan BI-FAST.  

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka 

...9 bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh 

Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 
[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 
 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

 

 
1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran 

dasar/Peraturan Daerah. 
2  Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4  Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Diisi dengan “direksi” untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan pimpinan untuk Peserta yang 

merupakan institusi pemerintah. 
6  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 

 (Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 
.......... tanggal ...........). 

 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 
 (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 

tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
7  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta. 
8  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.  
9  Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta. 

Meterai, 
Rp10.000 



 

 

 

 

 

DOKUMEN PERSIAPAN OPERASIONAL  

DALAM RANGKA KEPESERTAAN BI-FAST 

 

 

  



 

DAFTAR ISI 
 

DAFTAR FORMAT DOKUMEN ...................................................................................................... 3 

1. Surat Permohonan Menjadi Bank Sponsor .................................................................. 4 

2. Surat Pernyataan Bank Sponsor ..................................................................................... 5 

3. Surat Penunjukan Bank Sponsor.................................................................................... 7 

4. Surat Konfirmasi Bank Sponsor ...................................................................................... 8 

 

 

  



DAFTAR FORMAT DOKUMEN 

 

1. Surat Permohonan Menjadi Bank Sponsor 
2. Surat Pernyataan Bank Sponsor 
3. Surat Penunjukan Bank Sponsor 
4. Surat Konfirmasi Bank Sponsor 
  



1. Surat Permohonan Menjadi Bank Sponsor 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri  
Jalan M.H. Thamrin No. 2  
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Menjadi Bank Sponsor 

 

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan BI-FAST, dengan ini kami …1 menyampaikan permohonan untuk 

dapat dipertimbangkan menjadi calon Bank Sponsor.  

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan 

kelengkapan dokumen berupa surat pernyataan sebagai berikut: 

1. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi Peserta Tidak Langsung; 

2. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penerapan manajemen risiko; dan 

3. memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana 

milik Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kami 

adalah sebagai berikut: 

Nama  : 

Telepon/HP : 

Email :  

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

 
1  Diisi nama calon Bank Sponsor 



2. Surat Pernyataan Bank Sponsor 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Pernyataan Menjadi Bank Sponsor 

 

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan BI-FAST, yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. Nama : .....................................................................................1 

 Jabatan : .....................................................................................2 

 Alamat : .....................................................................................3 

2. Nama : ...................................................................................... 

 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  

(masing-masing) bertindak (sendiri/berdua dengan pimpinan lainnya/...)4 

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)5 berdasarkan ...6 dan 

dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank 

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)7, dengan ini menyatakan 

bahwa kami sebagai Bank Sponsor: 

1. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi Peserta Tidak Langsung;  

2. telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko; dan 

3. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki 

kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik 

Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. 

 

 

 

 
1   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
2  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
3   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
4  Pilih salah satu 
5   Pilih salah satu 
6  Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut: 

 (anggaran dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta 
.......... tanggal ...........). 

 Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... 
tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......). 
7  Pilih salah satu 



Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka 

(nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

  

Meterai, 
Rp10.000 



3. Surat Penunjukan Bank Sponsor 

 

Kepada  
……………1  

 

Perihal : Surat Penunjukan Bank Sponsor 

 

Sehubungan dengan pengajuan permohonan …….2 sebagai Peserta Tidak 

Langsung dalam BI-FAST, dengan ini kami menunjuk:  

1. Nama Peserta  : .....................................................................................3 

2. Kode Peserta  : .....................................................................................4 

sebagai Bank Sponsor dalam rangka melakukan:  

1. pengelolaan likuiditas;  

2. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan BI-FAST; dan  

3. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-FAST. 

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

  

 
1  Diisi dengan nama Bank Sponsor dan alamat Bank Sponsor 
2  Diisi dengan nama calon Peserta 
3   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
4   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 



4. Surat Konfirmasi Bank Sponsor 
 

Kepada  
…..1 

 

Perihal  : Surat Konfirmasi Bank Sponsor 

 
Menunjuk surat Saudara No. …2 dan penunjukan kami: 

1. Nama3 : .................................................................. 

2. Kode Peserta : .................................................................. 

3. Alamat : .................................................................. 

sebagai Bank Sponsor, dengan ini kami menyetujui untuk ditunjuk sebagai Bank 

Sponsor sehubungan dengan pelaksanaan:  

1. pengelolaan likuiditas;  

2. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan BI-FAST; dan  

3. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-FAST, 

untuk kepentingan ……4 sebagai calon Peserta Tidak Langsung dalam 

penyelenggaraan BI-FAST. 

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan]  
Jabatan 

 

 
1  Diisi dengan nama Peserta Tidak Langsung dan alamat Peserta Tidak Langsung 
2  Diisi nomor surat penunjukan Bank Sponsor 
3  Diisi dengan nama Bank Sponsor yang ditunjuk oleh Peserta Tidak Langsung 
4  Diisi dengan nama calon Peserta Tidak Langsung 



 

 

 

 

 

DOKUMEN PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN  

DAN LAINNYA 

  



DAFTAR ISI 
 

DAFTAR FORMAT DOKUMEN .................................................................................................... 3 

1. Surat Perubahan Kegiatan Usaha ....................................................................................... 4 

2. Surat Perubahan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST ......................................... 6 

3. Surat Permohonan Perubahan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi ....... 8 

4. Surat Perubahan Lokasi Infrastruktur dan/atau Pemindahan Jaringan 

Komunikasi Data ....................................................................................................................... 9 

5. Surat Pernyataan Tetap Diberlakukannya Spesimen Tanda Tangan Pimpinan 10 

6. Surat Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat yang 

Berwenang dan/atau Petugas............................................................................................. 12 

7. Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa .............................................................................. 14 

8. Surat Perubahan Jenis Kepesertaan ................................................................................ 15 

9. Surat Perubahan Bank Sponsor ........................................................................................ 17 

10. Surat Permohonan Penutupan Kepesertaan.................................................................. 18 

11. Surat Perubahan Kapasitas Jaringan Komunikasi Data ........................................... 20 

12. Surat permohonan pergantian/perpanjangan masa aktif/penghapusan soft 

token ............................................................................................................................................ 21 

13. Surat permohonan penambahan User BI-FAST ........................................................... 22 

14. Surat Pemberitahuan Peserta yang Menerima Penggabungan/Peserta Hasil 

Peleburan/Peserta Hasil Pemisahan ................................................................................ 23 

15. Surat Pernyataan dari Peserta yang Menerima Penggabungan/ 

Peleburan/Pemisahan ........................................................................................................... 26 

16. Surat Permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi .............................................. 29 

 

 

 

  



DAFTAR FORMAT DOKUMEN 
 

1. Surat Perubahan Kegiatan Usaha 

2. Surat Perubahan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST 

3. Surat Perubahan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi 

4. Surat Perubahan Lokasi Infrastruktur dan/atau Pemindahan Jaringan 

Komunikasi Data 

5. Surat Pernyataan Tetap Diberlakukannya Spesimen Tanda Tangan Pimpinan 

6. Surat Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat yang 

Berwenang dan/atau Petugas 

7. Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa 

8. Surat Perubahan Jenis Kepesertaan 

9. Surat Perubahan Bank Sponsor 

10. Surat Permohonan Penutupan Kepesertaan 

11. Surat Perubahan Kapasitas Jaringan Komunikasi Data  

12. Surat permohonan pergantian/perpanjangan masa aktif/penghapusan soft 

token 

13. Surat permohonan penambahan User BI-FAST 

14. Surat Pemberitahuan Peserta yang Menerima Penggabungan/Peserta Hasil 

Peleburan/Peserta Hasil Pemisahan 

15. Surat Pernyataan Dari Peserta Yang Menerima Penggabungan/Peleburan/ 

Pemisahan 

16. Surat Permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi  

 

  



1. Surat Perubahan Kegiatan Usaha 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Perubahan Kegiatan Usaha Peserta BI-FAST 

Menunjuk Surat Keputusan ...2 nomor ...3 tanggal ...4 perihal ...5 sebagaimana 

terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa Peserta dengan data sebagai berikut:  

1. Nama Peserta   : ..... 

2. Kode Peserta (Participant code) : .....6 

3. Nomor Rekening Setelmen Dana : .....7 

telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari Bank umum konvensional menjadi 

Bank umum syariah dengan nama ...8. Berkenaan dengan hal tersebut, kami 

mengajukan permohonan perubahan kepesertaan dalam BI-FAST terkait perubahan 

kegiatan usaha yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal ...9. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan fotokopi 

kelengkapan persyaratan dokumen yang telah (dilegalisasi oleh pejabat yang 

berwenang/dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta)10 yang telah memiliki 

spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa: 

1. akta perubahan anggaran dasar;  

2. surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari lembaga yang berwenang; dan 

3. surat keputusan dari lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan 

usaha mengenai izin perubahan kegiatan usaha dari Bank umum konvesional 

menjadi Bank umum syariah;  

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan perubahan kegiatan 

usaha adalah: 

Nama : …… .................................................................................... 11 

Telepon/HP : . ......................................................................................... 12 

Faksimile : ……………………………………………………………………………13 

Demikian permohonan kami.  

 
1   Diisi dengan nomor surat permohonan 
2   Diisi dengan nama lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. 
3   Diisi dengan nomor Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. 
4   Diisi dengan tanggal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. 
5   Diisi dengan perihal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. 
6   Diisi dengan participant code.  
7   Diisi khusus untuk peserta Sistem BI-RTGS. 
8   Diisi dengan bank hasil konversi. 
9   Diisi dengan tanggal efektif operasional. 
10  Pilih salah satu. 
11  Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi. 
12  Diisi dengan nomor telepon/handphone pejabat yang dapat dihubungi. 
13  Diisi dengan nomor faksimile pejabat yang dapat dihubungi. 



 
[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 
 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 
 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. Surat Perubahan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal : [Permohonan Perubahan Keikutsertaan dalam Layanan BI-

FAST 

 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami [atas nama 

sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS)]2 menyampaikan perubahan 

keikutsertaan dalam layanan BI-FAST sebagai berikut: 

No 
Keikutsertaan Layanan BI-FAST 

Sebelumnya 

Perubahan Keikutsertaan Layanan 

BI-FAST 

1.    

2.    

3.    

4.    

dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut: 

No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

1.  Surat permohonan/informasi perubahan data √ 

2.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan yang berisi 
kesiapan teknologi informasi yang mendukung operasional 
layanan BI-FAST 

√ 

3.  Dokumen persetujuan produk/layanan sistem pembayaran 
dari Bank Indonesia untuk produk/layanan baru atau 
laporan implementasi produk/layanan sistem pembayaran 
sejenis dari calon Peserta3 

√ 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan perubahan 

keikutsertaan dalam layanan BI-FAST adalah sebagai berikut: 

 
1     Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Pilih salah satu 
3     Dalam hal calon peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT 



Nama  : …………………………………………… 

Telepon/HP : …………………………………………… 

Email : …………………………………………… 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 

Jabatan 

 

  



3. Surat Permohonan Perubahan Penggunaan Perangkat Teknologi 

Informasi 
 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Perubahan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi Peserta BI-

FAST 
 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami (atas nama 

sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS))2 menyampaikan informasi perubahan 

penggunaan perangkat teknologi informasi kami dengan lampiran dokumen 

pendukung sebagai berikut: 

No Jenis Dokumen  Checklist 

1.  Surat permohonan/informasi perubahan data √ 

2.  Data kepesertaan √ 

3.  Surat pernyataan kesiapan perangkat TI dan memuat 

informasi spesifikasi perangkat TI 
√ 

   
Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 
 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 
 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

 
1 Diisi dengan nomor surat permohonan 
2 dipilih salah satu 



4. Surat Perubahan Lokasi Infrastruktur dan/atau Pemindahan 

Jaringan Komunikasi Data 
 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Perubahan Lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau Pemindahan 

Jaringan Komunikasi Data Peserta BI-FAST 
 

Sehubungan dengan perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 

pemindahan Jaringan Komunikasi Data dalam BI-FAST, dengan ini kami: 

a. Nama Peserta :  

b. Kode Peserta :  

menyampaikan permohonan perubahan data sebagai berikut:   

No Jenis Perubahan  Sebelumnya Perubahan 

1.     

2.     

dst.    

Berkaitan dengan perubahan data dimaksud, terlampir kami sampaikan 

dokumen pendukung perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan 

Jaringan Komunikasi Data dalam BI-FAST. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 
 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

 

 
1 Diisi dengan nomor surat permohonan 
 



5. Surat Pernyataan Tetap Diberlakukannya Spesimen Tanda Tangan 

Pimpinan 
 

Nomor : .............1  

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : .....................................................................................2 
 Jabatan : .....................................................................................3 

 Alamat : .....................................................................................4 

2. Nama : ...................................................................................... 
 Jabatan : ...................................................................................... 

 Alamat : ...................................................................................... 

3. Dst.  

bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...5 berdasarkan ...6 dan dengan 

demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...7, Kode Peserta  ...8, 

nomor Rekening Setelmen Dana ...9, dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda 

tangan atas nama: 

1. Nama : ...................................................................................10 
 Jabatan : ...................................................................................11 

 Alamat : ...................................................................................12 

2. Nama :  ..........................................................................................  
 Jabatan :  ..........................................................................................  

 Alamat :  ..........................................................................................  

3. Dst, 
yang disebutkan dalam surat pemberitahuan kewenangan pimpinan nomor …13 

tanggal ...14 dan/atau surat kuasa nomor ...15 tanggal ...16 yang ditatausahakan di 

(Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ...17)18, kami 

nyatakan masih tetap berlaku. 

 
1  Diisi dengan nomor surat permohonan 
2   Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan. 
3  Diisi dengan jabatan pimpinan. 
4   Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan. 
5  Diisi dengan nama Peserta. 
6  Diisi sesuai dengan bentuk hukum Peserta. 
 Untuk Bank dan non Bank berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

 (Anggaran Dasar PT ... yang dimuat dalam Akta .... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta ... tanggal ...). 
 Untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 

 (Surat Keputusan Gubernur ... nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah 
dimuat dalam Lembaran Daerah ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah 

dimuat dalam Lembaran Daerah ...). 
7  Diisi dengan nama Peserta. 
8  Diisi dengan participant code Peserta. 
9  Diisi dengan nomor rekening setelmen dana dalam hal merupakan Peserta Sistem BI-RTGS.  
10  Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya 

masih tetap berlaku. 
11  Diisi dengan jabatan pimpinan atau penerima kuasa Pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya masih tetap 

berlaku. 
12  Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya 

masih tetap berlaku. 
13  Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kewenangan pimpinan yang baru. 
14  Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan kewenangan pimpinan yang baru. 
15  Diisi dengan nomor surat kuasa. 
16  Diisi dengan tanggal surat kuasa. 
17  Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia. 
18  Pilih salah satu dan surat pernyataan dibuat per masing-masing wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia. 



 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka 

(nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 
Jabatan 

  

Meterai, 
Rp10.000 



6. Surat Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat yang 

Berwenang dan/atau Petugas 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

 

Perihal: Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat Yang Berwenang 

dan/atau Petugas 

 

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan pejabat yang berwenang 

dan/atau petugas sebagaimana tertuang dalam surat kuasa nomor ...2 tanggal ...3, 

dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan pejabat yang 

berwenang dan/atau petugas dalam rangka pelaksanaan kepesertaan dalam BI-

FAST sebagai berikut:  

1.  Perubahan Pejabat Penerima Kuasa Pimpinan4 

NO. 
DATA PEJABAT 

PENERIMA KUASA 
SEMULA MENJADI 

1. Nama5   

 Jabatan6   

 Alamat7   

2. Nama   

 Jabatan   

 Alamat   

3. Dst.   

 

2.     Perubahan Petugas8 

 
1   Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Dipilih salah satu 

2  Diisi dengan nomor akta. 
3  Diisi dengan tanggal akta. 
4  Diisi apabila terdapat perubahan pejabat yang berwenang. 
5  Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
6  Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
7  Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
8  Diisi apabila terdapat perubahan petugas. 



NO. DATA PETUGAS SEMULA MENJADI 

1. Nama1   

Jabatan2   

Alamat3   

2. Nama   

Jabatan   

Alamat   

3. Dst.   

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen administrasi sebagai berikut: 

1.  Surat Kuasa ... 

2.  Fotokopi identitas diri ... 

3.  dst4. 

Selanjutnya sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami menyampaikan 

hal sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi (pejabat 

yang berwenang atau petugas)5 yang belum memiliki spesimen tanda tangan di 

Penyelenggara yaitu: 

a. Nama:  ..............................................................................................  

b. Nama:  ..............................................................................................  

c. Dst.  

2. Kewenangan (pejabat yang berwenang atau petugas)6 sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 untuk melakukan kegiatan operasional melalui BI-FAST berlaku 

… atau paling lambat 5 (lima) hari kerja7 terhitung sejak dokumen penambahan 

dan/atau penggantian pejabat yang berwenang dan/atau petugas diterima 

lengkap oleh Penyelenggara (termasuk pembuatan spesimen tanda tangan)8.  

  Demikian permohonan ini kami sampaikan.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tandatangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 
  Jabatan 

  

 
1  Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
2  Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
3  Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa. 
4  Diisi apabila ada informasi yang dapat ditambahkan.  
5  Pilih sesuai dengan kebutuhan. 
6  Pilih sesuai kebutuhan.  
7  Pilih salah satu sesuai kebutuhan. 
8  Dicantumkan apabila ada penambahan pejabat yang berwenang/petugas baru.  



7. Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa 

 

Nomor : .............1 

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama : .......................................................................................2 
 Jabatan : ......................................................................................3 
 Alamat : ......................................................................................4 
2. Nama :  ............................................................................................  
 Jabatan :  ............................................................................................  
 Alamat :  ............................................................................................  
3. Dst. 

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ...5 dan dengan 

demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...6, kode Peserta 
(participant code) ...7, nomor Rekening Setelmen Dana ....,8 dengan ini menyatakan 
bahwa kuasa atas nama: 
1. Nama :  ............................................................................................  
 Jabatan :  ............................................................................................  
 Alamat :  ............................................................................................  
2. Nama :  ............................................................................................  
 Jabatan :  ............................................................................................  
 Alamat :  ............................................................................................  
3. Dst. 
yang tertuang dalam surat kuasa nomor ...9 tanggal ...10 yang ditatausahakan di 
(Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ...11)12 dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan 
Pencabutan Kuasa ini oleh Penyelenggara secara lengkap.  
  

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tandatangan dan  

stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 

  Jabatan  

 
1  Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  dipilih salah satu 

2 Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau pejabat pemberi kuasa. 
3 Diisi dengan jabatan pimpinan atau pejabat pemberi kuasa. 
4 Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau pejabat pemberi kuasa. 
5 Diisi sesuai dengan bentuk hukum. 

 Untuk Bank dan non Bank/Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 
 (Anggaran Dasar PT ... yang dimuat dalam Akta .... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta ... tanggal ...). 

 Untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut: 
 (Surat Keputusan Gubernur ... nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah 

dimuat dalam Lembaran Daerah ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah 
dimuat dalam Lembaran Daerah ...). 

6 Diisi dengan nama Peserta. 
7 Diisi dengan participant code Peserta. 
8  Diisi dengan nomor rekening setelmen dana, dalam hal Peserta merupakan Peserta Sistem BI-RTGS 
9  Diisi dengan nomor surat kuasa. 
10  Diisi dengan tanggal surat kuasa. 
11  Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia. 
12  Pilih salah satu. 

Meterai, 

Rp10.000,

- 



8. Surat Perubahan Jenis Kepesertaan 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Perubahan Jenis Kepesertaan BI-FAST 

 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami [atas nama 

sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS)]2 menyampaikan permohonan 

keikutsertaan dalam layanan BI-FAST sebagai berikut: 

No Jenis Perubahan  Sebelumnya Perubahan 

1.  Jenis Kepesertaan BI-FAST   

dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut: 

No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

1.  Data kepesertaan  

2.  Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha 
yang masih berlaku dari lembaga berwenang 

 

3.  Surat kuasa dari pimpinan terkait dengan kepesertaan dan 
operasional BI-FAST 

 

4.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat 
teknologi informasi 

 

5.  Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan user 
dan/atau soft token 

 

6.  Surat permohonan dari pimpinan atau pejabat yang 
menerima kuasa dari pimpinan untuk membuat spesimen 
tanda tangan bagi pimpinan atau pejabat yang berwenang 
untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan 

operasional BI-FAST3 

 

7.  Surat mengenai penambahan kewenangan pemilik 
spesimen tanda tangan di BI-FAST4 

 

8.  Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir  

9.  Dokumen yang menunjukkan struktur permodalan paling  

 
1  Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Pilih salah satu 
3  Disampaikan dalam hal specimen tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang belum ditatausahakan di Bank 

Indonesia 
4  Dalam hal calon peserta telah menjadi peserta infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia lainnya 



No DOKUMEN PENDUKUNG CHECKLIST 

sedikit berupa modal inti bagi calon Peserta berupa bank 
atau modal disetor terkini bagi calon Peserta berupa LSB1 

10.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
bahwa pimpinan calon Peserta lulus dalam uji kemampuan 
dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang2 

 

11.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar 
kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam 
nasional3 

 

12.  Surat pernyataan bermeterai dari pihak lain yang mengelola 
infrastruktur untuk calon Peserta4 

 

13.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta 
yang menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki 
perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur BI-FAST 

yang dikelola oleh pihak lain5 

 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan 

Perubahan Jenis Kepesertaan kami adalah sebagai berikut: 

Nama  : …………………………………………… 

Telepon/HP : …………………………………………… 

Email : …………………………………………… 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 

Jabatan 

 

 

 

 
1  Disampaikan dalam hal pada laporan keuangan (dokumen nomor 9) tidak menunjukkan struktur permodalan 
2  Disampaikan dalam hal calon peserta adalah Bank 
3  Disampaikan dalam hal calon peserta adalah LSB 
4  Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 
5  Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain. 



9. Surat Perubahan Bank Sponsor 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Perubahan Bank Sponsor Peserta BI-FAST 

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST, bersama ini kami (atas nama 

sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS))3 menyampaikan informasi perubahan 

Bank Sponsor kami dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut: 

No Jenis Dokumen Checklist 

1.  Surat permohonan/informasi perubahan data √ 

2.  Surat penunjukan Bank Sponsor √ 

3.  Surat konfirmasi dari Bank Sponsor √ 

4.  Surat kuasa dari Bank Sponsor kepada Penyelenggara dalam 

rangka pendebitan RSD Bank Sponsor untuk kepentingan PTL 
√ 

5.  Fotokopi perjanjian kerjasama dengan Bank Bank Sponsor √ 

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan 

sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang 

tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang 

diambil Bank Indonesia. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan] 

Jabatan 

  

 
1 Diisi dengan nomor surat permohonan 
2 dipilih salah satu 
3 dipilih salah satu 



10. Surat Permohonan Penutupan Kepesertaan 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 
 
  

 
Perihal :  Penutupan Kepesertaan BI-FAST 

 
 

Sehubungan dengan (penggabungan/peleburan/pemisahan/self-

liquidation/pengunduran diri/alasan lain berupa ...)2 berdasarkan 

persetujuan/keputusan dari ...3 no. …4 tanggal …5 perihal …6(sebagaimana 

terlampir), dengan ini kami (nama Peserta... dan kode Peserta (participant code)....) 

mengajukan permohonan penutupan kepesertaan BI-FAST sebagai berikut:  

1. Penutupan kepesertaan dalam BI-FAST agar dilakukan pada tanggal .... 7 

2. Pengalihan hak dan kewajiban terkait operasional BI-FAST dari Peserta (…..)8 

kepada Peserta (….)9 hasil penggabungan/hasil peleburan/hasil 

pemisahan/self-liquidation/pengunduran diri/alasan lain10, terhitung sejak 

tanggal penggabungan/peleburan/ pemisahan/self-liquidation/pengunduran 

diri/alasan lain11 secara hukum, namun pelaksanaan penutupan kepesertaan 

dalam BI-FAST dilakukan sesuai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada 

angka 1.   

3. Pencabutan spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa pimpinan dari 

Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan 

pemisahan/self-liquidation/pengunduran diri/alasan lain terhitung sejak 

tanggal penggabungan/peleburan/pemisahan/self-liquidation/ pengunduran 

diri/alasan lain secara hukum sebagai berikut:  

a. .............................12 

b. ...... 

c. dst. 

 
1  Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Pilih salah satu. 
3  Diisi dengan: 1) persetujuan dari lembaga yang berwenang memberikan izin penggabungan, peleburan, pemisahan, atau 

likuidasi; atau diisi dengan 2) keputusan dari forum pengambilan keputusan di internal Peserta untuk penutupan kepesertaan 

di luar penggabungan, peleburan, pemisahan, likuidasi, atau alasan lain. 
4  Diisi dengan nomor surat persetujuan dari lembaga yang berwenang. 
5  Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan dari lembaga yang berwenang. 
6  Diisi dengan perihal surat persetujuan dari lembaga yang berwenang. 
7  Diisi dengan tanggal pelaksanaan penggabungan/peleburan/pemisahan dalam Sistem BI-ETP. 
8  Diisi dengan nama Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan.  
9  Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan.  
10  Pilih salah satu. 
11  Pilih salah satu. 
12  Diisi dengan nama pimpinan dan/atau pejabat dari Peserta yang berwenang mewakili yang dicabut spesimen tanda tangannya.  



Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan 

terima kasih.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tandatangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 

Jabatan 

 



11. Surat Perubahan Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Perubahan Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Peserta BI-FAST 
 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional BI-FAST dengan ini kami: 

a. Nama Peserta :  

b. Kode Peserta :  

menyampaikan permohonan perubahan kapasitas jaringan komunikasi data. 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan perubahan kapasitas 

Jaringan komunikasi Data adalah: 

Nama : …… .................................................................................... 2 

Telepon/HP : . ......................................................................................... 3 

Faksimile : ……………………………………………………………………………4 

Demikian permohonan kami.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 
[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 
[Nama Pimpinan] 

Jabatan 
 

 

  

 
1   Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi. 
3  Diisi dengan nomor telepon/handphone pejabat yang dapat dihubungi. 
4  Diisi dengan nomor faksimile pejabat yang dapat dihubungi. 



12. Surat permohonan pergantian/perpanjangan masa 

aktif/penghapusan soft token 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Untuk [Pergantian/Perpanjangan Masa 

Aktif/Penghapusan]1 Soft Token Dalam Penyelenggaraan BI-FAST 

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional BI-FAST dengan ini kami 

mengajukan permohonan untuk [Pergantian/Perpanjangan Masa 

Aktif/Penghapusan]2  Soft Token, dengan data-data sebagai berikut:  

1. Nama Peserta : ................................. 

2. Alamat e-mail penerima user : ................................. 

3. Nomor telepon penerima user : ................................. 

4. Nama dan Jabatan user : ................................. 

5. Nama dan Jabatan user : ................................. 

 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan 

[Pergantian/Perpanjangan Masa Aktif/Penghapusan]3  Soft Token adalah: 

Nama : …… .................................................................................... 4 

Telepon/HP : . ......................................................................................... 5 

Faksimile : ……………………………………………………………………………6 

Demikian permohonan kami.  

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 
Jabatan 

 
1     Pilih salah satu 
2     Pilih salah satu 
3     Pilih salah satu 
4  Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi. 
5  Diisi dengan nomor telepon/handphone pejabat yang dapat dihubungi. 
6  Diisi dengan nomor faksimile pejabat yang dapat dihubungi. 



13. Surat permohonan penambahan User BI-FAST 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Untuk Penambahan User Dalam Penyelenggaraan BI-

FAST 

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional BI-FAST dengan ini kami 

mengajukan permohonan untuk penambahan User, dengan data-data sebagai 

berikut:  

1. Nama Peserta : ................................. 

2. Alamat e-mail penerima user : ................................. 

3. Nomor telepon penerima user : ................................. 

4. Nama dan Jabatan user : ................................. 

5. Nama dan Jabatan user : ................................. 

 

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan penambahan User 

adalah: 

Nama : …… .................................................................................... 1 

Telepon/HP : . ......................................................................................... 2 

Faksimile : ……………………………………………………………………………3 

Demikian permohonan kami.  

 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 
Jabatan 

  

 
1  Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi. 
2  Diisi dengan nomor telepon/handphone pejabat yang dapat dihubungi. 
3  Diisi dengan nomor faksimile pejabat yang dapat dihubungi. 



14. Surat Pemberitahuan Peserta yang Menerima Penggabungan/Peserta 

Hasil Peleburan/Peserta Hasil Pemisahan 

 

Nomor : .............1 

Kepada:  

Bank Indonesia  

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri 

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan 

Gedung Kebon Sirih Lantai 2  

Jl. M.H. Thamrin No. 2  

JAKARTA 10350 

 

Perihal: Pemberitahuan (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)2  

 

Sehubungan dengan persetujuan dari .......3 nomor ....…4 tanggal …...5 perihal 

.......…6 sebagaimana fotokopi terlampir, dengan ini kami sampaikan hal sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan Akta nomor …7, tanggal ...8 , ditetapkan bahwa Peserta yang 

bertindak sebagai (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil 

peleburan/Peserta hasil pemisahan/ Peserta yang menerima pemisahan)9 

adalah …10 dengan kode Peserta  ...11, dan nomor Rekening Setelmen Dana ...,12 

dengan (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan 

diri/Peserta yang memisahkan diri)13 sebagai berikut:  

No. Nama Peserta Kode Peserta (Participant Code) 

1.    

2.  Dst.  

 

2. (Penggabungan/peleburan/pemisahan) ...14 berlaku sejak tanggal persetujuan 

................15, namun pelaksanaan peralihan operasional dalam 

penyelenggaraan BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan 

diri/memisahkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan/Peserta 

 
1  Diisi dengan nomor surat permohonan 
2  Pilih salah satu. 
3  Diisi dengan nama lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha. 
4  Diisi dengan nomor surat keputusan lembaga yang berwenang. 
5  Diiisi dengan tanggal surat keputusan lembaga yang berwenang. 
6  Diisi dengan perihal surat keputusan lembaga yang berwenang. 
7  Diisi dengan nomor akta penggabungan/peleburan/pemisahan. 
8  Diisi dengan tanggal anggaran dasar.  
9  Pilih salah satu. 
10  Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan. 
11  Diisi dengan kode Peserta (participant code) yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/ Peserta hasil pemisahan. 
12  Diisi dengan nomor Rekening Setelmen Dana, dalam hal Peserta merupakan Peserta Sistem BI-RTGS. 
13  Pilih salah satu. 
14  Pilih salah satu. 
15  Diisi dengan nama lembaga yang berwenang. 



hasil peleburan/ Peserta hasil pemisahan/Peserta yang menerima pemisahan 

dilakukan pada tanggal ...............1  

3. Pemindahan saldo dari Rekening Giro Peserta yang menggabungkan 

diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang melakukan pemisahan ...2 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke rekening Peserta yang menerima 

penggabungan/Peserta hasil peleburan/ Peserta hasil pemisahan3 akan kami 

laksanakan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal sebagaimana dimaksud 

pada angka 2. 

4. Selanjutnya kepesertaan atas nama Peserta yang menggabungkan diri/Peserta 

yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri ...4 sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 agar dihentikan pada tanggal sebagaimana dimaksud 

pada angka 2. 

5. Segala hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan 

diri/memisahkan diri diambil alih oleh Peserta yang menerima 

penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang 

menerima pemisahan terhitung sejak tanggal 

penggabungan/peleburan/pemisahan secara hukum. 

6. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan 

diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri ...5 sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal 

persetujuan (legal) dari (nama lembaga yang berwenang) namun belum 

diperhitungkan ke Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan 

diri/Peserta yang memisahkan diri yang bersangkutan sampai dengan tanggal 

pelaksanaan peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana 

dimaksud pada angka 2, agar diperhitungkan ke Peserta yang menerima 

penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang 

menerima pemisahan6. 

7. Pada tanggal ...7 kami telah mengumumkan mengenai (penggabungan/ 
peleburan) ...8 Bank dalam surat kabar harian yang berskala nasional. 

 
 

 
 

 
1  Diisi dengan tanggal pelaksanaan penggabungan/peleburan/pemisahan dalam Sistem BI-ETP. 
2  Pilih salah satu 
3  Pilih salah satu 
4  Pilih salah satu. 
5  Pilih salah satu. 
6  Pilih salah satu. 
7  Diisi dengan tanggal pengumuman penggabungan/peleburan/pemisahan Bank dalam surat kabar. 
8  Pilih salah satu. 



Sehubungan dengan pelaksanaan (penggabungan/peleburan/ pemisahan) ...1, 

terlampir kami sampaikan:  

1. Surat pernyataan dari Peserta yang menerima 

(penggabungan/peleburan/pemisahan2);  

2. fotokopi izin penggabungan/peleburan/pemisahan dari lembaga yang  

berwenang memberikan persetujuan tentang penggabungan/ 

peleburan/pemisahan; 

3. fotokopi akta penggabungan/peleburan/pemisahan;  

4. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Peserta yang menerima 

penggabungan, atau Akta Pendirian Peserta hasil peleburan/Peserta hasil 

pemisahan dalam hal pemisahan dilakukan dengan membentuk badan 

hukum baru;  

5. fotokopi surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran akta penggabungan dan 

akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, atau keputusan dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan 

hukum perseroan; 

6. fotokopi pengumuman penggabungan/peleburan yang dimuat dalam surat 

kabar harian berskala nasional.  

7. dst.3    

 
Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tandatangan dan stempel badan hukum] 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 

Jabatan 

 

 

 

 

 
1  Pilih salah satu. 
2  Pilih salah satu. 
3  Diisi dengan dokumen lain yang dilampirkan (apabila ada).  



15. Surat Pernyataan dari Peserta yang Menerima Penggabungan/ 

Peleburan/Pemisahan 
 

Nomor : .............1 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama, jabatan ...................., tempat tinggal ....................... 

2. Nama, jabatan ...................., tempat tinggal ....................… 

3. Dst. 

dalam hal ini mewakili ……..2 yang bertindak sebagai (Peserta yang menerima 

penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)3;  

untuk Peserta yang (menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)4 

sebagai berikut: 

No. Nama Peserta Kode Peserta (Participant Code) 

1.   

2. Dst.  

berdasarkan Akta (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)5 nomor ... tanggal … dan 

persetujuan penggabungan/peleburan/pemisahan dari (nama lembaga yang 

berwenang) nomor … , tanggal ... , perihal … dengan ini kami menyatakan hal 

sebagai berikut: 

1. mengambil alih seluruh hak dan kewajiban Peserta yang (menggabungkan 

diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)6 terhitung sejak tanggal ... 7 

2. mengambil alih wewenang dan tanggung jawab seluruh kegiatan operasional 

dan kepesertaan yang terkait dengan BI-FAST atas nama Peserta yang 

(menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)8 terhitung 

sejak tanggal penggabungan/peleburan/ pemisahan berlaku secara hukum.  

3. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan 

diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal 

persetujuan (legal) dari (nama lembaga yang berwenang) namun belum 

 
1     Diisi dengan nomor surat permohonan 
2   Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan. 
3   Pilih salah satu. 
4   Pilih salah satu. 
5   Pilih salah satu. 
6   Pilih salah satu. 
7  Diisi tanggal secara hukum ditetapkannya penggabungan/peleburan/pemisahan oleh lembaga yang berwenang. 
8  Pilih salah satu.  



diperhitungkan ke Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan 

diri/Peserta yang melakukan pemisahan yang bersangkutan sampai dengan 

tanggal pelaksanaan penggabungan/peleburan/pemisahan kepesertaan dalam 

BI-FAST sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar diperhitungkan ke Peserta 

yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil 

pemisahan.  

4. Terhitung sejak tanggal persetujuan penggabungan/peleburan/ pemisahan 

secara hukum dari (nama lembaga yang berwenang), spesimen tanda tangan 

beserta kewenangan dari direksi dan pejabat penerima kuasa dari Peserta yang 

menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan1 

yang telah ditatausahakan di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia yang kami nyatakan masih berlaku adalah sebagai 

berikut: 

a. Direksi 

1) …… 

2) …… 

3) dst 

b. pejabat penerima kuasa direksi dari Peserta yang menerima 

penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan adalah:  

1) ... 

2) ... 

3) dst. 

Adapun spesimen tanda tangan dan kewenangan direksi dan pejabat yang 

namanya tidak tercantum pada huruf a dan huruf b, sejak tanggal persetujuan 

penggabungan/peleburan/ pemisahan secara hukum (nama lembaga yang 

berwenang), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

5. Terhitung sejak tanggal persetujuan penggabungan/peleburan/ pemisahan 

secara hukum dari ... (nama lembaga yang berwenang), spesimen tanda tangan 

beserta kewenangan dari direksi dan/atau pejabat penerima kuasa Peserta 

yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan kami 

nyatakan tidak berlaku kecuali untuk direksi dan/atau pejabat penerima 

kuasa di kantor Bank Indonesia yang dituangkan dalam butir 4.a dan 4.b surat 

pernyataan ini.  

 

 
1  Pilih salah satu.  



6. (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)1 yang akan dan/atau telah dimuat 

dalam surat kabar nasional. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 

[Nama badan hukum] 

 

[Tandatangan dan 
stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 

Jabatan 

 
1 Pilih salah satu 

Meterai, 

Rp10.000,

- 



16. Surat Permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi 

 

Kepada: 
Bank Indonesia 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
JAKARTA 10350 

 

Perihal : Permohonan Menggunakan Fasilitas Kontingensi dalam 

Penyelenggaraan BI-FAST 

 

Sehubungan dengan terganggunya sistem BI-FAST kami dengan alasan ….1 

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Kontingensi sistem 

BI-FAST di lokasi ….2   

Sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Kontingensi tersebut, dengan ini 

kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab, kerugian, dan 

akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Kontingensi 

yang kami lakukan di Bank Indonesia.  

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun] 
[Nama badan hukum] 

 

[Tanda tangan dan stempel badan hukum] 

 

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang] 
Jabatan 

 

 
1  Diisi dengan alasan penggunaan Fasilitas Kontingensi. 
2     Diisi dengan lokasi penggunaan Fasilitas Kontingensi, yaitu di lokasi Penyelenggara di Jakarta atau kantor perwakilan Bank 

      Indonesia dalam negeri yang mewilayahi bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia 
      dalam negeri. 


